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ABSTRACT

In the current era of regional autonomy, the concept of development should be implemented in every region in Indonesia is development that involves the public in any process. The process is meant in this case, ie not only at the planning stage, but also at the stage of development project implementation, monitoring and evaluation stages of development results. With the issuance of regulations by the government to support the concept, it is expected to generate development in accordance with the needs of society as well as the construction of object subject development practitioners.

With the implementation of research Makroman Sub Samarinda, Samarinda Ilir. This is expected to provide an overview of how community participation in the implementation of regional development so that the concept of participatory development that has been applied to measuring and can be used as a reference in future studies related to the substance of the discussion.
From the research that has been carried out, it can be illustrated that the application of participatory development in the Village Makroman if musrenbang refer to the results that have been recorded on BAPPEDA of Samarinda, the results obtained are in the planning stages, although people still participate, but at this stage of the implementation of community participation expected No not at all because it was found by the implementation phase of the project carried out by the contractor winning bidder. However, if we refer to the development projects undertaken by the three empowerment program that runs in the Village Makroman, primarily by PNPM Mandiri Village in the study found that people's enthusiasm to participate in every stage of development that started in the planning, implementation, until the evaluation phase the project is very high. It can be concluded in the implementation phase are still many things that must be addressed.
________________________________________
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1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam menjalankan roda pemerintahannya setiap negara selalu berpedoman pada kebijakan politik yang dianut negara itu, sehingga prosedur birokrasi yang ditempuh juga mengacu kepada paradigma sistem politik yang dianutnya. Seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang kemudian diperbaiki menjadi Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, paradigma birokrasi di Indonesia mengalami perubahan dari paradigm pemerintahan yang sentralistik ke arah desentralistik.
Perlunya keterlibatan masyarakat ini dianggap sangat penting, karena pembangunan yang terlalu menekankan peranan pemerintah birokrasi (bercirikan top down) mendapat kritikan tajam, dimana kurang peka terhadap kebutuhan lokal Korten (1988:87). Dari pada itu, pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan, berarti memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengarahkan sumber daya, potensi, merencanakan serta membuat keputusan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan mensejahterakan mereka, sehingga mereka berdaya.
Hasil penelitian W. Boyers tahun 1985 menyimpulkan bahwa legitimasi dan keberhasilan dari suatu program pembangunan dalam skala nasional bagi suatu negara berkembang, program yang dilakukan dengan memperhatikan situasi dilaksanakan dari bawah ke atas (bottom-up) dan program tersebut sesuai bagi rakyat, ketimbang dilakukan secara seragam (top-down) dengan program yang idominasi oleh pemerintah pusat.
Berdasar pada uraian dalam latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan aspek-aspek yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam judul: “Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif di Kelurahan Makroman Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda”.
1.2. Rumusan Masalah
Perumusan masalah sangat penting dalam suatu penelitian agar diketahui arah jalan penelitian tersebut. Arikunto (1993:17) menguraikan bahwa agar penelitian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka penulis harus merumuskan masalahnya, sehingga jelas dari mana harus memulai, ke mana harus pergi dan dengan apa ia melakukan penelitian.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kota Samarainda Khususnya di Kelurahan Makroman Kecamatan Samarinda Ilir?”.
1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai. Dengan demikian, pada dasarnya tujuan penelitian memberikan informasi mengenai apa yang akan diperoleh setelah selesai melakukan penelitian (Hasan, 2002:44).
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yakni: “Untuk Mengetahui Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kota Samarainda Khususnya di Kelurahan Makroman Kecamatan Samarinda Ilir”.
1.4. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis, yakni memberikan data dan informasi yang berguna bagi semua kalangan terutama mereka yang secara serius mengamati jalannya implementasi perencanaan partisipatif, serta memberikan masukan bagi masyarakat khususnya di tempat penelitian ini dilaksanakan agar dapat terus meningkatkan peran aktifnya dalam membangun daerahnya.

2. Secara akademis, yakni penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi baik secara langsung atau tidak bagi kepustakaan jurusan Ilmu Administrasi dan bagi kalangan penulis lainya yang tertarik untuk mengeksplorasi kembali kajian tentang model partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan di daerah lain.

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Landasan Teori
Sebagai titik tolak atau landasan berpikir dalam menyoroti atau memecahkan masalah, maka perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu. Landasan teori perlu ditegaskan agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan yang sifatnya coba-coba (trial and error), (Sugiyono, 2004:55).
Menurut Hoy dan Miskel (dalam Sugiyono, 2004:55) teori adalah seperangkat konsep, asumsi dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi. Sebelum melakukan penelitian yang lebih lanjut, seorang peneliti perlu menyusun suatu kerangka teori sebagai landasan berfikir untuk menggambarkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang dipilihnya. Sehubungan dengan itu, maka berikut akan dijelaskan beberapa pengertian yang disertai pendapat para ahli yang memiliki kaitan dengan pokok bahasan serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini yang meliputi konsep kebijakan.

2.1.1. Konsep Pelaksanaan
Secara sederhana, pelaksanaan bisa juga disebut sebagai implementasi. Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70), mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin (dalam Nurdin dan Usman, 2004). Adapun Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70), mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa.
Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2.1.2. Pengertian Partisipasi Masyarakat
Pengertian partisipasi selalu dikaitkan atau bersinonim dengan peranserta. Seorang ilmuan yang bernama Keith Davis mengemukakan definisinya tentang partisipasi yang dikutif oleh R.A. Santoso Sastropoetro (1988:13) sebagai berikut: “Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.”
Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka partisipasi itu tidak berdasarkan keterlibatan secara fisik dalam pekerjaannya tetapi menyangkut keterlibatan diri seseorang sehingga akan menimbulkan tanggung jawab dan sumbangan yang besar terdapat kelompok.
Dalam realitasnya, terutama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, istilah partisipasi ini sering dikaitkan dengan usaha di dalam mendukung program pembangunan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Santoso S. Hamidjoyo (1988:67), bahwa partisipasi mengandung tiga pengertian, yaitu:

1. Partisipasi berarti turut memikul beban pembangunan.

2. Menerima kembali hasil pembangunan dan bertanggung jawab terhadapnya.

3. Partisipasi berarti terwujudnya kreativitasnya dan oto aktifitas.

Dari ketiga hal tersebut di atas, jelas bahwa masalah partisipasi ini sangat urgent, lebih-lebih dalam pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu partisipasi aktif segenap lapisan dalam pembangunan harus semakin luas dan merata, baik dalam memikul beban pembangunan maupun di dalam menerima hasil pembangunan.
Definisi mana yang dipakai akan sangat menetukan keberhasilan dalam mengembangkan dan memasyarakatkan sistem pembangunan wilayah yang partisipatif. Dalam sosiologi definisi pertama merupakan suatu bentuk lain dari mobilisasi rakyat dalam pembangunan. Terkait dengan hal tersebut, maka partisipasi masyarakat menjadi elemen yang penting dalam pengembangan masyarakat. Menurut Adi (2001:208), partisipasi masyarakat atau keterlibatan warga dalam pembangunan dapat dilihat dalam 4 (empat) tahap, yaitu:

1. Tahap Assesment. Dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan sumberdaya yang dimiliki. Untuk ini, masyarakat dilibatkan secara aktif melihat permasalahan yang sedang terjadi, sehingga hal tersebut merupakan pandangan mereka sendiri.
2. Tahap Alternative Program atau Kegiatan. Dilakukan dengan melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasinya dengan memikirkan beberapa alternatif program.
3. Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan. Dilakukan dengan melaksanakan program yang sudah direncanakan dengan baik agar tidak melenceng dalam pelaksanaannya di lapangan.
4. Tahap Evaluasi (termasuk evaluasi input, proses dan hasil). Dilakukan dengan adanya pengawasan dari masyarakat dan petugas terhadap program yang sedang berjalan.
Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, maka dalam penelitian ini definisi partisipasi masyarakat yang dimaksudkan oleh peneliti, yakni keikutsertaan/keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dengan memberikan sumbangan ide terhadap proyek pembangunan yang akan dilaksanakan, di mana dalam hal ini masyarakat berfungsi sebagai subjek sekaligus sebagai objek pembangunan yang mengetahui betul kondisi di daerahnya sendiri, sehingga pembangunan yang nantinya dilaksanakan di daerah mereka betul-betul seperti yang mereka butuhkan.

2.1.3. Unsur-Unsur Partisipasi
Menurut Keith Davis (Sastropoetro, 1988:14) di dalam pengertian partisipasi ini terdapat tiga buah unsur yang penting sehingga memerlukan perhatian yang khusus yaitu:

1. Bahwa partisipasi sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.

2. Unsur kedua adalah kesediaan memberikan sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok.

3. Unsur ketiga adalah unsur tanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas, maka partisipasi tidak saja identik dengan keterlibatan secara fisik dalam pekerjaan dan tugas saja akan tetapi menyangkut keterlibatan diri atau ego, sehingga akan timbul tanggung jawab dan sumbangan yang besar dan penuh terhadap kelompok.

2.1.4. Bentuk dan Jenis Partisipasi Masyarakat
a. Bentuk-bentuk partisipasi

Selanjutnya Keith Davis (Sastropoetro, 1988:55) mengemukakan pula tentang bentuk partisipasi, yaitu:

1. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa.

2. Sumbangan spontan berupa uang dan barang

3. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan honornya berasal dari sumbangan individu atau instansi yang berada di luar lingkungan tertentu (dermawan atau pihak ketiga) dan itu merupakan salah satu partisipasi dan langsung akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri dalam pembangunan desa tersebut.

4. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai sepenuhnya oleh komuniti (biasanya diputuskan oleh komuniti dalam rapat desa yang menentukan anggarannya).

5. Sumbangan dalam bentuk kerja, yang biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat. Bentuk kerja yang disumbangkan oleh masyarakat akan memperingan pembangunan yang diselenggarakan desa tersebut.

6. Aksi massa.

7. Mengadakan pembangunan dikalangan keluarga sendiri.

8. Membangun proyek komuniti yang sifatnya otonom.

Dalam hal partisipasi masyarakat di dalam pembangunan desa, Ndraha (1982:82) juga mengemukakan tentang bentuk-bentuk partisipasi yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam bentuk swadaya murni dari masyarakat dalam hubungan dengan pemerintah desa, seperti jasa/tenaga, barang maupun uang.

2. Partisipasi dalam penerimaan/pemberian informasi.

3. Partisipasi dalam bentuk pemberian gagasan.

4. Partisipasi dalam bentuk menilai pembangunan.

5. Partisipasi dalam bentuk pelaksanaan operasional pembangunan.

Dari uraian di atas jelaslah kiranya bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangat luas bahkan dalam hal perumusan, perencanaan, pengawasan, pelaksanaan serta pemanfaatan hasil pembangunan pun perlu dilibatkan.
Dengan demikian sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting sekali dalam usaha mengefektifkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik maupun nonfisik. Di samping itu untuk mensukseskan pembangunan, proses penyusunan dan pelaksanaan harus direncanakan dengan matang, dengan melibatkan komponen masyarakat, sehingga tujuan pembangunan akan tercapai.

b. Jenis-jenis partisipasi

Menurut Davis, seperti yang dikutip oleh Sastropoetro (1988:16), mengemukakan jenis-jenis partisipasi masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1. Pikiran (Psychological participation).
2. Tenaga (Physical participation).
3. Pikiran dan tenaga (Psychological dan Physical participation).
4. Keahlian (Participation with skill).
5. Barang (Material participation).
6. Uang (Money participation).
Selanjutnya, Sherry R. Arnstein dalam Suryono (2001:127) memberikan model delapan anak tangga partisipasi masyarakat (Eight Rungs on Ladder of Citizen Participation). Hal ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat di sebuah negara.

Tabel 2.1. Model Delapan Anak Tangga Partisipasi Masyarakat (Model Arnstein)
	Tangga Ke-
	Bentuk Partisipasi
	Kategori

	VIII
	Pengawasan masyarakat
	Tingkat kekuatan masyarakat

(Degrees of Citizen Power)

	VII
	Pendelegasian kekuasaan dan wewenang
	

	VI
	Kemitraan/ kesetaraan
	

	V
	Peredaman/ kompromi
	Tingkatan semu

	IV
	Berkonsultasi
	

	III
	Menginformasikan
	

	II
	Pengobatan untuk penyembuhan
	Bukan partisipasi

	I
	Manipulasi
	


Dalam penelitian yang akan dilakukan terkait dengan judul karya ilmiah ini dan dengan melihat model partisipasi yang telah disebutkan di atas, maka model partisipasi masyarakat yang dimaksud, yakni partisipasi dalam bentuk sumbangan pikiran dalam merencanakan program/proyek pembangunan yang akan dilaksanakan di daerahnya.

2.1.5. Prasyarat Partisipasi
Menurut Davis dalam Sastropoetro (1988:16-18) prasyarat untuk dapat melaksanakan partisipasi secara efektif adalah sebagai berikut:

1. Adanya waktu.

2. Kegiatan partisipasi memerlukan dana perangsang secara terbatas.

3. Subyek partisipasi hendaklah berkaitan dengan organisasi dimana individu yang bersangkutan itu tergabung atau sesuatu yang menjadi perhatiannya.

4. Partisipan harus memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam arti kata yang bersangkutan memiliki pemikiran dan pengalaman yang sepadan.

5. Kemampuan untuk melakukan komunikasi timbal balik.
6. Bebas melaksanakan peran serta sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
7. Adanya kebabasan dalam kelompok, tidak adanya pemaksaan atau penekanan.

Selanjutnya Hamidjojo dan Iskandar (1974) dalam Sastropoetro (1988:29) mengemukakan sebagai berikut:

1. Senasib dan sepenanggungan.
2. Keterlibatan terhadap tujuan hidup.

3. Kemahiran untuk menyesuaikan dengan perubahan keadaan.

4. Adanya prakarsawan.

5. Iklim partisipasi.

6. Adanya pembangunan itu sendiri.

Dari kedua rumusan di atas pada dasarnya di dalam berpartisipasi, partisipan hendaknya mempunyai suatu kemampuan yang dapat disumbangkannya sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Partisipasi didasari pula oleh adanya kecocokan atau kebutuhan dari partisipan itu sendiri, kebutuhan mereka, maka mereka berpartisipasi memanfaatkan dan memeliharanya.
Jadi dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat akan menunjukkan tingkat dukungan masyarakat terhadap kebijakan publik. Besarnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum dan kesadaran politik masyarakat di dalam suatu Negara. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik menunjukkan kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah akan sesuai dengan kehendak masyarakat.

2.1.6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi
Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat, baik berupa faktor pendorong maupun faktor penghambatnya. Faktor pendorong yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Subrata dan Atmaja dalam Sopino (1998:32) adalah sebagai berikut:

1. Adanya interes dan partisipan.

2. Hadiah dari suatu kegiatan.

3. Adanya keuntungan dari kegiatan.

4. Motivasi dari luar.

Selanjutnya terdapat pula faktor lain yang dapat mewarnai dan turut berperan dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat yaitu pemuka masyarakat/tokoh masyarakat, seperti dikemukakan Mutadi dalam Sopino (1998:33) sebagai berikut: “Dalam pembangunan masyarakat peranan mereka yang tergolong informal leader sangat besar peranannya. Mereka mempunyai pengaruh yang besar terhadap rakyat desanya. Kadang-kadang suatu program pemerintah dapat gagal karena tidak mengikutsertakan para pemuka masyarakat.”

Dengan demikian dapat diketahui pula bahwa partisipasi masyarakat pun dipengaruhi pula oleh adanya seseorang yang menjadi pendorong atau motivator dalam suatu kegiatan.

2.1.7. Pentingnya Partisipasi dalam Pembangunan
Oakley (1991:14), berpendapat bahwa partisipasi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat, maka pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada perwujudan kesejahteraan rakyat tidak akan terwujud, karena masyarakatlah yang lebih tahu akan kebutuhannya dan cara mengatasi permasalahan pembangunan yang terjadi dalam masyarakat.
Menurut Adi dan Laksmono (1990:174) dalam tesis M. Arifin (2007:37), partisipasi masyarakat menjadi penting dalam setiap perencanaan, program dan kegiatan sosial karena:

1. Merupakan suatu sarana untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. Tanpa informasi ini, maka program tidak akan berhasil.

2. Masyarakat akan lebih antusias terhadap program/kebijakan pembangunan, apabila mereka dilibatkan dalam perencanaan pembangunan dan persiapan, sehingga meraka akan menganggap bahwa program atau kebijakan tersebut adalah milik mereka. Hal ini perlu untuk menjamin program diterima oleh masyarakat, khususnya dalam program yang bertujuan untuk merubah masyarakat dalam cara berpikir, merasa dan bertindak.

3. Banyak negara-negara yang menganggap bahwa partisipasi masyarakat merupakan hak demokrasi yang bersifat dasar, di mana masyarakat harus dilibatkan dalam proses pembangunan, ini dimaksudkan untuk memberi keuntungan manusia.

Menurut Dr. Lastaire White dalam tulisannya “Introduction to Community Participation”, yang dikutip oleh Sastropoetro (1988:33), mengemukakan 10 (sepuluh) alasan tentang pentingnya partisipasi dalam setiap kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan partisipasi, lebih banyak hasil kerja yang dicapai;

2. Dengan partisipasi, pelayanan atau service dapat diberikan dengan biaya yang murah;

3. Partisipasi memiliki nilai dasar yang sangat berarti untuk peserta, karena menyangkut kepada harga dirinya;
4. Partisipasi merupakan katalisator untuk pembangunan selanjutnya;
5. Partisipasi mendorong timbulnya rasa tanggungjawab;

6. Partisipasi menjamin bahwa suatu kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat telah diusulkan;

7. Partisipasi menjamin bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan arah yang benar.

8. Partisipasi menghimpun dan memanfaatkan berbagai pengetahuan yang terdapat di dalam masyarakat, sehingga terjadi perpaduan berbagai keahlian.

9. Partisipasi membebaskan orang dari ketergantungan kepada keahlian orang lain.

10. Pertisipasi lebih menyadarkan manusia terhadap penyebab kemiskinan, sehingga menimbulkan kesadaran terhadap usaha untuk mengatasinya.

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memungkinkan individu, kelompok, serta masyarakat memperbaiki keadaan mereka sendiri, karena mereka sendirilah yang tahu akan apa yang menjadi kebutuhannya tersebut. Di samping itu, mereka juga akan merasa memiliki dan bertanggungjawab tentang apa yang telah mereka hasilkan dan apa yang telah dimanfaatkan tersebut.

2.1.8. Pengertian Pembangunan
Todaro (2000:18), menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Todaro (2000:20), mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan- perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. Menurut Todaro (2000:21), definisi di atas memberikan beberapa implikasi bahwa:

1. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan income, tetapi juga pemerataan.

2. Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan, seperti peningkatan:

a. Life sustenance : Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

b. Self-Esteem : Kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang memiliki harga diri, bernilai dan tidak “diisap” orang lain.

c. Freedom From Survitude : Kemampuan untuk melakukan berbagai pilihan dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain.

Konsep dasar di atas telah melahirkan beberapa arti pembangunan yang sekarang ini menjadi popular (Todaro, 2000:24), yaitu:

1. Capacity, hal ini menyangkut aspek kemampuan meningkatkan income atau produktifitas.

2. Equity, hal ini menyangkut pengurangan kesenjangan antara berbagai lapisan masyarakat dan daerah.

3. Empowerment, hal ini menyangkut pemberdayaan masyarakat agar dapat menjadi aktif dalam memperjuangkan nasibnya dan sesamanya.

4. Suistanable, hal ini menyangkut usaha untuk menjaga kelestarian pembangunan.
Berkenaan dengan pembangunan desa, Daeng Sudirwo, (1981:63) mendefinisikan pembangunan desa sebagai berikut: “Pembangunan desa adalah proses perubahan yang terus menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, materi dan spiritual berdasarkan pancasila yang berlangsung di desa.”

Dengan demikian, maka pembangunan desa perlu terus diupayakan karena secara keseluruhan desa merupakan landasan bagi ketahanan nasional seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, untuk mencapai tujuan dari pembangunan desa itu, pelaksanaan pembangunan di berbagai aspek kehidupan baik aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama maupun dalam aspek pertahanan dan keamanan. Melalui pembangunan desa diupayakan agar masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan.

2.1.9. Ciri-ciri dan Prinsip Pembangunan Desa
Dalam merealisasikan pembangunan desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan perlu memperhatikan beberapa pendekatan dengan ciri-ciri khusus yang sekaligus merupakan identitas pembangunan desa itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh C.S.T Kansil, (1983:251) yaitu :

1. Komprehensif multi sektoral yang meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan maupun aspek keamanan dengan mekanisme dan sistem pelaksanaan yang terpadu antar berbagai kegiatan pemerintaha dan masyarakat.

2. Perpaduan sasaran sektoral dengan regional dengan kebutuhan essensial kegiatan masyarakat.

3. Pemerataan dan penyebarluasan pembangunan keseluruhan pedesaan termasuk desa-desa di wilayah kelurahan.

4. Satu kesatuan pola dengan pembangunan nasional dan regional dan daerah pedesaan dan daerah perkotaan serta antara daerah pengembangan wilayah sedang dan kecil.

5. Menggerakan partisipasi, prakaras dan swadaya gotong royong masyarakat serta mendinamisir unsur-unsur kepribadian dengan teknologi tepat waktu. Jadi di dalam merealisasikan pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek, jangan dari satu aspek saja, agar pembangunan desa itu dapat sesuai dengan apa yang diinginkan.

2.2. Kerangka Pemikiran
Sejak dikeluarkannya berbagai instrument hukum berupa peraturan perUndang-Undang (UU) atau peraturan pemerintah (PP) di tahun 1999 yang membuka lebar ruang bagi masyarakat untuk partisipasi dalam pembuatan kebijakan publik dan monitoring pembangunan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, secara substantif menempatkan partisipasi masyarakat sebagai instrument yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial, menciptakan rasa memiliki pemerintahan, menjamin keterbukaan, akuntabilitas dan kepentingan umum, mendapatkan aspirasi masyarakat dan sebagai wahana untuk agregasi kepentingan dan mobilisasi dana. Selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, berbagai peraturan yang secara sektoral memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, diantaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan masih banyak lagi peraturan yang secara sektoral mengatur partisipasi masyarakat. Semua peraturan tersebut pada intinya memberikan ruang yang sangat luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan dan implementasinya.
Untuk lebih memudahkan mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, maka digunakan konsep partisipasi di mana konsep partisipasi memusatkan perhatian pada partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga menghasilkan produk-produk pembangunan yang sesuai dengan harapan masyarakat sesuai dengan yang telah di kemukakan oleh Davis dalam Sastropoetro (1988:16) yang menyebutkan beberapa dimensi mengenai partisipasi masyarakat.
3. METODE PENELITIAN
3.1. Bentuk Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Narbuko dan Achmadi (2004:44) memberikan pengertian penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalis dan menginterpretasi, serta juga bisa bersifat komparatif dan korelatif.
Hadari Nawawi (2007:33), mengungkapkan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Selain itu, penelitian deskriptif juga terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Danim (2002:41) memberikan beberapa ciri dominan dari penelitian deskriptif, yaitu:

1. Bersifat mendeskripsikan kejadian atau peristiwa yang bersifat faktual. Adakalanya penelitian ini dimaksudkan hanya membuat deskripsi atau narasi semata-mata dari suatu fenomena, tidak untuk mencari hubungan antarvariabel, menguji hipotesis, atau membuat ramalan;

2. Dilakukan secara survey. Oleh karena itu, penelitian deskriptif sering disebut juga sebagai penelitian survey. Dalam arti luas, penelitian deskriptif dapat mencakup seluruh metode penelitian, kecuali bersifat historis dan eksperimental;

3. Bersifat mencari informasi faktual dan dilakukan secara mendetail;

4. Mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktik-praktik yang sedang berlangsung; dan

5. Mendeskripsikan subjek yang sedang dikelola oleh kelompok orang tertentu dalam waktu yang bersamaan.

3.2 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Makroman. Waktu penelitian dilaksanakan selama tiga bulan mulai bulan September 2011 sampai bulan Desember 2011, penulis memilih sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan penelitian awal Kelurahan Sambutan merupakan salah satu desa yang memiliki masyarakat yang mempunyai semangat gotong royong yang baik.

3.3 Unit Analisis
Unit analisis dalam penelitian ini adalah proyek pembangunan posyandu dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP).

3.4 Informan
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, sehingga dalam penelitian ini tidak dikenal adanya sampel, melainkan informan. Hal ini dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas. Dalam hal ini penulis menggunakan metode purpose sampling. Purpose sampling adalah pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan dan syarat tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan dan masalah penelitian (Nawawi,1987:157).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kelurahan Makroman
2. Ketua BPD Sambutan.

3. Tokoh masyarakat, agama dan pemuda.

4. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan PNPM Mandiri di Kelurahan Makroman
3.5. Fokus Penelitian
Fokus dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Desa dalam sebuah proyek pembangunan fisik

3.6. Teknik Pengumpulan Data
Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian dan juga melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Sedangkan, data sekunder adalah data yang diperoleh baik dalam bentuk angka maupun uraian. Dalam penelitian ini data-data sekunder yang diperlukan antara lain: literatur yang relevan dengan judul penelitian, misalnya materi atau dokumen-dokumen dari kantor Kelurahan Sambutan, serta karya tulis yang relevan dengan penelitian.
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan, yaitu melalui beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara. Wawancara, yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan, yaitu Camat Samarinda Ilir, para Lurah, Pengurus LPM dan beberapa tokoh masyarakat pada Kecamatan Samarinda Ilir yang dianggap mengetahui banyak tentang tentang kondisi objektif dari proses penyusunan perencanaan pembangunan.

2. Observasi. Observasi, yaitu cara untuk memperoleh data melalui kegiatan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh keterangan atau data yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, peneliti memahami dan menganalisis berbagai gejala yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Kecamatan Samarinda Ilir melalui berbagai situasi dan kondisi nyata yang terjadi baik secara formal maupun non formal.

3. Dokumentasi. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku referensi maupun peraturan atau pasal yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi data-data yang berhubungan dengan penelitian ini, serta cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa buku-buku, literatur, laporan tahunan mengenai dokumen rencana kerja pembangunan, dokumen rumusan hasil Musrenbang dan dokumen peraturan pemerintah dan Undang- Undang yang telah tersedia pada lembaga yang terkait dipelajari, dikaji dan disusun/dikategorikan sedemikian rupa, sehingga dapat diperoleh data guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

3.7. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif di mana jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Setelah dikelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks agar lebih dimengerti. Setelah itu, penulis menarik kesimpulan dari data tersebut, sehingga dapat menjawab pokok masalah penelitian. Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi;

2. Reduksi data. Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.

3. Penyajian data. Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (display) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan, sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu.
4. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan yang dilakukan secara cermat dengan melakukan verifiksi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, sehingga data-data yang ada teruji validitasnya (Sugiono: 2005).

4. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN
4.1.Gambaran Umum di Kelurahan Makroman
4.1.1. Sejarah Pembangunan di Kelurahan Makroman
Kelurahan Makroman merupakan salah satu desa yang berada pada wilayah Bagian Timur Kota Samarinda. Kelurahan Sambutan dulunya merupakan wilayah Transmigrasi tahun 1974, setelah terjadinya pemekaran, Kelurahan Makroman sampai saat ini terdiri dari 2 dusun, yakni Kelurahan Makroman. Dinamakan Makroman karena dusun tersebut berada pada dataran tinggi, sedangkan Dusun Pulau Atas dinamakan Makroman karena dulunya dusun tersebut merupakan lokasi penyimpanan hasil panen, masyarakat juga biasa menyebutnya dengan nama Makroman (Lumbung Padi). Hal tersebut dikarenakan oleh mata pencaharian masyarakat saat itu yang mayoritas bertani. 
4.1.2. Keadaan Geografis Desa
Secara geografis Kelurahan Makroman terletak di sebelah Timur dengan jarak sekitar 10 Km dari ibu kota Samarinrda. Sementara posisi wilayah Kelurhan Makroman berbatasan langsung dengan:

· Sebelah Utara: Pulau Atas
· Sebelah Timur: Sambutan

· Sebelah Selatan: Sei Kapih

· Sebelah Barat: Sei Pinang Luar

Sebagai bagian pemerintahan kecamatan, luas wilayah Kelurahan Makroman, yakni sekitar 12,27 km2 yang secara umum merupakan daerah dataran tinggi dan beriklim tropis dengan 2 musim, yakni hujan dan kemarau, serta sebagian besar digunakan sebagai tempat tinggal, lahan pertanian, perkebunan dan peternakan. Dalam hal mata pencaharian, penduduk Kelurahan Sambutan mayoritas adalah bertani, berkebun dan beternak ayam.

4.1.3. Gambaran Umum Pemerintahan Desa
Kelurahan Makroman terdiri atas dua (2) dusun dengan jumlah Rukun Tetangga (RT) sebanyak 4 RT. Berikut table daftar nama dusunnya dan jumlah RT-nya:

Tabel 4.1. Nama Dusun dan Jumlah RT Kelurahan Makroman
	Nama Dusun
	Jumlah RT

	Pulau Atas
	 11

	Sambutan
	13


Sumber: Data administrasi Kelurahan Makroman 

a. Visi
Berdasarkan hasil musyawarah bersama, maka visi Kelurahan Makroman yang telah ditetapkan untuk jangka 5 tahun (2011-2015) adalah: “Menjadikan Kelurahan Makroman sebagai pusat pengembangan pertanian”
b. Misi
Adapun msi yang diembang dalam rangka pencapaian visi Kelurahan Makroman. Sambutan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sarana dan prasarana khususnya di bidang pertanian;

2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia; dan

3. Penigkatan hasil produksi pertanian dan pemasaran.

4.2. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk
4.2.1. Jumlah Penduduk
Penduduk Kelurahan Sambutan terdiri atas 606 kepala keluarga dengan total jumlah jiwa adalah 1575 orang. Berikut perbandingan jumlah penduduk perempuan dengan laki-laki:
Tabel 4.2. Persentase Jumlah Penduduk Kelurahan Makroman Bardasarkan Jenis Kelamin
	Laki-Laki
	Perempuan
	Total

	765 Jiwa
	810 Jiwa
	1575 Jiwa


Sumber: Data administrasi Kelurahan Makroman
4.2.2. Tingkat Kesejahteraan
Berikut perbandingan jumlah kepala keluarga sejahtera dan kepala keluarga pra sejahtera di Kelurahan Makroman:

Tabel 4.3. Persentase Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Kelurahan Makroman
	Sejahtera
	Pra Sejahtera
	Total

	428 KK
	97 KK
	525 KK


Sumber: Data administrasi Kelurahan Makroman
4.2.3. Mata Pencarian
Kelurahan Makroman merupakan desa yang terletak di bagian Timur Kecamatan Samarinda Ilir dengan presentase perbandingan jenis mata pencaharian penduduknya sebagai berikut:
Tabel 4.4. Presentase Jenis Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Makroman
	Mata Pencaharian
	Presentase

	Petani
	80 %

	Peternak
	5 %

	PNS
	5 %

	Lain
	10 %


Sumber: Data administrasi Kelurahan Makroman
4.3. Sarana dan Pra Sarana
Gambaran umum sarana dan pra sarana yang terdapat di Kelurahan Makroman saat ini dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, antara lain sarana umum, sarana pendidikan, sarana keagamaan dan pra sarana transportasi.

4.3.1. Sarana Umum
Sarana Umum yang dimiliki oleh Kelurahan Makroman saat ini dapat dilihat dalam tabel berikut beserta jumlahnya:

Tabel 4.5. Persentase Jumlah Sarana Umum Kelurahan Makroman
	Sarana
	Jumlah

	Kantor Desa
	1 Unit

	Gedung Pertemuan
	-

	Lapangan Olah Raga
	1


Sumber: Data administrasi Kelurahan Makroman
4.3.2. Sarana Pendidikan
Dalam hal peningkatan sumberdaya manusia, maka dalam bidang pendidikan sarana yang dimiliki oleh Kelurahan Makroman, yakni:

Tabel 4.6. Persentase Sarana Pendidikan Kelurahan Makroman

	Sarana
	Jumlah

	PAUD
	2

	TK
	2

	SD
	2


Sumber: Data administrasi Kelurahan makroman

4.3.3. Sarana Keagamaan
Dalam memenuhi kebutuhan religi masyarakat di Kelurahan makroman yang secara keseluruhan memeluk agama Islam, maka berikut merupakan table jumlah sarana keagamaan di Kelurahan makroman.:

Tabel 4.7. Persentase Sarana Keagamaan Kelurahan makroman

	Sarana
	Jumlah

	Masjid
	5


Sumber: Data administrasi Kelurahan makroman

4.3.4. Prasarana Transportasi
Dalam hal akses transportasi masyarakat desa, maka saat ini prasana transportasi yang dimiliki oleh Kelurahan makroman adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8. Persentase Prasarana Kelurahan makroman
	Jalan
	Panjang

	Provinsi
	5 Km

	Kabupaten
	4 Km

	Desa
	7 Km


Sumber: Data administrasi Kelurahan makroman

5. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah yang diharapkan, diperlukan keterlibatan seluruh masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur fisik adalah kesadaran yang tidak bisa muncul dengan sendirinya.
Dalam bab ini akan disajikan data/informasi yang diperoleh di lapangan yang selanjutnya dianalisis guna memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang tingkat partisipasi masyarakat di Kelurahan Makroman Kecamatan Samarinda Ilir. Perlu diketahui bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Kepala Kecamatan Samarinda Ilir, Nomor: 04/PNPM-MP/PR/SPCII/VII/2010 sesuai dengan hasil Keputusan Rapat Forum Masyarakat Antar Desa Kecamatan Samarinda Ilir yang diselenggarakan pada hari Kamis, 1 Juli 2010 bahwa Desa/Kelurahan penerima, jenis kegiatan dan jumlah dana Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) tahun anggaran 2010/2011. Untuk Kelurahan Makroman adalah senilai Rp 63.119.000,00 (enam puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu rupiah). Selanjutnya berdasarkan hasil musyawarah Kelurahan Makroman disepakati bahwa dana tersebut digunakan untuk membangun POSYANDU (Pos Pelayanan Terpadu) dalam bentuk pisik dan pengadaan peralatan serta fasilitas yang dibutuhkan. Selanjutnya, proyek pembangunan POSYANDU ini dijadikan tolak ukur dalam membahas partisipasi masyarakat Kelurahan Makroman Kecamatan Samarinda Ilir yang secara kualitatif ditelusuri melalui dimensi-dimensi sebagaimana dikemukakan oleh Davis yang dikutip oleh Sastropoetro (1988:16), terdiri atas: partisipasi pikiran; partisipasi tenaga; partisipasi keahlian; partisipasi barang dan partisipasi uang.

5.1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Makroman
Dalam pelaksanaan proyek yang dilaksanakan oleh PNPM-MP di Kelurahan Makroman Kecamatan Samarinda Ilir, proyek yang akan dilaksanakan tidak langsung diputuskan secara sepihak saja oleh tim pelaksana kegiatannya ataupun oleh pemerintah desa setempat melainkan dengan melakukan penggalian gagasan yang mendalam dengan melibatkan masyarakat secara keseluruhan agar semua kebutuhan masyarakat dapat tertampung semua, seperti yang telah dikemukakan oleh Ketua BPD Timoreng Panua: “Dalam penggalian usulan, digali dari setiap dusun, apakah di satu dusun itu dilakukan hanya sekali ataukah lebih dari sekali dengan titik lokasi yang berbeda, bergantung dari kondisi geografis dusun tersebut (susah dijangkau karena medannya yang sulit ataukah factor lainnya) ini supaya semua kebutuhan masyarakat yang mendesak dapat tercover” (Ketua BPD Keluarahan Makroman, wawancara: 4 April 2011).
Informasi tersebut menunjukkan bahwa dukungan pemerintah desa dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan di desa sangat baik begitu pula dengan penyambutan dari masyarakat yang begitu antusias dalam setiap kegiatan pembangunan.
Demikian pula yang diungkapkan oleh salah seorang tokoh masyarakat bahwa: “Kalau untuk proyek pembangunan yang diturunkan dari hasil Musrenbang yang kemudian pelaksanaannya dikerjakan oleh kontraktor memang partisipasi masyarakat tidak ada” (Tokoh masyarakat, wawancara : 31 Maret 2011).
Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa jika proyek dari hasil MUSRENBANG yang akan dijadikan sebagai unit analisis untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat, maka akan menjadi hal yang mustahil dilakukan, sehingga dengan demikian mesti ada opsi lain yang dapat dijadikan sebagai alternatif pengganti, yaitu dengan menjadikan salah satu proyek dari PNPM-MP yang diperolah Kelurahan Makroman sebagai tolak ukurnya dalam hal ini proyek yang dianggarkan untuk tahun 2010, yakni pembangunan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) yang selanjutnya secara kualitatif ditelusuri melalui dimensi-dimensi sebagaimana dikemukakan oleh Davis yang dikutip oleh Sastropoetro (1988:16), terdiri atas: partisipasi pikiran; partisipasi tenaga; partisipasi keahlian; partisipasi barang dan partisipasi uang.

5.1.1. Partisipasi Pikiran
Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pekerjaan proyek PNPM-MP bukanlah hal mudah. Hal ini karena, masyarakat selalu beranggapan bahwa proyek-proyek PNPM-MP merupakan proyek pemerintah yang pada dasarnya mempunyai anggaran yang cukup untuk melaksanakan proyek-proyek PNPM-MP tersebut. Olehnya itu, setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan proyek-proyek itu harus mendapat upah. Tidak terkecuali proyek pembangunan POSYANDU. Hal ini wajar karena unsur partisipasi menurut Keith Davis salah satunya adalah keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari pada semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah. Pada awalnya, masyarakat Kelurahan Makroman cenderung tidak mau berpartisipasi. Namun setelah mendapat pengarahan dari Kepala Desa beserta aparatnya, juga tokoh-tokoh maka masyarakat mulai memahami dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya dalam proses pelaksanaan proyek POSYANDU. Partisipasi masyarakat dimaksud merupakan wujud kerjasama antara pemerintah desa dengan warga desanya. Dijelaskan oleh Kepala Kelurahan Makroman bahwa: “Memperjuangkan pengadaan POSYANDU di Kelurahan Makroman bukanlah upaya baru. Masyarakat Kelurahan Makroman sangat membutuhkan adanya Pos Pelayanan Terpadu - Mandiri Pedesaan. Akhirnya upaya tersebut baru terealisasi pada tahun 2010. Keputusan tentang pengadaan POSYANDU bukanlah merupakan keputusan Kepala Desa/kelurahan dan aparatnya saja melainkan merupakan hasil keputusan Musyawarah Desa yang pada dasarnya merupakan masukan dari warga desa utamanya tokoh-tokoh masyarakat” (Kades Kelurahan Makroman, wawancara: 29 Maret 2011).
Ungkapan Kepala Desa tersebut menunjukkan bahwa masyarakat utamanya para tokohnya senantiasa memikirkan tentang kebutuhan bersama warga desa mereka yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan mereka, yaitu Kepala Desa untuk diperjuangkan pada tingkat kecamatan dan kabupaten. Keinginan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat tersebut, tentu bukan juga merupakan pemikiran dan keinginan mereka sendiri, akan tetapi itu juga merupakan keinginan warga desa secara keseluruhan. 
5.1.2. Partisipasi Tenaga
Selain partisipasi dalam bentuk pemikiran, tenaga merupakan salah satu bentuk partisipasi dari masyarakat desa yang sangat potensial diarahkan dalam proses pembangunan desa, khususnya dalam pengerjaan proyek-proyek pisik PNPM-MP. Sejarah telah mencatat bahwa masyarakat Indonesia, terutama mereka yang tinggal di pedesaan dapat menyelesaikan berbagai pekerjaan atas dasar gotong-rotong atau swadaya. Dengan dana yang terbatas, mereka mampu dan berhasil menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan pisik yang mahal, misalnya mesjid, balai desa, bahkan sekolah dan lain sebagainya. Kenyataan seperti ini menunjukkan bahwa mengarahkan masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desanya tidak semata-mata tergantung pada aspek anggaran. Kepemimpinan juga merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan tingkat partisipasi masyarakat desa. Artinya, Kepala Desa beserta aparatnya harus mampu menjalankan roda pemerintahan desa secara jujur, transparan, akuntabel dan religius. Dengan demikian mayarakat yang dipimpin akan cenderung untuk mengikuti arahan pemerintah desa guna menyumbangkan tenaga mereka dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di desanya.
Informasi tersebut memperlihatkakn bahwa partisipasi seseorang di dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bukanlah merupakan paksaan, akan tetapi kerelaan untuk terlibat. Kerelaan itu sendiri muncul dari kesadaran bahwa keterlibatan mereka dalam bentuk partisipasi tenaga itu adalah suatu upaya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi orang banyak. Seperti yang di kemukakan oleh kepala dusun, bahwa : “Masyarakat mau ikut berpartisipasi Karena mereka berpikir selain mereka ingin melihat pembangunan di daerahnya baik juga mereka berpikir bahwa hal tersebut juga bermanfaat bagi diri mereka” (Kepala Kelurahan Makroman, wawancara: 4 April 2011).
5.1.3. Partisipasi Keahlian
Menyelesaikan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien serta berkualitas sangat ditentukan oleh tingkat keahlian (skill) yang dimiliki oleh para pekerjanya. Keahlian tersebut juga harus ditunjang pula dengan motif dan kondisi kejiwaan dari para pekerja pada saat mereka bekerja. Hal ini penting dikemukakan mengingat partisipasi adalah keterlibatan atas dasar kerelaan yang akan mewujudkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Dikemukakan oleh Ketua BPD Kelurahan Makroman, bahwa: “Bila dibandingkan proyek-proyek pembangunan di desa ini yang dilaksanakan oleh pihak ke-3 dengan proyek pembangunan yang ditangani oleh PNPM Mandiri Pedesaan yang melibatkan masyarakat, akan sangat berbeda. Proyek yang dilaksanakan oleh pihak ke-3 sudah mulai rusak meski baru beberapa lama selesai pengerjaannya sedangkan yang dilaksanakan oleh PNPM kualitasnya lebih bagus, karena memang melibatkan tukang terbaik di desa ini yang juga turut berswadaya”. (Ketua BPD Timoreng Kelurahan Makroman: 31 Maret 2011).

Informasi ini mengindikasikan bahwa: (a) terdapat partisipasi masyarakat dalam bentuk keahlian; (b) tanggung jawab terhadap kualitas hasil, lebih tinggi pada proyek PNPM-MP dibandingkan dengan hasil yang ditunjukkan oleh proyek-proyek yang ditangani oleh pihak ke-3; dan (c) pemeliharaan terhadap proyek PNPM-MP lebih baik dari pada pemeliharaan terhadap hasil-hasil proyek yang ditangani oleh pihak ketiga. Hal ini dapat dimaklumi, karena proyek PNPM- MP oleh masyarakat Kelurahan Makroman dianggap sebagai milik sendiri, sedangkan proyek yang ditangani pihak ke-3 dianggap sebagai milik negara atau daerah yang harus dijaga dan dirawat oleh negara atau daerah. Sesuai yang dikemukakan oleh Kepala Dusun, bahwa: “Semua pekerja proyek adalah orang asli desa, misalnya bagi yang memiliki keahlian sebagai tukang batu, silahkan kerjakan yang bagian pemasangan batu, lagian tetap diberi upah kerja. Dan sebagai partisipasi mereka, maka upah yang mereka minta pun tidak seperti jika mereka bekerja biasanya”. (Kepala Kelurahan Makroman, wawancara: 4 Aapril 2011).

Informasi dari Kepala Kelurahan Makroman ini menunjukkan bahwa warga Kelurahan Makroman khususnya kaum laki-laki yang berada di Makroman banyak yang memiliki keahlian sebagai tukang batu, tukang kayu dan petani lainnya yang mereka peroleh dari pengalaman langsung di lapangan. Banyak diantara mereka tidak memiliki tingkat pengetahuan yang memadai. Dengan keahlian yang mereka miliki, dapat dimanfaatkan dan diarahkan secara optimal dalam rangka pengerjaan proyek-proyek PNPM-MP dimasa yang akan datang.

5.1.4. Partisipasi Barang
Barang yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah barang-barang yang dimiliki oleh warga desa yang secara sukarela disumbangkan kepada desa dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek PNPM-MP. Seperti yang telah dikemukakan bahwa proyek pembangunan pisik POSYANDU memiliki dana sebesar Rp 63.119.000,00 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada pertemuan Desa, oleh Kepala Kelurahan Makroman (hasil wawancara: 29 Maret 2011) menyampaikan secara transparan jumlah tersebut. Beliau menyampaikan bahwa untuk pengadaan POSYANDU yang memadai, tentunya dana tersebut belumlah cukup. Olehnya itu, diharapkan kesediaan warga untuk dapat menyumbangkan bahan-bahan tertentu yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan pisik POSYANDU tersebut. Himbauan ini ternyata mendapat sambutan positif dari beberapa warga dan tokoh masyarakat. Sambutan positif dimaksud adalah pemberian secara sukarela beberapa bahan (kayu, paku, pasir dan lain-lain) yang dibutuhkan pada saat dibutuhkan dalam pengerjaan POSYANDU.

Selanjutnya diinformasikan juga oleh seorang tokoh masyarakat, bahwa: “Mengenai bahan proyek, itu disediakan oleh PNPM, hanya pengerjaannya yang di kerjakan oleh masyarakat dan pengerjaannya tetap diawasi oleh aparat desa, tim yang bertanggungjawab dan masyarakat sendiri”. Namun dalam pelaksanaannya, ada bantuan bahan-bahan tertentu dari anggota masyarakat yang kebetuan memiliki bahan yang dibutuhkan. Bahan-bahan tersebut diberikan secara sukarela tanpa paksaan dari pihak lain” (Tokoh Masyarakat-Bpk. Pu’Bari), wawancara: 31 Januari 2011).
Informasi ini semakin memperkuat fakta bahwa masyarakat Kelurahan Makroman cukup partisipatif dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek PNPM-MP sebagai sarana pemenuhan kebutuhan masyarakat Desa secara keseluruhan.

5.1.5. Pertisipasi Uang
Diinformasikan oleh semua informan bahwa tidak terdapat partisipasi masyarakat Kelurahan Makroman dalam bentuk uang pada saat pembangunan selama kurang lebih empat bulan dilaksanakan. Kalaupun ada, hal itu diwujudkan dalam bentuk rokok dan minuman seperti kopi, sirup dan lainnya untuk konsumsi bagi masyarakat yang turut terlibat dalam pengerjaan proyek. Selain itu, juga karena memang proyek dari PNPM-MP ini memiliki anggaran dana yang cukup yang dikelola dengan baik oleh Tim Pelaksana Kegiatannya dan juga berkat bantuan atau dalam artian partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangsih tenaga dan keahlian yang jika menggunakan pekerja sewa akan memakan biaya, sehingga dana yang di anggarkan akan terhemat dan dapat digunakan lagi untuk kebutuhan pembangunan lainya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukankan oleh Tim Pelaksana Kegiatan PNPM-MP Kelurahan Makroman, bahwa : “Untuk partisipasi masyarakat dalam bentuk uang, selama ini belum pernah, Karena dana yang dianggarkan dari PNPM pun Alhamdulillah belum pernah kurang, malahan kadang memiliki sisa dari pengerjaan satu proyek yang dapat dijadikan revisi untuk proyek lain” (Ketua Tim Pelaksana Kegiatan PNPM-MP Kelurahan Makroman, wawancara: 8 Januari 2011).
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sisa dana dari pelaksanaan proyek posyandu, maka dapat dijadikan sebagai indikator bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Kelurahan Makroman Kecamatan Makroman sangatlah baik, sebagaimana yang salah satu alasan dari pentingnya partisipasi dalam kegiatan yang dikemukakan oleh Dr. Lastaire White dalam Sastropoetro 1988, yakni dengan partisipasi dari masyarakat, maka hasil kerja yang dicapai akan lebih banyak dibandingkan pengerjaannya dilakukan tanpa melibatkan masyarakat.

6. PENUTUP
6.1.Kesimpulan
1. Meskipun masih terdapat hambatan-hambatan kecil dalam membangun dan mengarahkan partisipasi masyarakat Kelurahan Makroman, namun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat desa tersebut telah cukup memadai dalam rangka pelaksanaan proyek PNPM-MP di desa mereka.

2. Dari lima jenis partisipasi yang dikaji, ternyata bentuk partisipasi tenaga memiliki sumbangan yang sangat signifikan dalam pengerjaan proyek PNPM-MP khususnya pembangunan POSYANDU pada tahun 2010.

3. Kepala Kelurahan Makroman beserta aparatnya cukup aktif dan berhasil menjalankan fungsi dan perannya dalam mendorong dan mengarahkan partisipasi masyarakanya sehingga cukup berhasil dalam menyelesaikan salah satu proyek PNPM-MP yaitu POSYANDU sebagaimana diharapkan oleh masyarakat desanya.

6.2.Saran
1. Diharapkan agar Kepala Desa/Kelurahan dan aparatnya semakin gigih dalam berupaya memperjuangkan aspirasi masyarakat Kelurahan Makroman guna mendapatkan proyek-proyek PNPM-MP sesuai skala prioritas kebutuhan masyarakat desanya.

2. Agar Kepala Desa beserta jajarannya semakin menjalin hubungan yang baik dengan tokoh-tokoh masyarakat dan dengan masyarakat desa secara keseluruhan sehingga pertemuan-pertemuan yang mereka selenggarakan di masa yang akan datang dapat melahirkan gagasan-gagasan dan keputusan-keputusan yang lebih baik guna menyukseskan setiap program dan proyek yang telah berhasil diperjuangkan oleh Kepala Desa.

3. Agar Kepala Desa dan aparatnya serta tokoh-tokoh masyarakat Kelurahan Makroman senantiasa bersinergi menjadi teladan bagi masyarakat dalam memelihara dan merawat hasil-hasil pembangunan yang dicapai di Kelurahan Makroman.
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ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the calculation ofincome tax PT. Kaltim Lestari Unggul before and after applicable tax planning to improve the efficiency of the paymentof tax burden. The analysis tools being used was Number of tax laws. 36 of 2008, Fiscal correction of the costs included in Law No. taxation. 36 of 2008, Calculating and tax planning on tax payer income tax in 2012, comparing taxable income before and after tax planning. Based on the results of a study of the income statement of PT. Kaltim Lestari Unggul, it had been found that payment ofincome tax expense using the right tax planning in accordance with the provisions of the tax laws No.36 of 2008 in PT. Kaltim Lestari Unggul in 2012 to minimize the burden of the tax to be paid.
____________________________________________
Keywords: tax planning, income tax, tax efficiency
1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perkembangan perekonomian Indonesia mengalami pasang surut yang harus mendapatkan pemecahan dan perhatian pemerintah. Sebagai salah satu negara berkembang yang terus berusaha memajukan perekonomian dan pembangunan masyarakatnya ke tingkat lebih baik dan setara dengan negara lain, maka pemerintah terus berupaya melakukan pembangunan di segala bidang. Di mana pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berkesinambungan secara terus-menerus dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
Berkenaan dengan itu maka pemerintah berupaya untuk meningkatkan pendapatan Negara, biaya pembangunan dapat diperoleh dari sumber dana yang berasal dari dalam negeri sendiri, salah satunya berupa pajak, maka pemerintah menetapkan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang memiliki peran besar, untuk itu perlu dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan dan untuk meminimalisir ketergantungan akan pinjaman dana dari luar negeri.
Tingginya perhatian pemerintah terhadap pendapatan negara dari sektor pajak, pemerintah RI kemudian mengeluarkan Undang-Undang perpajakan terbaru yakni Undang-Undang No. 36 tahun 2008 sebagai penyempurnaan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 17 tahun 2000. Undang-Undang ini diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2009 hingga sekarang.
Upaya meminimalisasi kewajiban pajak, diperlukan suatu perencanaan, dimana perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi dan menyajikan sebagai strategi, tata cara pelaksanaan program dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sebagian besar perusahaan, memerlukan strategi-strategi tertentu. Usaha-usaha atau strategi-strategi yang dilakukan disebut dengan perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah tahap awal dalam penghematan pajak. Perencanaan pajak pada umumnya dilakukan sebelum laporan keuangan diserahkan untuk dihitung dasar pengenaan pajak yang akan dikenakan tarif pajak, perencanaan dalam pajak dapat dilakukan dengan cara memasukan biaya tambahan dari hasil pendapatan yang belum dimasukan perusahaan sesuai dengan Undang-Undang pajak penghasilan, atau membebaskan pendapatan yang seharusnya dalam Undang-Undang dibebaskan, pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar dan tidak mengganggu kelangsungan perusahaan merupakan tujuan utama perencanaan pajak atau dalam menyiasati peraturan perpajakan.
2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Perpajakan
1. Pengertian Akuntansi
Al. Haryono Jusuf (2003 : 4) mengatakan bahwa : “Ditinjaudari sudut pemakaianya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Dan apabila ditinjau dari sudut kegiatanya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi”.
2. Pengertian Pajak
Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro (1991: 1). adalah : “Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
3. Pengertian Perencanaan Pajak
Menurut Zain (2005 : 67) perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi potensi pajaknya.
4. Strategi Perencanaan Pajak
Dalam menyusun perencanaan pajak, manajer perusahaan harus menyesuaikan dengan kondisi perusahaan. Strategi menghemat beban pajak yang dilakukan perusahaan haruslah bersifat legal.
Langkah-langkah dalam perencanaan pajak yaitu :

a. Memaksimalkan penghasilan pajak yang dikecualikan.

Usaha memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan adalah usaha memaksimalkan penghasilan yang bukan objek pajak. Sesuai aturan UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak antara lain :

1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang dibentuk oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak. Selain itu juga harta atau hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh MenKeu, Sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penugasan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

2) Warisan

3) Harta termasuk setoran tunai yang diterima dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD, dari penyertaan oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai penyertaan modal.

4) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari WP atau pemerintah.

5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.

6) Bunga yang berasal dari deposito atau tabungan baik yang ditempatkan dalam negeri maupun di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia, termasuk jasa giro serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.

7) Penghasilan yang diterima sehubungan dengan usaha sebagai penyalur atau dealer atau agen produk pertamina dan premix yang telah dibayar atau dipungut PPh bersifat final.

8) Penghasilan yang diterima dari hasil persewaan tanah dan atau bangunan berupa tanah, rusun, apartement, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, ruko, gudang dan industri.

9) Selisih penilaian kembali aktiva.

10) Hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui cara undian.

Dengan adanya pengecualian ini diharapkan perusahaan dapat mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari berbagai pengecualian yang diperbolehkan Undang-Undang. Upaya-upaya perencanaan pajak dan evaluasi laporan keuangan fiskal antara lain :

1) Mengubah sumber penghasilan

2) Merencanakan waktu penerimaan penghasilan di tahun pajak berikutnya.

3) Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas PKP yang diperbolehkan oleh Undang-Undang.

b. Memaksimalkan biaya biaya fiskal.

Tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan dengan meningkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau menekan biaya yang tidak dapat dikurangkan atau dialihkan ke biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari PKP. Biaya yang tidak dapat dikurangkan menurut UU No.36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1), yaitu :

1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.

3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuannya ditetapkan dengan keputusan MenKeu.

4) Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa yang dibayarkan oleh WP orang pribadi, kecuali dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi WP yang bersangkutan.

5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali persediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan keputusan MenKeu.

6) Jumlah yang melebihi kewajaran dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.

7) Pajak penghasilan, kecuali PPh pasal 26 (tidak termasuk deviden) sepanjang PPh dimaksud ditambahkan sebagai dasar perhitungan untuk pemotongan PPh pasal 26.

8) Biaya entertainment, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya, kecuali WP dapat membuktikan bahwa biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan berhubungan dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan (materil) dengan melampirkan pad SPT daftar nominatif yang berisi nama, tempat atau alamat, jenis dan jumlah entertainment yang telah diberikan nama, posisi, nama perusahaan dan jenis usaha relasi.

9) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi WP atau orang yang menjadi tanggungannya.

10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau persekutuan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.

11) Sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perUndang-Undangan dibidang perpajakan.

Dengan adanya pengecualian ini diharapkan perusahaan dapat mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari berbagai pengecualian yang diperbolehkan Undang-Undang. Upaya-upaya perencanaan pajak dalam evaluasi laporan keuangan fiskal antara lain :

1) Mengubah jenis biaya. Biaya menurut UU perpajakan tidak dapat dikurangkan diubah menjadi biaya yang dapat dikurangkan tanpa melanggar UU perpajakan.

2) Mengubah waktu pengakuan biaya. Bila pada saat periode yang bersangkutan diestimasikan dan laba yang diterima perusahaan besar maka biaya pada tahun berikutnya dibebankan sekarang.

3) Meminimalkan tarif pajak.



Tindakan ini dapat dilakukan dengan upaya pengenaan pajak dengan tarif seminimal mungkin. Hal ini dapat ditempuh antara lain dengan mengalokasikan penghasilan dalam beberapa tahun atau dalam beberapa perusahaan yang masih satu grup.
5. Penerapan Perencanaan Pajak

Penerapan perencanaan pajak pada perusahaan memiliki beberapa alternatif, antara lain :

a. Pemilihan metode penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjan masa manfaat yang diestimasi (PSAK, 1996:17). Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aktiva tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aktiva dibebankan secara bertahap. Dari beberapa strategi untuk efisiensi beban pajak, salah satunya adalah dengan menerapkan penghematan beban pajak dengan penyesuaian penggolongan aktiva tetap melalui penyusutan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 9 ayat (2) UU PPh bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan.

Metode penyusutan yang diperbolehkan menurut ketentuan perpajakan adalah metode garis lurus (straight line) untuk bangunan. Untuk aktiva lainnya dapat memilih antara garis lurus atau saldo menurun (decline balance). Dalam pemilihan metode penyusutan ini diperlukan analisis yang mendalam tentang perkiraan perusahaan untuk BEP (Break Even Point). Bila BEP akan diperoleh lebih dari lima tahun maka untuk menghemat pajak lebih baik menggunakan metode garis lurus, karena bila menggunakan metode saldo menurun maka kerugian tahun awal akan lebih besar dan tidak dapat dikompensasikan pada tahun ke enam, karena kompensasi minimal adalah lima tahun. Tabel 2.3 berikut adalah tarif penyusutan harta berwujud :
Tabel 2.3. Tarif Penyusutan Harta Berwujud
	Kelompok Harta
	Masa
	Tarif Penyusutan

	Berwujud
	Manfaat
	Garis Lurus
	Saldo Menurun

	Bukan Bangunan :
	
	
	

	Kelompok 1
	4 tahun
	25%
	50%

	Kelompok 2
	8 tahun
	12,5%
	25%

	Kelompok 3
	16 tahun
	6,25%
	12,5%

	Kelompok 4
	20 tahun
	5%
	10%

	Bangunan :
	
	
	

	Permanen
	20 tahun
	5%
	

	Tidak Permanen
	10 tahun
	10%
	


Sumber: UU No. 36 Tahun 2008 pasal 11 ayat (6)

b. Pemilihan alternatif dasar pembukuan

Dasar pembukuan yang diakui DJP (Direktorat Jendral Pajak) adalah basis akrual (accrual basis) dan basis kas yang dimodifikasi (modified cash basis). Apakah perusahaan menggunakan dasar akrual (accrual basis) ataukah menggunakan dasar kas (cash basis). Pada basis akrual, pendapatan dan biaya dicatat dan dilaporkan pada saat timbulnya kewajiban, meskipun uangnya belum diterima atau dibayar. Basis kas (cash basis), pendapatan dan biaya dicatat serta dilaporkan pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran uang. Berdasarkan pemilihan dasar pembukuan, penggunaan basis akrual (accrual basis) akan lebih menguntungkan dari efisiensi pajak.

c. Transaksi yang berkaitan dengan perusahaan sebagai pemungut pajak (withholding tax)

Dalam dunia usaha tidak jarang perusahaan memiliki transaksi yang mengharuskan adanya pemungutan pajak dari pihak ketiga dimana pihak yang bersangkutan tidak bersedia dipotong pajaknya. Apabila perusahaan tidak memotong withholding tax (PPh pasal 21, pasal 22 dan pasal 26), maka jika dilakukan pemeriksaan oleh fiskus, perusahaan akan dikenakan kewajiban untuk membayar withholding tax yang dimaksud ditambah denda keterlambatan penyetoran 2% sebulan dari pokok pajak.
d. Penyertaan pada Perseroan Terbatas (PT) dalam negeri

Penyertaan modal saham pada PT dapat dilakukan atas nama PT atau perseorangan. Apabila modal saham atas nama perseorangan, maka deviden yang diperoleh perusahaan tersebut dikenakan PPh pasal 23. Apabila modal saham atas nama PT, koperasi, BUMN dan BUMD maka penerimaan deviden tersebut bukan objek pajak, sehingga tidak akan dikenakan pajak.

e. Permohonan penurunan pembayaran angsuran (lump-sum) masa PPh pasal 25

Kenaikan pembayaran lump-sum PPh pasal 25 disebabkan terdapat SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) karena pemeriksaan untuk tahun yang lalu dan karena adanya kenaikan laba pada tahun lalu. Akan tetapi dilain pihak bisa saja terjadi bahwa dalam tahun pajak yang bersangkutan terjadi penurunan laba. Apabila kita mengangsur PPh pasal 25 tetap seperti tahun lalu dikhawatirkan pada akhir tahun berjalan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan sebaiknya mengajukan permohonan penurunan lump-sum dengan disertai proyek laba pada akhir tahun dengan alasan terjadi penurunan laba.

f. Tunjangan pajak karyawan dengan metode gross up

Dengan metode gross up pajak atas penghasilan karyawan dihitung beradasarkan gaji bersih karyawan ditambah tunjangan pajak, sebagai gantinya karyawan diberikan tunjangan pajak yang sama besarnya dengan pajak yang telah dipotongkan. Tunjangan tersebut dapat diakui sebagai biaya bagi perusahaan.

g. Pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan kepada karyawan

Pada biaya-biaya yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan karyawan terdapat banyak peluang untuk melakukan efisiensi PPh badan. Strategi utama efisiensi PPh badan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan, sangat tergantung dari kondisi perusahaan. Terdapat dua konsep dasar dalam pemberian tunjangan kepada pegawai, yaitu:

1) Pegeluaran dalam bentuk natura atau kenikmatan yang tidak boleh dibiayakan bagi perusahaan dan bukan penghasilan bagi karyawan.

2) Pengeluaran dalam bentuk uang atau pengganti dalam bentuk uang yang dibayarkan langsung kepada pegawai merupakan unsur biaya bagi perusahaan dan penghasilan bagi karyawan.

h. Pemilihan metode penilaian persediaan

Penentuan metode penilaian persediaan cukup penting dalam perencanaan pajak terutama perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur dan perdagangan. Untuk efisiensi pajak terutama dalam kondisi perekonomian yang inflasi dimana-mana harga barang cenderung naik, maka metode rata-rata (average) akan menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode FIFO (first in first out). HPP yang lebih tinggi akan mengakibatkan laba kotor menjadi lebih kecil sehingga perusahaan kena pajak juga akan menjadi lebih kecil.
6. Hubungan Perencanaan Pajak dengan Penghematan Pajak

Suatu perencanaan merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategi perusahaan. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak (tax burden), perbedaan laba kotor dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan.
Hubungan yang terjadi antara perencanaan pajak dengan penghematan pajak adalah perencanaan pajak adalah bagian dari penghematan pajak dimana perencanaan pajak memiliki tujuan untuk agar beban pajak (tax burden) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat Undang-Undang, maka perencanaan pajak secara ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia. Dengan kata lain perencanaan pajak berusaha untuk mengefisiensikan pembayaran pajak oleh perusahaan ke pemerintah.

a. Dengan mengurangi pembayaran pajak maka perusahaan melakukan penghematan pajak. Selain itu perencanaan pajak dengan penghematan pajak merupakan bagian penting dan aktifitas awal yang dilakukan perusahaan untuk melakukan penghematan pajak. Strategi penghematan pajak sangat diperlukan pada saat perencanaan pajak. Tujuan dari perencanaan pajak adalah untuk melaksanakan manajemen perpajakan dalam mendukung tujuan manajemen keuangan, yaitu untuk mencapai laba dan menjaga kestabilan perusahaan.

b. Pemilihan metode penyusutan

Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjan masa manfaat yang diestimasi (PSAK, 1996 : 17). Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aktiva tersebut semakin berkurang.

c. Pemilihan alternatif dasar pembukuan.

Dasar pembukuan yang diakui DJP (Direktorat Jendral Pajak) adalah basis akrual (accrual basis) dan basis kas yang dimodifikasi (modified cash basis). Apakah perusahaan menggunakan dasa akrual (accrual basis) ataukah menggunakan dasar kas (cash basis).

d. Transaksi yang berkaitan dengan perusahaan sebagai pemungut pajak (withholding tax)

Dalam dunia usaha tidak jarang perusahaan memiliki transaksi yang mengharuskan adanya pemungutan pajak dari pihak ketiga dimana pihak yang bersangkutan tidak bersedia dipotong pajaknya.

e. Penyertaan pada Perseroan Terbatas (PT) dalam negeri.

Penyertaan modal saham pada PT dapat dilakukan atas nama PT atau perseorangan. Apabila modal saham atas nama perseorangan, maka deviden yang diperoleh perusahaan tersebut dikenakan PPh pasal 23.

f. Permohonan penurunan pembayaran angsuran (lump-sum) masa PPh pasal 25.

Kenaikan pembayaran lump-sum PPh pasal 25 disebabkan terdapat SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) karena pemeriksaan untuk tahun yang lalu dan karena adanya kenaikan laba pada tahun lalu.

g. Tunjangan pajak karyawan dengan metode gross up.

Dengan metode gross up pajak atas penghasilan karyawan dihitung beradasarkan gaji bersih karyawan ditambah tunjangan pajak, sebagai gantinya karyawan diberikan tunjangan pajak yang sama besarnya dengan pajak yang telah dipotongkan.

h. Pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan kepada karyawan.

Pada biaya-biaya yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan karyawan terdapat banyak peluang untuk melakukan efisiensi PPh badan. Strategi utama efisiensi PPh badan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan, sangat tergantung dari kondisi perusahaan.
i. Pemilihan metode penilaian persediaan.

Penentuan metode penilaian persediaan cukup penting dalam perencanaan pajak terutama perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur dan perdagangan.

3. KESIMPULAN
Dalam perencanaan pajak PT Kaltim Lestari Unggul, ada beberapa alternatif lain yang dapat digunakan untuk menghemat pajak, tetapi belum dimanfaatkan dengan sepenuhnya oleh perusahaan. Diharapkan dengan menambah jumlah biaya-biaya yang sudah ada dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan.
Berikut adalah penjelasan dari analisis yang dilakukan antara lain :

1. Sering perusahaan tidak masukkan biaya makan karyawan yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan untuk karyawan agar dapat bekerja lebih giat dan lebih produktif sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh pasal 9 ayat 1 huruf e.
2. Memasukan asuransi kendaraan sejumlah dengan tujuan menghindari dan antisipasi jika hal-hal buruk terjadi pada kendaraan dan asuransi berguna seperti ganti rugi/biaya perbaikan atas kehilangan/kerusakan sebagian maupun keseluruhan pada kendaraan akibat kejatuhan benda, kebakaran, perbuatan jahat, pencurian, perampasan, tabrakan, benturan atau kecelakaan lalu lintas lainnya yang mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan atas aktiva yang dimiliki sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh pasal 6 ayat 1 huruf a.
3. Mengurangkan tarif zakat sebesar 2,5% dari penghasilan kena pajak (PKP) fiskal. Dalam menentukan PKP fiskal, zakat atas penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak badan sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh pasal 9 ayat 1 huruf g.
Berdasarkan perencanaan pajak dapat dijadikan alternative untuk meminimalkan pembayaran beban pajak penghasilan wajib pajak badan atau dapat meningkatkan efisiensi pembayaran beban pajak. Maka perusahaan memiliki dana yang cukup untuk ditanamkan kembali untuk mengembangkan perusahaan lebih lanjut agar dapat lebih maju.
Konteks perencanaan pajak merupakan cara yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam penghematan pajak yang legal untuk efisiensi beban pajak. Dasar pemikiran dari perencanaan pajak tersebut adalah usaha pengaturan seluruh aktivitas perusahaan agar dapat melakukan efisiensi didalam tarif pajak dan melakukan penghindaran terhadap penggelapan di dalam perpajakan.
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ABSTRACT

The aim of this research is to know the role of the politics towards the good governance.The background of it is that the coruption in many countries including Indonesia has been carried out by most of the state officers. For examples (1). The governor of Banten provinc , (2). The head of Mining Officer Service in Nunukan and the Secretary of Samarinda Municipal. The method of the research is library research by getting data from mass-media either printed like news paper , magazine, brosoure or electronics like television, internet, website and twitter. The results of the research are that Ratu Atut has corrupted the health equipment in Bnaten, Azis has been bribed by Bruneian businesman, H.Ibrahim of the project of road in th boarder area in Nunukan and Fadly Illa has been marked up of the land price in Samarinda. The suggestions it is minimize the corruption are (1). To supervise continuelly on the public affairs (2). To make the good governance (3). To effort the supremacy of law.
__________________________________________
Keywords : corruption, governance, law project
1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 
Korupsi dapat terjadi dimana saja termasuk di Indonesia namun bangsa kita telah bertekad untuk memberantasnya. Beberapa kasus yang mencuat kepermukaan adalah pertama kasus yang menerpa Gubernur Ratu Atut Chosiyah dan adiknya, Tubagus Chaerin Wardhana alias Wawan yang bisa membuat dinasti Atut roboh. Yang kedua adalah kasus Abdul Azis Muhammadiyah, mantan Kadistamben Pemerintah Kabupaten Nunukan, ia terbukti bersalah menerima sejumlah uang suap dari pengusaha asal Brunei Darusalam saat ia menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nunukan 2006 silam. Uang itu diterima dari pengusaha H. Ibrahim bin Haji Awang Damit terkait dengan kegiatan pembangunan jalan Batas Negara Long Midang – Long Bawan – Long Semamu yang berlokasi di Krayan. Yang ketiga adalah korupsi pengadaan Kavling Tanah Matang (KTM) tahap ke IV telah menghukum tiga terdakwa yakni David, Fadli dan Yusriansyah. Mereka bersengkongkol menaikkan harga tanah hampir 100 % dari harga umum yaitu dari harga Rp.70.000,00 sampai Rp.80.000,00 menjadi Rp.145.000,00. 
1.2 Rumusan Masalah
Jelaslah bahwa masalah yang dikupas dalam penelitin ini adalah masalah korupsi namun karena banyak terjadi atau banyak dilakukan oleh banyak orang baik pejabat maupun berbagai profesi maka peneliti membatasi diri dalam penelitian korupsi yag dilakukan oleh pejabat negara. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah dinasti Atut akan dimiskinkan karena korupsi yang dilakukannya ?
1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pejabat negara melakukan tindak pidana korupsi?
1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini adalah:
1. Secara teoritis 

1.1. Penelitian ini bertujuan mengembangkan ilmu pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau good governance.
1.2. Penelitian ini bertujuan mengembangkan Ilmu Administrasi Negara.
2. Secara praktis

2.1. Hasil peneltian ini dapat menjadi laporan kepada para penyelenggara negara sebagaii masukan. 

2.2. Strategi agar korupsi dapat dicegah sedini mungkin.
2. KERANGKA DASAR TEORI
2.1 Hukum Sebagai Indipendent Variable
2.1.1. Hukum Pidana 

Kata hukum pidana adalah hukuman khusus untuk pelaku kriminal (Eman, 2013) seperti pembunuhan, korupsi, pencurian, penipuan, pencemaran nama baik dan sejenisnya atau bahwa Hukum Pidana adalah hukuman badan. Ada juga yang menyatakan bahwa hukum pidana ialah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan atau, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.

2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan..

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah terbukti melanggar ketentuan tersebut. 

Jadi barang siapa yang melanggar ketentuan pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasti akan mendapatkan sanksi pidana, kata “barang siapa” merupakan subyek hukum yang berarti “siapa saja” baik dari kalangan masyarakat kecil maupun pejabat pemerintah bila memenuhi unsur dan terbukti bersalah maka tetap akan di pidana sesuai pasal yang dilanggarnya.

2.1.1. Profesionalisme Penegak Hukum

Menurut prespektif hukum adalah hal yang biasa ketika dianggap tak layak atau tak cukup bukti lagi kemudian hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan dan divonis bebas. Setiap penegak hukum harus profesional dengan maksud ia menegakkan hukum dengan cermat, tepat, tegas dan tidak berpihak. Penegak hukum adalah orang yang diberi wewenang untuk menegakkan hukum antara lain jaksa, hakim, pengacara dan polisi. Ia harus meneliti barang bukti dengan kerja keras melalui penelitian berkas, para saksi dan hal lain yang diduga ada kaitannya dengan perkara yang ditangani baik tersurat maupun tersirat. Dalam penegakan hukum sering terjadi gugatan-gugatan perdata tuntutan Pidana di pengadilan. Upaya hukum merupakan salah satu cara peradilan yang dapat dilakukan oleh siapa saja yang ingin menegakkan hukum baik melalui praperadilan maupun peradilan tentang masalah apapun yang dirasa tidak adil.

2.2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Dependent Variable
2.2.1. Tindak Pidana Pencucian Uang 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang.
2.2.2. Tindak pidana korupsi 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 undang-undang pembrantasan korupsi dan dua pasal tambahan, diduga melanggar pasal 12 huruf e atau pasal 12 huruf a atau b, pasal 5 pasal 11 dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pada pasal 12 huruf e Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi mengatur dugaan pemerasan berarti telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Pasal itu menyebut adanya paksaan kepada seseorang untuk memberikan, atau membayar sesuatu untuk dirinya.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi.
3. PEMBAHASAN
3.1 Keluarga Atut di Banten 

Johan Budi mengakui penerapan pasal itu punya jeda waktu dengan penangkapan. Namun, dia tidak khawatir dengan adanya aset yang sudah dipindah tangankan oleh Wawan karena sepanjang aset belum disita, memang bisa dijual belikan tapi nanti ada datanya. Dia tidak mau berandai-andaian adanya tanah ,rumah atau mobil milik Wawan yang sudah ada yang dijual atau belum. Johan lebih memilih mengecek pada penyidik terlebih dahulu sebelum memberi pertanyaan. 
Sementara ini, lanjutnya, penerapan pasal pencucian uang masih dikenakan pada Wawan. Untuk orang terdekatnya seperti istri, Airin Rachmi Diany, belum ada indikasi soal kemungkinan perempuan yang juga Walikota Tangerang Selatan dijerat pencucian uang, Johan menyebut bisa saja sepanjang penyidik menemukan barang bukti, bisa saja penyidik menyimpulkan keterlibatan orang lain. Sedangkan untuk Ratu Atut, dia menyebut penyidik menemukan dugaan tindak pidana korupsi baru, selain melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 undang-undang pemberantasan korupsi di kasus pengadaan alat kesehatan (alkes) dan dua pasal tambahan, diduga melanggar pasal 12 huruf e atau pasal 12 huruf a atau b, pasal 5 pasal 11 dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Pada pasal 12 huruf e Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi mengatur dugaan pemerasan. Berarti, Atut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Pasal itu menyebut adanya paksaan kepada seseorang untuk memberikan atau membayar sesuatu untuk dirinya.
Kalau KPK bisa memiskinkan Wawan, Atut harus bersiap menuai di penjara. Sebab, pasal berlapis yang dikenakan pada dirinya bisa membuat istri almarhum Hikmat Tomet itu dipenjara hingga 20 tahun. Meski Indonesia tidak menerapkan hukum akumulatif, penerapan pasal berlapis bisa membuat Atut dihukum maksimal.
Peluang Atut kena pasal pencucian uang dimana Johan menyebut masih terbuka. Saat ini pihaknya masih melakukan penelusuran dengan meminta laporan transaksi pada PPATK tergantung dari penyidik, apakah menemukan bukti permulaan. Tapi, sampai hari ini belum ada.
Terpisah, kuasa hukum Atut Firman Wijaya heran dengan langkah KPK yang dengan mudah menerapkan pasal baru. Apalagi, hingga saat ini kliennya belum banyak diperiksa. Sehingga, tidak bisa menjawab atau menerangkan apa saja yang dituduhkan KPK belum pernah diperiksa terkait tuduhan penerimaan dan gratifikasi. Masih sengketa pilkada. Bagi saya, sangkaan ini menunjukan kalau penyidik KPK belum punya arah yang jelas dalam proses penyidikan. Ini sebuah akumulasi tuduhan untuk Bu Atut. Apalagi, kemarin (Tribun, 13/1,2014) KPK mengumumkan ada tambahan pasal yang dikenakan pada keduanya. Wawan bisa miskin karna dijerat pencucian uang, sementara pasal berlapis terus dikenakan pada Atut. Jubir KPK Johan Budi SP saat mengumumkan kemarin sore merinci, untuk Wawan telah ditemukan cukup bukti untuk dikenakan ke tindak pidana pencucian uang. Oleh KPK, dia juga melanggar pasal 3 dan atau pasal 4 UU No 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Disamping itu juga diduga melanggar pasal 3 ayat 1dan atau pasal 6 ayat 1 UU perubahan pencucian uang dan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Diterapkannya pasal-pasal itu membuat Wawan harus siap membuktikan harta miliknya bukan dari tindak pidana korupsi. Penelusuran aset sudah dilakukan KPK sejak menjadi tersangka.
Namun, dia belum tahu pasti apakah penerapan pasal itu sudah di ikuti dengan penyitaan. Seperti diketahui, selama ini penerapan pasal pencucian uang oleh KPK identik dengan penyitaan juga.

Saat disinggung apakah itu termasuk mobil-mobil mewah milik Wawan yang terancam disita. Johan menyebut bisa saja. Sebab aset yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi tidak satu buah saja. Dia akan berjanji akan menyampaikan berita terbaru setelah bertanya pada penyidik kasus.
3.2 Abdul Aziz Muhammadiyah di Nunukan, Kalimantan Timur
Menurut Surat kabar Tribun yang terbit pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tetap menghukum Aziz Muhammadiyah, mantan Kepala Dinas Tambang dan Energi yang juga mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan pidana penjara selama sembilan tahun dan denda Rp 500 juta rupiah atau diganti dengan dua bulan kurungan jika tidak dapat membayar denda. Menurut Tribun (18 Juli, 2014) Aziz telah dibuktikan menerima gratifikasi dan pencucian uang itu menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Samarinda. Sebenarnya putusan itu lebih rendah yang semula 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider kurungan 6 bulan.Tetapi karena banding maka jaksa Tipikor Samarinda juga banding.

Dalam putusannya hakim menilai terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebgaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. Dia juga terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. 

Dalam kurun waktu pengerjaan, Azis menerima uang dari pengusaha asal Brunei Darussalam senila Rp 1 milyar. Uang itu ditransfer ke rekening pribadinya secara bertahap yaitu pada tanggal 22 Februari 2006, senilai Rp 500 juta , tanggal 29 September 2006 senilai Rp 20 juta dan tanggal 23 September 2006 senilai Rp 300 juta.
3.3 Pemerintah Kota Samarinda
Menurut Surat kabar Tribun yang terbit pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 bahwa harga KTM sebesar Rp 145.000 per meter persegi yang diadakan oleh perusahaan PT. Davindo Jaya Mandiri dinilai tidak relevan dengan harga di pasaran. Harga KTM di daerah Pulau Atas, Sambutan yakni di sekitar proyek pembangunan perumahan KORPRI Sambutan ketika itu rata-rata paling tinggi Rp 70.000 hingga Rp 80.000 per meter persegi. Atas kemahalan itu maka negara dirugikan sebesar Rp 18 milyar dari total harga tahap ke IV tersebut senilai Rp 43.5 miliar. Di samping itu pada tahap penentuan penyediaan jasa dan pengikatan perjanjian tidak dilakukan melalui pelelangan umum atau pemilihan, tetapi dengan penunjukan langsung.
Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa putusan pengadilan Tipikor Samarinda yang membebaskan terdakwa dari dakwaan primer tidak dapat dipertahankan lagi karena itu putusan tersebut harus dibatalkan. Hakim pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menghukum Fadly Illa selaku aparatur negara dihukum masing-masing 2 tahun penjara di pengadilan Tipikor Samarinda dinaikkan menjadi 6 tahun penjara di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Namun yang bersangkutan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung sehingga masih ditunggu hasil putusan dari MA tersebut.
3.4 Kreatif Korupsi

Korupsi dapat berjalan dimana saja karena korupsi bukan hanya uang tetapi juga waktu, kesempatan dan wewenang.Oleh karena itu korupsi ibarat setan yang bergentayangan dimana saja bila manusia lengah maka ia akan termakan melalui kreativitas korupsi seperti pendekatan, kekerabatan, suku, partai, alumni dan lain-lain. Kreativitas tindak pidana korupsi muncul dari pintu lain juga (Suhardiman) ada. Kalau anggota DPR/DPRD bisa melakukan manipulasi karena direcall, sekarang gantian pengurus parpol yang dapat mengancam akan (dan sudah terbukti ada yang) direcall anggotanya dengan alasan yang masih kontraversial. Pada pihak lain setelah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih langsung dan anggota DPRD tak dapat menjual suaranya secara eceran maka giliran oknum pengurus parpol yang kini gencar diberitakan memungut uang yang tidak sedikit untuk keluarnya sebuah rekomendasi pencalonan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan
Kesimpulan peneliti dalam memberantas korupsi para penyelenggara negara adalah penerapan Tata Kepemerintahan yang baik belum sepenuhnya memenuhi harapan Tata Kepemerintahan yang baik, masalah ini disebabkan:
1. Peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah baik tidak mengatur secara jelas dan pasti tentang bagaimana mekanisme akuntabilitas, transparansi dan partisipasi pemerintah.
2. Belum dibentuknya lembaga yang secara khusus menangani pengembangan kebijakan, pembinaan dan pengendalian dari pemerintah.
3. Prasarana dan sarana informasi dan teknologi pada Pemerintah belum dapat menunjang untuk proyek pemerintah melalui layanan Internet, (Khususnya di wilayah pedalaman dan perbatasan antar Negara dan daerah terpencil), sehingga aplikasi E-Procurement atau E-government yang disediakan oleh Pemerintah belum dapat dilakukan, hal ini menjadi kendala penyebaran informasi dari pemerintah (termasuk kurangnya penyediaan aliran listrik.

4. Pemerintah (pusat) dan daerah hendaknya mengambil kebijakan strategis untuk mengatasii berbagai permasalahan dalam penerapan tata kepemerintahan sebagai berikut :
a. Pemerintah membentuk Tim Pembinaan yang melaksanakan tugas antara lain melakukan pembinaan dan pengendalian pembangunan.
b. Untuk menghindari penggelembungan (Mark-Up) biaya dalam tahap penganggaran dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), maka diharapkan menerbitkan Peraturan yang mengatur tentang pendapatan standar biaya dan harga satuan belanja daerah.
c. Pemerintah (pusat) dan Daerah meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap semua kegiatan.

4.2 Saran

1. Prinsip-prinsip tata Kepemerintahan yang baik merupakan suatu keharusan bagi kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

2. Iman dan taqwa harus dibina secara intens agar ada rasa takut akan sangsi Tuhan.
3. Pengawasan atasan yang ketat.
4. Suri tauladan. 

5. Ada rewards dan punishment walaupun masalah kecil sekalipun. 
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ABSTRACT

The law inforcement of criminal law is one of the effort to get or create the regulation, security, and peaceful in society even it’s one of the way to prevent or criminal prosecution or the violation of law. From the formal juridical aspect a crime is forms of behavior that is contrary to human morals, detrimental to society, and in violation of the law. Criminal law as a public law so everey violation of state law through the State fittings such as police, prosecutors and judges take immediate legal action.
Judiciary institution has a central position as an effort to enforce laws cored justice. The principle in the investigation of criminal cases at the trial court must assume that all persons suspected, arrested, detained, charged and appear before the court or shall be deemed not guilty before a court ruling that declared his mistakes and gain permanent legal force.
______________________________________
Keyword : criminal law, the role of the courts
1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan banyaknya kepentingan dan kebutuhan di antara manusia yang diantaranya satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lain tidak hanya berlainan, tapi terkadang saling bertentangan. Maka untuk menghindari sikap timbulnya perilaku atau perbuatan yang merugikan kepentingan dan hak orang lain dalam rangka memenuhi kepentingan tersebut, dibutuhkan hukum untuk memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan, sehingga manusia tidak akan bersikap maupun berperilaku sewenang-wenang dalam upaya mencapai dan memenuhi kepentingannya. 
Kepentingan hukum (rechtsbelang) adalah segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun anggota suatu negara, yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar/diperkosa oleh perbuatan-perbuatan manusia. Semua ini ditujukan untuk terlaksana dan terjaminnya ketertiban di dalam segala bidang kehidupan.
Dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia baik sebagai individu maupun anggota masyarakat selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. Ini karena manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon) sebagaimana dikatakan oleh Aristoteles. Manusia sebagai makhluk sosial ini juga diterangkan oleh Hans Kelsen. Menurutnya ‘man is a social and political being’, artinya manusia adalah makhluk sosial yang dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya dalam masyarakat dan makhluk yang terbawa oleh kodrat sebagai makhluk sosial itu selalu berorganisasi. 
Dalam tatanan organisasi masyarakat dan negara setiap anggota masyarakat tentu mempunyai kepentingan. Untuk menghindari terjadinya pertentangan yang berakhir dengan kekacauan maka masyarakat perlu adanya suatu tatanan atau hukum agar tercipta ketertiban dan ketentraman. Oleh karena itu dalam masyarakat yang teratur, setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma atau aturan yang ada. Sehingga kepentingan masing-masing pihak dapat terpelihara dan terjamin. Masyarakat sangat berharap atas acces to justice dalam menjamin hak konstitusional mereka untuk mendapatkan pengakuan, jaminan keadilan dan kebenaran materiil, perlindungan dan ketersediaan sistem, serta sarana pemenuhan hak (hukum).
Mewujudkan keadilan yang bersendikan Pancasila tentu bukan semata-mata dilihat dari sisi keadilan untuk mensejahterakan rakyat secara ekonomi, namun juga keadilan sosial yang diwujudkan dalam sistem penegakkan hukum yang bertujuan menjaga ketertiban, keadilan dan kedamaian dalam masyarakat. Seorang hakim ketika menjatuhkan putusan tidak semata-mata menuruti kalimat dalam undang-undang, tetapi membaca hukum dengan mata hati. Artinya ia benar-benar menggali serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Sehingga mampu mewujudkan tujuan hakiki dari negara hukum, yakni keharmonisan, keadilan dan perdamaian.
Masyarakat modern yang sangat kompleks menumbuhkan aspirasi-aspirasi materi tinggi dan sering disertai oleh ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan kebutuhan materi yang melimpah-limpah, misalnya untuk memiliki harta kekayaan dan barang-barang mewah, tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan jalan wajar, mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal. 
Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat dan melanggar undang-undang. Didalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas telah tercantum bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan dalam hukum pidana. 
Penegakan hukum pidana merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Sejauh ini peraturan yang mengatur tentang penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap keluhuran harkat martabat manusia di dalam proses pidana pada hakekatnya telah diletakkan dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Maka dalam hal ini hakim peradilan pidana sebagai pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dalam suatu proses peradilan pidana mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan. Penyelenggaraan proses peradilan pidana tersebut harus pula di dukung oleh aparat penegak hukum lainnya yang tergabung dalam sistem peradilan. Misalnya dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) yaitu polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan yang bekerja mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai akhirnya pada pemeriksaan di sidang pengadilan.
Untuk menegakan hukum pidana di dalam masyarakat harus dapat ditangani oleh para pejabat hukum dan di dukung oleh semua lapisan masyarakat dengan tanpa ada perbedaan. Dan materi hukum itu sendiri juga harus terus menerus diperbaiki disesuaikan dengan perkembangan masyarakatnya. Semua harus bekerja sama untuk membangun negara Indonesia yang adil dan makmur. Selain hal itu, bahwa hukum pidana adalah untuk menekan berbagai tindak pidana khususnya tindak pidana yang berdampak luas bagi masyarakat seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya. Sehingga aspek struktur hukum dalam hal ini kinerja aparat penegak hukum harus lebih profesional. 
Jika dilihat dari aspek substansi/aspek perundang-undangan bahwa ketentuan hukum perundang-undangan di bidang hukum pidana saat ini mulai ada peningkatan antara lain dengan aturan tindak pidana korupsi serta wacana perubahan KUHP. Namun meskipun telah ada perbaikan dan peningkatan dari segi substansi hukum (peraturan perundang-undangan) namun penegakan hukum pidana di dalam masyarakat masih perlu terus ditingkatkan.
Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur antara anggota masyarakat sebagai warga negara dengan negara sebagai penguasa tata tertib masyarakat, atau yang sering dikatakan sebagai hubungan yang mengatur antara orang dengan negara. Hukum pidana sebagai hukum public maka setiap terjadi pelanggaran hukum pidana negara melalui alat kelengkapan negaranya seperti polisi, jaksa dan hakim segera melakukan tindakan hukum. 
Menurut Barda Nawawi Arief, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal digunakan upaya atau sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (sosial policy) yang terdiri dari kebijakan ataupun upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan kebijakan ataupun upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (sosial defence policy).

Berkaitan dengan kekuatan-kekuatan sosial yang akan mempengaruhi bekerjanya hukum maka terkandung pula nilai-nilai dan kaidan hukum yang terjadi dalam masyarakat akan berpengaruh juga terhadap kehidupan masyarakatnya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dalam penegakkan hukum pidana harus ada penyerasian antara nilai - nilai dan kaidah yang mengatur perilaku manusia secara nyata.
Manusia dalam proses penegakkan hukum pidana berperan sebagai pembuat hukum dan menerapkannya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegak hukum yang terkait langsung dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta praktisi hukum lainnya yang mempunyai peranan penting dalam keberhasilan penegakan hukum ditengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum pidana dapat dilakukan dengan baik apabila para penegak hukum tersebut adalah seorang yang profesionalisme, bermental tangguh dan mempunyai integritas moral dan etika yang tinggi. Undang-undang No. 4 tahun 2004 dan undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang “Kekuasaan Kehakiman” menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud tersebut dapat dipidana. 
Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yaitu “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Hal ini sejalan dengan Pancasila yang merupakan dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Sehingga seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan pancasila tidak berlaku. Ini berarti bahwa moral pancasila telah menjadi sumber tertib negara dan sumber tertib hukum, serta jiwa seluruh kegiatan negara dalam segala bidang kehidupan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa negara termasuk di dalamnya lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dipertanggungjawabkan secara hukum.
Supremasi hukum harus ditegakkan sebagai otoritas tertinggi, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan untuk semua orang, di mana keadilan tidak memihak pada kepentingan, tetapi keadilan yang benar-benar sesuai dengan hati nurani dan rasa keadilan itu sendiri. Seluruh aparat penegak hukum harus bisa menyadari bahwa penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang tidak berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan yang timbal balik yang erat dengan masyarakat, sehingga proses penegakan hukum yang tidak berpihak pada keadilan dan kebenaran secara langsung akan melukai hati masyarakat. 
Hal itu selaras dengan ungkapan Begawan hukum Indonesia, Satjipto Rahardjo (2006:53) bahwa sejatinya negara hukum itu adalah negara yang membahagiakan rakyat. Tentunya dalam konteks membahagiakan rakyat adalah dengan tatanan hukum yang baik, perilaku aparat hukum yang berintegritas, serta pemenuhan-pemenuhan keadilan sosial. Norma hukum juga harus menjadi bagian dari norma moral yang melekat dalam sanubari aparat penegak hukum. Setiap penegak hukum diharapkan mampu berperilaku sesuai dengan apa yang mereka yakini sebagai tugas dan panggilannya, maka keadilan dan kebenaran akan tetap tegak di tengah – tengah masyarakat.
Hukuman perlu karena kejahatan perlu dicegah. Hukuman adalah bentuk peringatan agar manusia selalu ingat bahwa kejahatan mengandung konsekuensi. Dengan demikian keadilan dan kebenaran dapat menjadi napas dalam setiap gerak langkah bernegara.

1.2 Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui sejauh manakah kebijakan penerapan hukum pidana di tengah-tengah masyarakat. Dan untuk mengetahui sejauh manakah penyelenggaran peradilan pidana dalam rangka untuk menegakkan hukum pidana. 
1.3 Manfaat Penulisan

 Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana. Dan dengan pendekatan kebijakan hukum pidana ini diharapkan dapat menghasilkan suatu kebijakan perlindungan hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana, sehingga korban dari tindak pidana dapat memperoleh keadilan.

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Hukum Pidana
Secara tradisional, definisi hukum pidana adalah “hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan”. (Samidjo 1985:1). Definisi lainnya adalah “Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana”. Kata pidana berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu hal yang dilimpahkan oleh instansi yang berkuasa kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak dilimpahkan sehari-hari. Dalam memberikan batasan tentang hukum pidana selalu ada aspek hukum pidana yang berada diluarnya, namun demikian tetap berguna untuk terlebih dahulu memberikan batasan tersebut. Batasan itu setidaknya dapat memberikan gambaran awal tentang pengertian hukum pidana.
Dari hukum pidana ada dua unsur pokok. Pertama adanya norma yaitu larangan atau suruhan (kaidah), kedua adanya sanksi atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukuman pidana.

Dilihat dari garis besarnya, dengan berpijak pada modifikasi sebagai sumber utama atau sumber pokok hukum pidana, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/ berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/ negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu. 
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi sipelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.

3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak pidana, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh si pelanggar hukum dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan Negara dalam upaya Negara menegakkan hukum pidana. 
Isi Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdiri atas tiga buku sebagai berikut :

a. Buku I memuat ketentuan-ketentuan umum (algemene leerstukken) yaitu ketentuan-ketentuan untuk semua tindak pidana (perbuatan yang pembuatnya dapat dikenai hukuman pidana, baik yang disebutkan dalam buku II dan buku III maupun yang disebutkan dalam undang-undang lain.

b. Buku II menyebutkan tindak-tindak pidana yang dinamakan misdrijven atau kejahatan.

c. Buku III menyebutkan tindak- tindak pidana yang dinamakan overtredingen atau pelanggaran. 
KUHP merupakan lex generalis bagi pengaturan hukum pidana di masyarakat Indonesia dimana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP (lex specialis).
Dalam doktrin hukum pidana terdapat suatu asas yang dikenal dengan asas geen straf zonder schuld (Belanda) atau keine straf ohne schuld (Jerman) yang di Indonesia dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Bahwa untuk dapatnya dipidana pada seseorang yang perbuatannya nyata melanggar larangan hukum pidana disyaratkan bahwa perbuatannya itu dapat dipersalahkan padanya ialah si pembuat itu mempunyai kesalahan. Artinya orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari perbuatannya maka perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.
2.2 Sifat Hukum Pidana
Hak Negara yang begitu luas perlulah diatur dan dibatasi untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan yang bukan saja dapat menimbulkan ketidak adilan namun juga ketidak tentraman dan ketidak tenangan warga. Untuk itu hak dan kewenangan yang luas itu perlu diatur. Pengaturan berarti pembatasan hak dan aturan yang membatasi hak Negara untuk menjatuhkan maupun menjalankan sanksi pidana bagi si pelaku (terdakwa) diatur dalam hukum pidana.
Karena kewenangan Negara dalam menjalankan hak subjektifnya diatur dalam arti dibatasi, sehingga Negara dalam menjalankan kewenangannya tidak dapat keluar dan melampaui koridor-koridor yang telah ditetapkan dalam hukum pidana. 
Atas dasar siapa berlakunya hukum pidana, hukum pidana dapat dibedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga (subjek hukum) dan tidak membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Setiap warga Negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum pidana umum.

2. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh Negara yang hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu saja. Atau suatu peraturan hukum pidana yang hanya ditujukan kepada tindakan tertentu atau golongan tertentu seperti pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang militer dan lain-lain.

Jika suatu perbuatan yang termasuk dalam suatu aturan pidana umum diatur pula dalam peraturan pidana khusus, yang khusus itulah yang dikenakan. Adagium untuk itu sebagai berikut, “lex specialis derogate lex generalis”. Jadi hukum pidana khusus lebih diutamakan daripada hukum pidana umum. Hal ini dapat dilihat dalam kitab undang-undang hukum pidana nasional (KUHP) yang ditentukan dalam pasal 63 ayat 2 KUHP sebagai berikut: “ jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.
Sifat dari hukum pidana dapat juga terlihat pada hal yang menunjukkan bahwa terlaksananya hukum pidana pada hakekatnya tidak bergantung pada kehendak seorang individu yang inconcreto langsung dirugikan, melainkan diserahkan kepada pemerintah sebagai wakil dari “Kepentingan Umum”. Contoh mengenai penipuan, penuntutan seorang penipu tidak tergantung pada kehendak orang yang ditipu, melainkan termasuk wewenang instansi kejaksaan sebagai alat pemerintah untuk melakukan penuntutan.

Dengan demikian bahwa yang menjadi dasar dari hukum bukanlah hak individu, melainkan hak yang pokok bagi kebutuhan penghidupan masyarakat bahwa hukum timbul karena manusia hidup bersama dan hanya dapat hidup bersama dan hukum itu tidak bergantung pada kehendak penguasa. Hukum yang dimaksud tersebut tiada lain adalah memberikan dasar legitimasi bagi Negara agar Negara dapat menjalankan fungsi menegakkan dan melindungi kepentingan hukum dengan sebaik-baiknya. Adanya pengaturan hak dan kewajiban Negara dalam rangka Negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi yang secara umum dapat disebut mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban umum masyarakat itu menjadi wajib.

2.3 Fungsi Hukum Pidana

Secara umum, hukum pidana berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum dan juga mengatur serta menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta masyarakat yang tertib. Alat atau upaya untuk mengatur ketertiban, mempertahankan dan melindungi kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana terhadap perbuatan melawan hukum (tindak pidana) yang dilakukan adalah suatu sanksi pidana (straf). Sanksi pidana ini merupakan suatu sanksi hukum yang sangat keras. Wujudnya tiada lain berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum seseorang. Yang sering disebut dengan pemberian penderitaan, misalnya petindak dimasukkan ke penjara melalui vonis bersalah oleh hakim, bahkan dicabut nyawanya dengan suatu tembakan oleh regu penembak (pidana mati).

 Berdasarkan hukum yang berlaku (peradilan) yang demokratis bahwa jika ada seorang yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum pidana baik itu berupa pelanggaran atau kejahatan maka tidak dapat langsung dipandang sebagai seorang penjahat (bersalah) sampai kejahatannya dibuktikan menurut proses peradilan yang telah ditetapkan. Sebab ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum yakni bahwa seseorang tidak dapat dipersalahkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sebelum ada keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya. Pelaku tindak pidana yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan maka harus menjalani hukuman sebagai terpidana atau narapidana.
Untuk mencari faktor yang lebih esensial dari bentuk tindak pidana yang dilakukan secara sempurna kedudukan ini dapat diartikan dengan faktor kriminal yang timbul secara ekstern (faktor luar) maupun intern (faktor dalam) dari pelaku tindak pidana kejahatan seseorang.
 Aspek larangan berbuat yang disertai ancaman pidana dalam artian ini sering disebut dengan tindak pidana atau perbuatan pidana (strafbaar feit). Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Jadi, perbuatan (feit) di sini adalah unsur dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.
Dikatakan pula oleh Vos yang berpandangan bahwa daya menakut-nakuti dari pidana tidak hanya terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara konkret oleh hakim. Penjatuhan pidana adalah suatu keadilan dan dalam hal-hal tertentu dapat berfaedah yakni terpidana lalu menyegani tata tertib dalam masyarakat.
Pidana berarti nestapa atau penderitaan. Jadi hukum pidana bisa dikatakan sebagai hukum yang memberikan sanksi berupa penderitaan atau kenestapaan bagi orang yang melanggarnya. Karena sifat sanksinya yang memberikan penderitaan inilah hukum pidana harus dianggap sebagai ultimum remidium atau tindakan terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya hukum lain tidak mampu menanggulangi perbuatan yang merugikan. Dalam pengenaan sanksi hukum pidana terdapat hal yang tragis sehingga hukum pidana bisa disebut sebagai “pedang bermata dua”. Yang dimaksud adalah satu sisi hukum pidana melindungi kepentingan hukum (korban) namun dalam sisi yang lain pelaksanaannya justru melakukan penderitaan terhadap kepentingan hukum (pelaku).

Hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi berbagai kepentingan dan kebutuhannya. Agar sikap dan perbuatan manusia itu tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain diperlukan suatu hukum yang berfungsi untuk mengaturnya. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum termasuk di dalamnya hukum pidana.

Hukum pidana sebagai pengayom dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, harus pula di sesuaikan dengan sifat dan corak dari kejahatan yang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya (masyarakat Indonesia), seperti halnya mengenai aturannya dan sanksi pidananya.
Dalam praktek penerapan hukum pidana diharapkan dapat diwujudkan seperti yang dikendaki dalam Undang - undang tentang “Kekuasaan Kehakiman” No. 48 tahun 2009 bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.
Prof. Sudarso, SH (1986:42) menyatakan bahwa salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan ialah dengan hukum pidana, fungsi penanggulangan kejahatan ini merupakan fungsi primer dari hukum pidana. Hukum pidana diharapkan dapat melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh orang yang melakukan kejahatan. Fungsi hukum tersebut, dapat terselenggara dengan baik tentunya harus didukung oleh aparat penegak hukum itu sendiri serta dukungan kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi dan melaksanakan serta mengawasi pelaksanaan dan penegakan hukum. Dengan demikian hukum pidana berfungsi menanggulangi perbuatan jahat yang hendak merusak kepentingan hukum seseorang, masyarakat, atau negara. 

3. PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI MASYARAKAT
3.1 Urgensi Hukum Pidana Di Masyarakat

Hidup di tengah-tengah masyarakat dari berbagai jenis karakter, sikap maupun perilaku yang sangat berpotensi untuk berbenturan dengan banyak kepentingan, yang akhirnya terkadang harus berujung di meja pengadilan untuk mendapatkan keadilan hukum.
Tindak kriminalitas yang hampir setiap hari menghiasi pemberitaan di berbagai media yang seakan tidak pernah berhenti. Segelintir elite politik dan penegak hukum semakin menanggalkan intergritas moral demi keuntungan pribadi. Hal tersebut membuat upaya penegakkan hukum pidana melalui institusi hukum perlu terus digalakkan. Disamping itu kesadaran masyarakat sendiri akan hukum pidana juga memegang peranan yang tidak kalah pentingnya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.
Perubahan dan kemajuan yang dialami selama orde baru (1966-1998) menimbulkan beberapa aspek negatif, antara lain penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, serta terjadinya praktek-praktek negatif dalam proses peradilan dan memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa. Pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan. Penegakan hukum pidana belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah.
Keadaan yang demikian mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan dalam ketetapan MPR No.X/MPR/1998, antara lain Bab IV huruf C, butir 2 huruf c sebagai berikut : “Menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara”. Hal tersebut dimaksudkan untuk merealisasikan Negara hukum sebagaimana dimuat pada penjelasan resmi Undang-undang Dasar 1945, sehingga hukum berperan sebagai pengatur kehidupan nasional. Upaya untuk mewujudkan hal itu tidaklah mudah karena tidak hanya sistem nasional yang harus dibangun dan ditertibkan, namun juga aparat Negara terutama aparat penegah hukum. Sehingga diperoleh aparat yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Jika hal tersebut dapat diwujudkan akan tercapai sikap dan perilaku seluruh aparat dan masyarakat yang menjunjung tinggi hukum.
Dalam rangka mewujudkan pembangunan hukum nasional yang bersumber pada keadilan dan kebenaran, sudah sewajarnya apabila pengetahuan hukum tentang hukum pidana perlu ditingkatkan di kalangan anggota masyarakat. Dengan pengetahuan hukum pidana yang memadai masyarakat tentunya dapat menilai apakah suatu proses penegakkan hukum telah berhasil menciptakan ketentraman dalam hati nurani masyarakat. Dan terbentuknya sikap serta perilaku anggota masyarakat termasuk para penyelenggara negara yang menghormati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang -undang (hukum pidana) yang pada hakekatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal policy) khususnya pada tahap formulasi/kebijakan legeslasi, harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial berupa “social welfare” dan”social defence”. 
Pencegahan dan pendekatan kejahatan dengan sarana “penal” merupakan “penal policy” atau “penal law enforcemen policy” yang fungsionalisasi dan atau operasionalisasinya melalui beberapa tahapan yaitu kebijakan eksekutif, kebijakan legeslatif dan kebijakan yudikatif.

Salah satu karakteristik pemikiran hukum pidana adalah ketaatan terhadap asas hukum pidana, sehingga percaturan pemikiran dalam praktek penerapan hukum tidak keluar dari area nilai, asas dan norma. Norma tersebut harus sesuai dengan asas-asas dalam rangka menegakkan nilai-nilai yang menjadi esensi dari keberadaan hukum yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan individu dan komunitas sosial. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan di dalam masyarakat yaitu untuk mencegah dan membrantas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa dengan menggunakan sanksi pidana. Usaha penanggulangan tindak pidana dengan hukum pidana adalah merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum pidana (law enforcement policy), yang bertujuan untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (for the public as a whole). Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana (not only the person injured), tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai kesatuan yang utuh.
3.2 Peran Lembaga Pengadilan
Lembaga pengadilan memiliki posisi sebagai lembaga sentral dalam upaya untuk menegakkan hukum yang berintikan keadilan. Pengadilan dibuat memiliki tujuan untuk melaksanakan dan menetapkan aturan hukum agar keadilan dapat di wujudkan kepada berbagai pihak. Lembaga pengadilan pidana yang bertugas menyelenggarakan peradilan tidak dapat berbuat dan menghasilkan suatu karya tanpa mengkaitkan diri pada peran-peran dari berbagai komponen sosial dan lingkungan masyarakat yang membentuknya. Bekerjanya lembaga peradilan pidana yang berpangkal dari kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat menunjukkan bahwa pengadilan merupakan suatu pranata yang melayani suatu kehidupan sosial. Pengadilan dalam menghasilkan keputusan-keputusannya dapat terjadi hanyalah dengan adanya perkara yang akan diajukan kepadanya. Tanpa perkara masuk ke pengadilan dengan sendirinya tidak akan ada proses dan putusan pengadilan, namun dengan perkara itulah terjadi proses peradilan dan putusan.
Keadilan merupakan suatu kebutuhan pokok rohaniah dalam tata hubungan masyarakat. Suatu masyarakat memiliki gambaran tentang mana yang patut dan tidak patut, mana yang benar dan mana yang salah, kendatipun dalam masyarakat tersebut tidak ada undang-undang tertulisnya.
Pada umumnya, jika rakyat melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan, maka menurut peraturan dapat dihukum atau dikenakan sanksi dan akan diadili. Salah satu unsur yang menentukan dalam penegakan hukum (law enforcement) adalah institusi pengadilan karena sebagai penentu akhir terhadap setiap konflik hukum.
Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum. Pernyataan ini jelas terlihat dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3. Konsekuensi pengakuan ini mengisyaratkan adanya lembaga pengadilan sebab lembaga ini harus ada dan merupakan syarat bagi suatu Negara yang menamakan diri sebagai Negara hukum atau negera berdasarkan atas hukum.
Pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan. Atau sebagai badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Sedangkan peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “in concreto” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.
Berdasarkan Pancasila lembaga peradilan berperan untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum bertugas untuk memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya agar mendapatkan keadilan. Perkara yang masuk tidak boleh ditolak hakim pengadilan dengan alasan tidak mampu atau tidak ada hukum yang dapat dipakai untuk menyelesaikannya. Jenis perkara yang masuk disesuaikan dengan tugas dan kewenangan dari tiap lembaga pengadilan yang ada.
Peranan lembaga pengadilan tidak saja bersifat yuridis formal, tapi perlu pula lembaga pengadilan memiliki dan mengembangkan peranan yang bersifat yuridis materiil termasuk peran yang bersifat non yuridis.
Bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana lebih mementingkan kepada penemuan kebenaran materiil (material warhead) yakni suatu kebenaran yang sungguh-sungguh sesuai dengan kenyataannya. Prinsip ini terlihat di dalam proses persidangan, bahwa meskipun terdakwa telah mengakui kesalahannya namun belum cukup dijadikan alasan untuk menjatuhkan putusan masih diperlukan beberapa bukti lain untuk mendukung pengakuan terdakwa tersebut. Oleh karena guna menemukan kebenaran materiil para komponen pengadilan, hakim, jaksa dan pengacara masih berusaha membuktikan pengakuan terdakwa dengan mengajukan bukti-bukti lainnya di persidangan baik itu bukti berupa saksi maupun barang-barang bukti lainnya. Pemeriksaan perkara pidana di pengadilan kendatipun semua pihak harus menganggap bagaimanapun juga terdakwa belum bersalah. Prinsip ini dikenal dengan prinsip “praduga tak bersalah” (presumption of innocence) yang berarti agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan peradilan yang menyatakan kesalahannya itu.
Di dalam proses persidangan hakim berkedudukan sebagai pimpinan. Kedudukan ini memberi hak untuk mengatur jalannya acara sidang serta mengambil tindakan manakala terjadi ketidak tertiban dalam sidang. Guna keperluan keputusan hakim berhak dan harus menghimpun keterangan-keterangan dari semua pihak terutama dari saksi dan terdakwa termasuk penasehat hukumnya. 
Kedudukan hakim yang terhomat itu diimbangi pula dengan tanggung jawab yang berat. Dikatakan berat sebab harus menginsyafi bahwa karena sumpah jabatannya sehingga tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat akan tetapi juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pribadi seorang hakim harus mencerminkan wibawa bahwa ia adalah wakil Tuhan dalam menyelesaikan segala perkara/sengketa yang dihadapinya.
Adanya kesalahan terdakwa di dalam proses persidangan peradilan pidana dibuktikan dengan minimal adanya dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa berdasarkan atas alat bukti yang ada dan dengan adanya dua alat bukti dan keyakinan hakim ini berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi. Dalam hal hakim menjatuhkan putusan yang mengandung pemidanaan hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. 
Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana yang terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal yang didakwakan terhadap terdakwa itu dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan aturan hukum pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang kemudian surat dakwaan tersebut menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan oleh hakim di sidang pengadilan.
Di dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

Apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar atau didakwakan terhadap terdakwa berarti terbuktilah menurut hukum kesalahan terdakwa yakni telah melakukan perbuatan seperti yang diatur dalam pasal hukum pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dan telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari ketentuan pasal hukum pidana yang didakwakan sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain dan juga kepada masyarakat luas.
Pengadilan dalam hal menjatuhkan suatu putusan yang memuat pemidanaan bagi terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah disebutkan dalam KUHP pidana dapat menentukan salah satu dari macam-macam pidana yang tercantum dalam pasal 10 KUHP yaitu :

a. Pidana pokok :

· pidana mati

· pidana penjara

· pidana kurungan 

· pidana denda

b. Pidana tambahan :

· pencabutan hak-hak tertentu

· perampasan barang-barang tertentu

· pengumuman putusan hakim

 Setelah hakim membacakan putusan yang mengandung pemidanaan terhadap terdakwa maka wajib bagi hakim memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya. Dengan adanya hak-hak terdakwa tersebut maka terhadap setiap putusan yang mengandung pemidanaan atau penghukuman dimana terdakwa merasa tidak puas dapat mengajukan upaya hukum.

Oleh karena itu, baik terdakwa maupun penuntut umum dapat menggunakan upaya hukum apabila keputusan hakim yang menjatuhkan pidana kurang memuaskan bagi masing-masing pihak yang berperkara. Upaya hukum yang dimaksud adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.
Putusan pengadilan dari proses peradilan pidana yang mengandung pemidanaan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika putusan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum sebagaimana disebutkan dalam pasal 195 KUHP. Sebaliknya bila keputusan tersebut tidak diucapkan disidang terbuka untuk umum maka dengan sendirinya putusan itu dinyatakan batal demi hukum, dengan demikian menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan
Dari uraian sebagaimana yang telah di sebutkan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan :

1. Kebijakan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana dalam hukum pidana positif di Indonesia dilakukan dengan mengenakan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan pendukung yang berlaku. Kebijakan untuk memberantas ataupun menanggulangi tindak pidana dalam rangka perlindungan masyarakat adalah dengan hukum pidana. Kebijakan penegakkan hukum pidana tidak lepas dari kebijakan social (social policy) yaitu segala usaha yang rational untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Peraturan hukum pidana menentukan perbuatan apa saja yang merupakan perbuatan yang dilarang atau diperbolehkan oleh hukum pidana yang menyangkut ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggung jawaban pidana dan sanksi yang dijatuhkan terhadap si pelaku tindak pidana.

2. Posisi lembaga pengadilan sebagai lembaga sentral dalam upaya penegakkan hukum yang berintikan keadilan. Lembaga pengadilan sebagai sarana integrasi harus mampu menyeimbangkan tiga kepentingan yaitu kepentingan negara, kepentingan hukum dan kepentingan masyarakat. Peranan lembaga pengadilan diharapkan dapat memberikan tempat kepada mereka yang dirampas hak-haknya dan memaksa kepada pihak-pihak agar bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan yang merugikan pihak lain. Setiap putusan dari lembaga pengadilan baik dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai pada mahkamah agung tidak luput dengan pertimbangan-pertimbangan hukum untuk memberikan dasar keyakinan dan alasan mengikat kemantapan di dalam menjatuhkan putusan. Batas kepada hakim untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan takaran yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana bukan sebagai balas dendam namun pemidanaan harus benar-benar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, prevensi dan represi. Dengan demikian pengadilan dapat membawa negara ini kepada tujuan yang dikehendaki oleh konstitusi, yakni melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. 
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PENGARUH SPESIFIKASI PENUGASAN TERHADAP REKOMENDASI MENGHENTIKAN PROYEK YANG BERKINERJA BURUK DALAM MENCEGAH ESKALASI KOMITMEN MANAJERIAL: SEBUAH PERAN REPRESENTASI MENTAL
Oleh : Camelia Verahastuti
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

Based on psychological theories about the creation and use of mental representations, and synthesize theory with the theory of decision making to develop the cognitive explanation of escalation behavior among consultants, this study investigates the effect of the assignment specifications on recommendations discontinuing of a poorly performing project in preventing managerial escalation of commitment the role of mental representation. Subjects consist of 102 undergraduate accounting students at Gadjah Mada University, Yogyakarta. This research was conducted using two experimental. First experimental research design used 3 x 1 (special purpose, special purpose alternative, general purpose; scores of knowledge) to examine the purpose of the assignment of mental representation. Experiment I manipulated into three assigned conditions: a special purpose, special alternative purpose and general purpose. In experiment II study using 2 x 2 factorial design (justification requirement, no justification requirement; general purpose, special purpose) to examine the effects of justification on the recommendation of the continuity of projects such as those used by Kadous and Sedor (2004). This study predicts that the purpose of processing information (assigned purpose) will influence the mental representations they build, process and store information, which ultimately affect their recommendation for the discontinuing recommendation of a poorly performing projects. The results showed that the specifications of the assignment against the recommendation to discontinuing recommendation of a poorly performing projects with the role of mental representation, can not prevent the escalation of commitment, unless given specific objectives in the assignment.
________________________________________________________
Keywords: escalation of commitment, mental representations, justification, accountability
1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Informasi Akuntansi memainkan suatu peran umpan balik yang penting di dalam sistem pengawasan manajemen (Garrison dan Noreen 2000). Meskipun mengevaluasi umpan balik yang berkaitan dengan kinerja masa lalu merupakan elemen penting dalam pengendalian manajemen, (Hongren, Datar dan Foster 2003) penelitian sebelumnya menyatakan bahwa manajer gagal menggunakan informasi akuntansi secara efektif dalam konteks ini. Individu cenderung tetap bertahan meneruskan kinerja yang buruk, meskipun menghadapi umpan balik yang negatif, fenomena ini disebut sebagai “eskalasi komitmen” (Kanodia, Bushman dan Dickhaut 1989; Jeffrey 1992; Harrell dan Harrison 1994; Chow, Harrison, Lindquist dan Wu 1997; Ghosh 1997; Schulz dan Cheng 2002; dan Cheng, Schulz, Luckett, and Booth 2003 di dalam literatur akuntansi dan Brockner 1992 dan Staw 1997).
Penelitian akuntansi terdahulu sebagian besar sudah memfokuskan pada pengujian eskalasi komitmen dalam keadaan dimana individu secara pribadi bertanggung jawab untuk sebuah tindakan (Kanodia et al. 1989; Chow et al. 1997; Schulz dan Cheng 2002) dan mengidentifikasi bagaimana insentif dan prosedur pengawasan dapat dirancang untuk mencegah perilaku eskalasi oleh para manajer yang bertanggung jawab karena keputusan-keputusan investasi proyek (Harrell dan Harrison 1994; Ghosh 1997; Cheng et al. 2003). 

Penelitian ini berfokus pada spesifikasi penugasan terhadap rekomendasi menghentikan proyek yang berkinerja buruk dalam mencegah eskalasi komitmen dengan sebuah peran representasi mental sebagai satu prosedur pengendalian potensial. Meskipun demikian, eskalasi komitmen telah diteliti dalam berbagai organisasi yang berbeda dimana manajer independen terhadap keputusan investasi awal proyek (Ross dan Staw 1993) dan dalam eksperimen yang melibatkan partisipan yang kurang memiliki tanggung jawab personal (Jeffrey 1992, Bobocel dan Meyer 1994).
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kadous dan Sedor (2004) mengidentifikasi batas persyaratan untuk pemakaian konsultasi pihak ketiga sebagai suatu prosedur pengawasan untuk mencegah eskalasi manajemen komitmen: yang bersifat efficacious, konsultan-konsultan harus mempunyai tujuan yang spesifik bagaimana membuat suatu rekomendasi lanjutan proyek di dalam pikiran mereka ketika mereka tidak mengkonter informasi proyek. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua eksperimen di mana partisipan mengasumsikan perannya sebagai konsultan yang disewa oleh dewan direksi perusahaan untuk membuat rekomendasi kelangsungan proyek yang berkinerja buruk/merugi. Adapun spesifikasi penugasan dalam penelitian ini terdiri atas tiga tipe, yaitu: (1) tujuan khusus (2) alternatif khusus dan (3) tujuan umum. Pada tujuan khusus, konsultan ditugaskan untuk merekomendasikan apakah proyek yang sedang berjalan harus dilanjutkan atau dihentikan. Kemudian pada tujuan alternatif khusus, partisipan ditugaskan untuk memberikan rekomendasi tentang struktur untuk rencana kompensasi manajemen, karena kompensasi manajemen sebagian ditentukan berdasarkan kinerja proyek. Pada konsultan dengan tujuan umum, ditugasi untuk memberikan input kepada dewan direksi berkaitan dengan berbagai macam isu-isu perusahaan dan proyek.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian lain yang telah dilakukan di Indonesia mengenai fenomena eskalasi komitmen, yakni penelitian Dwita (2007) yang menguji adverse selection dan pembingkaian negatif sebagai determinasi dari eskalasi komitmen (studi keputusan evaluasi proyek), kemudian penelitian Budiprayitno (2007) yang menguji eskalasi dan de-eskalasi komitmen pada individu yang overconfidence dan overoptimism dalam kasus investasi bertahap, serta penelitian yang dilakukan oleh Koroy (2008) yang menguji efek pembingkaian sebagai determinasi eskalasi komitmen dalam keputusan investasi sebagai dampak dari pengalaman kerja.

Penelitian eksperimen ini termotivasi mengembangkan penelitian Kadous dan Sedor (2004) yang akan dilakukan di Yogyakarta Indonesia untuk membuktikan pengaruh spesifikasi penugasan terhadap rekomendasi yang berkinerja buruk dalam mencegah eskalasi komitmen dengan sebuah peran representasi mental. Serta memahami penyebab eskalasi komitmen ini penting karena meningkatkan kemampuan peneliti dan manajer untuk merancang prosedur pengendalian untuk memastikan bahwa informasi akuntansi ini digunakan untuk alokasi sumber daya yang optimal, sehingga kerugian dalam dunia bisnis di Indonesia dapat diantisipasi secara akurat dari ancaman kritis terhadap kelangsungan proyek dimasa mendatang. 

Subyek yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 102 mahasiswa program studi akuntansi S1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Yogyakarta yang telah mengikuti mata kuliah akuntansi manajemen, subyek diasumsikan berperan sebagai konsultan manajemen. Sepengetahuan peneliti, riset yang berkaitan dengan pengaruh spesifikasi penugasan terhadap rekomendasi menghentikan proyek dalam mencegah eskalasi komitmen manajerial dengan sebuah peran representasi mental masih jarang dilakukan di Indonesia. Oleh karena latar belakang konsultan di Indonesia mungkin berbeda dari latar belakang konsultan di negara-negara maju, maka masalah penelitian yang muncul berdasarkan uraian di atas adalah sebagai berikut. Pertama, pakah konsultan yang ditugasi dengan tujuan merekomendasi sebuah proyek seharusnya dilanjutkan atau diberhentikan adalah lebih mungkin untuk mengingat ancaman kritis terhadap kelangsungan proyek secara akurat daripada konsultan yang ditugasi tanpa tujuan spesifik atau konsultan yang ditugasi dengan tujuan alternatif khusus dan spesifik. Kedua, apakah konsultan yang ditugasi untuk merekomendasikan sebuah proyek harus dilanjutkan atau dihentikan akan lebih cenderung merekomendasikan untuk menghentikan sebuah proyek yang berkinerja buruk/merugi daripada konsultan yang ditugasi tanpa tujuan spesifik atau konsultan yang ditugasi dengan tujuan alternatif dan spesifik. Ketiga, apakah mewajibkan konsultan tanpa tujuan khusus untuk menjustifikasi rekomendasi kelanjutan proyek meningkatkan kemungkinan bahwa dia akan merekomendasi pemberhentian sebuah proyek yang berkinerja buruk dan mewajibkan konsultan dengan tujuan alternatif dan spesifik untuk menjustifikasi rekomendasi melanjutkan proyek atau mengubah kemungkinan bahwa dia akan merekomendasi pemberhentian sebuah proyek yang berkinerja jelek.

Berdasarkan argumen permasalahan yang diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan sebagai berikut. Pertama, menguji bahwa konsultan yang ditugasi dengan tujuan merekomendasi sebuah proyek seharusnya dilanjutkan atau diberhentikan adalah lebih mungkin untuk mengingat ancaman kritis terhadap kelangsungan proyek secara akurat daripada konsultan yang ditugasi tanpa tujuan spesifik atau konsultan yang ditugasi dengan tujuan alternatif khusus dan spesifik. Kedua, menguji bahwa konsultan yang ditugasi untuk merekomendasikan sebuah proyek harus dilanjutkan atau diberhentikan akan lebih cenderung merekomendasikan untuk menghentikan sebuah proyek yang berkinerja buruk/merugi daripada konsultan yang ditugasi tanpa tujuan spesifik atau konsultan yang ditugasi dengan tujuan alternatif dan spesifik. Ketiga, menguji bahwa mewajibkan konsultan tanpa tujuan khusus untuk menjustifikasi rekomendasi kelanjutan proyek meningkatkan kemungkinan bahwa dia akan merekomendasi pemberhentian sebuah proyek yang berkinerja buruk dan mewajibkan konsultan dengan tujuan alternatif dan spesifik untuk menjustifikasi rekomendasi melanjutkan proyek atau mengubah kemungkinan bahwa dia akan merekomendasi pemberhentian sebuah proyek yang berkinerja jelek. Secara khusus tujuan penelitian ini membuktikan pengaruh spesifikasi penugasan terhadap rekomendasi menghentikan proyek yang berkinerja buruk dalam mencegah eskalasi komitmen manajerial dengan sebuah peran representasi mental

Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian lainnya. Pertama, penelitian mengenai pengaruh spesifikasi penugasan terhadap rekomendasi menghentikan proyek yang berkinerja buruk dalam mencegah eskalasi komitmen manajerial dengan sebuah peran representasi mental menggunakan subyek mahasiswa S1 jurusan akuntansi FEB UGM Yogyakarta yang diperlakukan sebagai konsultan manajemen. Kedua, penelitian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan Kadous dan Sedor (2004) dengan menggunakan desain eksperimen yang sama, tetapi penelitian ini dilakukan dengan subyek mahasiswa di Indonesia.

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Pertama, tambahan bukti empiris dalam akuntansi manajemen dan keperilakuan, yang dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang efektif, dengan menggunakan informasi akuntansi yang relevan untuk pengambilan keputusan, dalam hal ini untuk merekomendasikan kelangsungan proyek yang berkinerja buruk/merugi. Kedua, tambahan bukti empiris bahwa pengaruh spesifikasi penugasan terhadap rekomendasi menghentikan proyek yang berkinerja buruk dalam mencegah eskalasi komitmen manajerial dengan sebuah peran representasi mental. 

2. TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
2.1 Eskalasi Komitmen 

Dalam Encyclopedia The free Dictionary (2007), escalation of commitment (eskalasi komitmen) diartikan sebagai fenomena dimana orang memutuskan untuk meningkatkan/menambah investasinya, walaupun bukti baru menjelaskan bahwa keputusan yang telah dilakukan adalah salah. Investasi tersebut dapat berupa uang, waktu, usaha/tenaga.

Brockner (1992) dalam suatu sintesis atas literatur-literatur sebelumnya, menyatakan bahwa eskalasi komitmen tampaknya adalah hasil dari sejumlah faktor dan proses. Sedangkan Bazerman (1994) mengkategorikan penyebab atau determinan eskalasi itu dapat dibagi oleh sebab bias perseptual, bias judgmental, manajemen impresi dan irasionalitas yang kompetitif. Kategori lain determinan eskalasi menurut Staw dan Ross (1986) adalah sifat proyek itu sendiri, variabel psikologis, sosial dan organisasional. Beberapa penelitian kemudian menggunakan kerangka teori agensi (Harrison dan Harell, 1993; Harrell dan Harrison, 1994; Goedono dan Sami, 2003) dan teori prospek (Whyte, 1986; Rutledge dan Harrell, 1993) dalam mengidentifikasi faktor dan proses yang menjelaskan perilaku eskalasi ini.

Bazerman (1994) mendefinisikan eskalasi sebagai tidak rasional (nonrational escalation of commitment) adalah derajat di mana individu mengeskalasikan komitmen untuk tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan sebelumnya sampai satu titik yang melewati model pengambilan keputusan yang rasional. Individu atau manajer umumnya mempunyai kesulitan dalam memisahkan keputusan yang diambil sebelumnya dengan keputusan yang berhubungan ke masa depan. Sebagai konsekuensinya, individu akan cenderung membiaskan keputusannya oleh karena tindakan di masa lalu dan mempunyai tendensi untuk mengeskalasi komitmen terutama bila menerima umpan balik negatif. 
Pengertian yang sama diungkapkan beberapa peneliti bahwa, eskalasi komitmen merupakan serangkaian tindakan atau perilaku individu, kelompok atau organisasi yang cenderung memutuskan untuk mengalokasikan sumber dana lebih besar pada proyek investasi berikutnya, walaupun terdapat informasi kinerja investasi menurun/merosot (Staw dan Ross, 1978; Staw, 1981; Ross dan Staw, 1986). Eskalasi komitmen terjadi jika individu atau organisasi tetap meneruskan proyek meskipun telah mengalami kerugian, ada kesempatan untuk meneruskan atau mundur dari proyek dan konsekuensi dari meneruskan atau mundur dari proyek tidak pasti. Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa adanya umpan balik negatif terhadap proyek yang dipilih menyebabkan individu bertanggung jawab atas keputusan tersebut dan oleh karena itu kemudian meningkatkan komitmen individu terhadap proyek tersebut sebagai upaya untuk menjustifikasi keputusan yang telah dipilih (Staw, 1997). 

Penekanan dari riset sebelumnya bertanggung jawab pribadi dan social-psychological lain penyebab eskalasi komitmen menyatakan bahwa konsultasi dengan pihak ketiga yang independen dengan satu prosedur pengawasan yang efektif untuk mencegah para manajer dari eskalasi komitmen untuk gagal dalam proyek-proyek (Kadous dan Sedor, 2004).
2.2 Representasi Mental dan Hipotesis 1

Representasi mental adalah struktur kognitif yang mendukung pemahaman, penalaran dan prediksi (Markman dan Gentner, 2001). Representasi mental memfasilitasi pemrosesan informasi yang efisien dan efektif dengan cara menyediakan struktur dalam memori untuk menyimpan dan memunculkan kembali informasi (Wyer dan Srull, 1980; Koehler, 1991). Karena strategi pengambilan keputusan dan informasi keputusan berbagai macam sesuai dengan konteks keputusan (Rettinger and Hastie, 2001), membentuk representasi mental untuk pemrosesan informasi sangat tergantung pada bagaimana harapan individu untuk menggunakan informasi pada saat informasi tersebut muncul (Pichert dan Anderson, 1977; Anderson dan Pichert, 1978). Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis 1 sebagai berikut:
H1:
Konsultan yang ditugasi dengan tujuan merekomendasikan apakah sebuah proyek seharusnya dilanjutkan atau diberhentikan adalah lebih mungkin untuk mengingat ancaman kritis terhadap kelangsungan proyek secara akurat daripada: (a) konsultan yang ditugasi tanpa tujuan spesifik, atau (b) konsultan yang ditugasi dengan tujuan alternatif dan spesifikasi

2.3 Judgement dan Hipotesis 2
Judgement dipengaruhi oleh cara informasi diproses dan disimpan dalam memori (Anderson, Lepper dan Ross, 1980; Wyer dan Srull, 1980; Rettinger dan Hastie, 2001) ketersediaan informasi sesudahnya dan kemungkinan informasi dimunculkan kembali (Tversky dan Kahneman, 1973; Reyes, Thompson dan Bower, 1980; Sherman, Zehner, Johnson dan Hirt, 1983). Saat membuat rekomendasi kelangsungan proyek, konsultan yang telah mempelajari proyek yang sedang berjalan diharapkan tidak merekomendasikan untuk menghentikan proyek kecuali mereka memiliki informasi yang mendukung penghentian proyek tersebut. Pada hipotesis 1 konsultan diharapkan lebih akurat mengingat ancaman kritis terhadap kelangsungan proyek. Karena konsultan dapat mengakses informasi tentang ancaman terhadap kelangsungan proyek dari memori, diharapkan konsultan akan cenderung merekomendasikan menghentikan proyek yang merugi daripada konsultan yang ditugasi tanpa tujuan khusus atau tujuan alternatif dan spesifik. Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis 2 sebagai berikut:
H2:
Konsultan yang ditugaskan untuk merekomendasikan apakah proyek harus dilanjutkan atau dihentikan akan lebih cenderung merekomendasikan untuk menghentikan sebuah proyek yang berkinerja buruk/merugi daripada: (a) konsultan yang ditugaskan tanpa tujuan khusus atau, (b) konsultan yang ditugaskan dengan tujuan alternatif dan spesifik

2.4 Teori dan Hipotesis 3

Dalam lingkungan yang alami, akuntan yang bertindak sebagai konsultan kemungkinan besar akan diperlukan untuk membenarkan rekomendasi mereka. Riset akuntansi sebelumnya menunjukkan bahwa akuntan yang bertindak sebagai auditor yang bertanggung jawab mengantisipasi kepada orang lain meningkatkan upaya mereka untuk melakukan tugas penilaian yang mengarahkan pada peningkatan kualitas judgment (Johnson dan Kaplan 1991; Kennedy 1993; Turner 2001). Lebih umum, memerlukan individu untuk membenarkan keputusan suatu pihak yang tidak diketahui motif untuk menciptakan akurasi (Tetlock 1985; Kunda 1999) dan motif yang mempengaruhi akurasi yang lebih, seimbang mencari memori informasi yang relevan (Kunda 1990). Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis 3 sebagai berikut.

H3 (a):
Mewajibkan konsultan tanpa tujuan khusus untuk menjustifikasi rekomendasi kelanjutan proyek meningkatkan kemungkinan bahwa dia akan merekomendasi pemberhentian sebuah proyek yang berkinerja buruk.

H3 (b):
Mewajibkan konsultan dengan tujuan alternatif dan spesifik untuk menjustifikasi rekomendasi melanjutkan proyek atau mengubah kemungkinan bahwa dia akan merekomendasi pemberhentian sebuah proyek yang berkinerja jelek

3. METODE PENELITIAN
Subyek dalam penelitian ini adalah 102 mahasiswa program studi akuntansi mahasiswa S1 jurusan akuntansi FEB UGM Yogyakarta semester 5 yang telah mengikuti mata kuliah akuntansi manajemen. Subyek dalam penelitian ini berpartisipasi secara sukarela. Penelitian ini menggunakan metoda eksperimen. Variabel independen adalah tujuan penugasan (tujuan khusus, tujuan alternatif khusus dan tujuan umum) dan variabel dependen adalah rekomendasi kelangsungan proyek. Variabel intervening adalah representasi mental yang diukur dengan skor pengetahuan.

Instrumen Penelitian menggunakan instrumen Kados dan Sedor (2004) dengan menyesuaikan angka pada data-data bahan kasus. Perubahan-perubahan ini dengan pertimbangan bahwa akan lebih mudah bagi subyek untuk mengerjakan tugas eksperimen yang berperan sebagai konsultan yang disewa oleh dewan direksi untuk membuat rekomendasi kelangsungan proyek produksi scanner genggam. Serta menggunakan instrument perbedaan individu, dengan skala self-monitoring (Snyder’s 1997.) Kuisioner tersebut terdiri dari 25 item pertanyaan. Partisipan diminta untuk melingkari jawaban, jika suatu pernyataan adalah Benar atau kebanyakan benar yang berlaku bagi partisipan maka melingkari B. Jika pernyataan salah atau kebanyakan salah sebagian besar seperti yang berlaku bagi partisipan, maka melingkari S. Selanjutnya, pengelompokkan subyek kedalam skor tinggi dan rendah berdasarkan pada skor median tingkat akurasi atau tingkat kesalahan jawaban. Skor median 13 (angka median), bila skor tingkat kesalahan jawaban subyek lebih kecil dari skor median, maka subyek termasuk dalam kelompok self-monitoring rendah dan sebaliknya bila skor tingkat kesalahan lebih besar atau sama dengan skor median, maka subyek termasuk dalam kelompok self-monitoring tinggi. 
Instrumen pengukuran representasi mental ukur dengan menggunakan skor pengetahuan, pertanyaan untuk menilai skor pengetahuan menggunakan instrumen yang digunakan oleh Kadous dan Sedor (2004) yang terdiri atas 10 item tes-memori, setelah subyek membaca bahan kasus maka subyek diminta untuk mengisi 10 pertanyaan yang berkaitan dengan informasi proyek. Partisipan diminta melingkari tanda B (benar) atau S (salah). Terdapat dua pertanyaan yang berkaitan dengan acaman-ancaman kritis terhadap kelangsungan proyek. Jika benar menjawab 2 pertanyaan maka subyek dikelompokkan dalam skor pengetahuan yang tinggi yaitu mempunyai skor 100% ketelitian dan jika hanya benar menjawab 1 pertanyaan subyek dikelompokkan dalam skor pengetahuan yang rendah yaitu mempunyai skor 50% ketelitian.

3.1 Prosedur Eksperimen I dan Tugas Subyek/Partisipan

Untuk mengetahui perilaku konsultan, eksperimen ini terbagi menjadi 6 tahap sebagaimana yang ditunjukkan oleh Gambar 3.1

Gambar 3.1 Tahap pelaksanaan eksperimen I
Pada tahap pertama, peneliti memberi pengarahan tugas kepada partisipan selama 5 menit. Pada pengarahan ini partisipan diberi informasi bahwa mereka berperan sebagai konsultan yang disewa untuk memberikan rekomendasi kepada direksi perusahaan. Tujuan penugasan dimanipulasi dalam instruksi eksperimental menjadi tiga tingkat: (1) khusus, (2) alternatif khusus dan (3) umum. 

Pada tahap kedua, partisipan diminta untuk mengerjakan tugas bagian 1, membaca bahan kasus informasi perusahaan mencakup biaya modal, struktur modal dan informasi tentang tim manajemen dalam organisasi. Informasi proyek menyediakan umpan balik kinerja proyek, termasuk proyeksi-proyeksi penjualan, hasil mengenai survey kepuasan konsumen pada produk, data produksi proyeksian dan aktual, data keuangan proyeksian dan data aktual, serta ringkasan laporan tentang proyek dari beberapa anggota manajemen. Informasi akuntansi mengungkapkan dua kekurangan kritis proyek (ancaman-ancaman kritis pada kelangsungan proyek). Pertama, masalah produksi telah berlangsung sejak awal seperti produk cacat jauh melebihi semua proyeksi. Manajer produksi tidak memberikan laporan dengan alasan yang dapat dipercaya bahwa masalah ini akan segera teratasi. Kedua, Harga jual yang tinggi telah mengakibatkan penjualan lebih rendah dari yang diharapkan. Akibatnya pengembalian investasi (ROI) adalah negatif untuk proyek dua tahun pertama dan diharapkan nol untuk tahun berjalan. 

Pada tahap ketiga, partisipan diminta untuk melakukan tugas bagian 2, Partisipan diizinkan dengan sejumlah waktu untuk meninjau ulang informasi perusahaan dan proyek. Ketika partisipan menunjukkan bahwa mereka selesai meninjau ulang informasi, yang telah diambil kemudian mereka membuat dua rekomendasi: (1) apakah untuk melanjutkan atau menghentikan proyek (kinerja buruk) dan (2) bagaimana caranya struktur rencana kompensasi manajemen. Partisipan dengan tujuan khusus dan kondisi-kondisi tujuan tidak khusus membuat rekomendasi yang berhubungan dengan tujuan penugasan mereka terlebih dulu. Selanjutnya partisipan menunjukkan keyakinan mereka atas ketepatan rekomendasi mereka dengan menggunakan skala Likert "sangat tidak yakin" (0) dan "sangat yakin" (10) partisipan merekomendasi kelangsungan proyek dan variabel konstruk dibangun dari rekomendasi ini dan penilaian keyakinan partisipan sebagai dependen utama adalah langkah-langkah untuk tes Hipotesis 2.

|____|____|____|____|____|____|____|____|____|____|

 0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sangat tidak yakin 



Sangat yakin 


Pada tahap keempat, partisipan diminta untuk melakukan tugas bagian 3, patisipan diminta untuk melengkapi instrumen perbedaan individu, dengan skala self-monitoring (Snyder’s 1997.) 

Tabel 3.1 Daftar Kuisioner (untuk mengukur konstruk Self-Monitoring)

	No
	ITEM
	PILIHAN

	1.


	Saya bukan termasuk orang yang mudah meniru apa yang dilakukan orang lain.
	B
	S

	2.


	Perilaku saya biasanya merupakan ekspresi yang sebenarnya dari batin, sikap dan keyakinan saya.
	B
	S

	3.


	Dalam acara kumpul bersama dengan orang banyak misalnya dalam pesta atau pertemuan sosial lainnya, saya bukan orang yang cenderung melakukan atau mengatakan apa yang orang lain katakan atau lakukan.
	B
	S

	4.


	Saya hanya mengemukakan ide atau pendapat yang benar-benar telah saya yakini.
	B
	S

	5.


	Saya memiliki kemampuan berbicara secara spontan tanpa persiapan terlebih dahulu bahkan tentang suatu topik yang belum saya ketahui informasinya.
	B
	S

	6.


	Saya merasa, saya menggunakan acara untuk mengesankan atau menghibur orang.
	B
	S

	7.


	Ketika saya merasa tidak pasti bagaimana harus bertindak dalam situasi sosial, saya melihat perilaku orang lain sebagai petunjuk.
	B
	S

	8.
	Saya mungkin akan menjadi aktor atau aktris yang handal.
	B
	S

	9.


	Saya jarang membutuhkan saran dari tema

n-teman saya untuk memilih film, buku atau musik.
	B
	S

	10.


	Kadang-kadang emosi saya muncul dihadapan orang lain secara lebih dalam daripada saya yang sebenarnya.
	B
	S

	11.


	Saya bisa tertawa lagi ketika saya menonton komedi dengan orang lain daripada ketika saya menonton sendirian.
	B
	S

	12.


	Dalam sebuah perkumpulan atau kelompok, saya jarang menjadi pusat perhatian.
	B
	S

	13.


	Pada situasi yang berbeda dan dengan orang-orang yang berbeda, saya juga menjadi orang baru yang benar-benar berbeda.
	B
	S

	14.


	Saya bukan orang yang pandai untuk membuat orang lain menyukai saya.
	B
	S

	15.


	Bahkan jika saya tidak menikmatinya, saya sering berpura-pura menjadi senang.
	B
	S

	16.
	Saya bukan orang yang selalu tampil di depan publik.
	B
	S

	17.


	Saya tidak akan mengubah apa yang saya pikir atau saya lakukan untuk menyenangkan atau untuk disukai orang lain.
	B
	S

	18.


	“Menjadi seorang entertainer?”, menurut saya hal itu bisa jadi pertimbangan.
	B
	S

	19.


	Dalam bergaul dan disukai, saya cenderung untuk menjadi lebih dari apa pun yang orang harapkan pada saya.
	B
	S

	20.


	Saya sama sekali bukan orang yang pandai dalam permainan charades (tebak kata/ucapan dengan menggambarkan bagian kata/ucapan ) atau dalam permainan improvisasi peran.
	B
	S

	21.


	Saya memiliki permasalahan dalam mengubah perilaku agar cocok dengan orang lain atau situasi yang berbeda.
	B
	S

	22.


	Dalam sebuah pesta, saya membiarkan orang lain membuat lelucon atau bercerita panjang lebar.
	B
	S

	23.


	Saya merasa agak canggung ketika bersama teman-teman dan sangat kurang bisa menampilkan diri seperti yang seharusnya bisa saya lakukan.
	B
	S

	24.


	Saya mampu menatap mata siapapun dan mengatakan suatu kebohongan dengan wajah datar (jika untuk kebaikan).
	B
	S

	25.


	Ketika saya sangat tidak menyukai seseorang, saya mungkin saja sedikit berbohong dengan menjadi ramah pada orang tersebut.
	B
	S


Sumber: Synder’s (1997 dalam Kadous dan Sedor, 2004)

Tahap kelima, partisipan diminta melakukan Tugas Bagian 4, partisipan menyelesaikan kembali tugas dan mengambil item 10-tes memori. Item tes-memori dibangun dalam format benar-salah dan proyek spesifik informasi yang bersangkutan, termasuk dua ancamam penting kelangsungan proyek. Apakah partisipan mengingat dengan benar ancaman kritis kelangsungan proyek adalah ukuran dependen untuk tes Hipotesis 1. Daftar pertanyaan tertera dalam tabel berikut.

Tabel 3.2 Daftar Tes-Memori

(Untuk mengukur Representasi Mental)

	No.
	ITEM
	Jawaban

	1.


	Data keuangan aktual mengungkapkan bahwa ROI tahun 2006 diharapkan akan positif.
	B
	S
S

	2.


	Penjualan per unit aktual sudah lebih tinggi daripada forecast pesimis, tetapi lebih rendah daripada forecast expected.
	B
	S
S

	3.


	Proyeksi keuangan expected menunjukkan ROI yang positif untuk semua tahun.
	B
	S
S

	4.


	“Kos produksi bahan baku langsung” aktual lebih tinggi dari yang diharapkan
	B
	S
S

	5.


	Proyeksi keuangan Optimis menunjukkan ROI yang positif untuk semua tahun.
	B
	S
S

	6.


	Angka ROI aktual untuk tahun 2004 dan 2005 lebih rendah dari proyeksi pesimis.
	B
	S
S

	7.


	Produk cacat aktual sudah lebih tinggi daripada prediksi yang diharapkan untuk semua tahun.
	B
	S
S

	8.


	Produk scanner genggam ini dijual dengan harga yang sangat kompetitif.
	B
	S
S

	9.


	Terjadi masalah produksi pada awal proyek, tetapi ini telah diselesaikan.
	B
	S
S

	10.


	“Kos lain-lain” telah konsisten dengan prediksi untuk semua tahun
	B
	S
S


Sumber: Kadous dan Sedor 2004

Tahap keenam, partisipan diminta untuk menjawab pertanyaan pada manipulation checks.
3.2 Model Teori

Model Teoritis hubungan kausal antara tujuan yang ditetapkan dan rekomendasi kelanjutan proyek adalah pada gambar 3.2 sebagai berikut:
[image: image1.emf]
Gambar 3.2 Model Teori

3.3 Metode dan Desain Eksperimen II

Subyek adalah 50 mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi FEB UGM Yogyakarta yang telah mengikuti mata kuliah akuntansi manajemen. Subyek dalam penelitian ini berpartisipasi secara sukarela. 

Prosedur Eksperimen II dan Tugas Subyek/Partisipan


Gambar 3.3 Tahap pelaksanaan eksperimen II

Pada tahap pertama, peneliti memberi pengarahan tugas kepada partisipan selama 5 menit. Pada pengarahan ini partisipan diberi informasi bahwa mereka berperan sebagai konsultan yang disewa untuk memberikan rekomendasi kepada direksi perusahaan. Tujuan penugasan (umum, alternatif khusus) dan prasyarat justifikasi (Ada, Tidak ada) dimanipulasi antara subyek-subyek. Kondisi tujuan, prosedur dan material kasus sama dengan eksperimen I, dengan pengecualian semua partisipan diberikan tugas merekomendasi kompensasi manajemen terlebih dulu. 

Pada tahap kedua, partisipan diminta mengerjakan tugas bagian 1 yaitu membaca bahan kasus, Partisipan yang tidak diizinkan untuk mencatat dan diberitahu bahwa mereka belum mempunyai akses pada material kasus ketika mereka membuat rekomendasi. 

Pada tahap ketiga, partisipan diminta untuk melakukan tugas bagian 2. Ketika partisipan menunjukkan bahwa mereka telah selesai meninjau ulang informasi, kemudian mereka membuat dua rekomendasi: (1) apakah untuk melanjutkan atau menghentikan proyek (kinerja buruk) dan (2) bagaimana caranya struktur rencana kompensasi manajemen. Partisipan dengan tujuan khusus dan kondisi-kondisi tujuan tidak khusus membuat rekomendasi yang berhubungan dengan tujuan penugasan mereka terlebih dulu. Kemudian partisipan menunjukkan keyakinan mereka atas ketepatan rekomendasi mereka pada skala Likert "sangat tidak yakin" (0) dan "sangat yakin" (10) sama seperti pada eksperimen I.

Pada tahap keempat, partisipan diminta untuk melakukan tugas bagian 3, partisipan diminta untuk melengkapi instrumen perbedaan individu, dengan skala self-monitoring (Snyder’s 1997.) sama halnya dengan tugas partisipan pada eksperimen I.
Tahap kelima, partisipan diminta melakukan tugas bagian 4, partisipan menyelesaikan kembali tugas dan mengambil item 10-tes memori. Item tes-memori dibangun dalam format benar-salah dan proyek spesifik informasi yang bersangkutan, termasuk dua ancamam penting kelangsungan proyek. 
3.4 Pengujian Hipotesis

Untuk menguji H1 dilakukan dengan menggunakan Analysis of Variance (ANOVA) Hipotesis 1 uji dengan membandingkan tujuan penugasan terhadap skor pengetahuan subyek pada eksperimen I pada kasus 1, 2 dan kasus 3. Jika hasil ANOVA menunjukkan Fisher’s exact test, p = 0.05 atau lebih kecil dari 0.05 dari variabel independen tujuan penugasan maka hipotesis 1 didukung. Pengujian hipotesis 2 dilakukan dengan membandingkan tujuan penugasan terhadap rekomendasi menghentikan proyek pada eksperimen I. Jika hasil ANOVA menunjukkan Fisher’s exact test, p = 0.05 atau lebih kecil dari 0.05 maka hipotesis 2 didukung. Hipotesis 3 diuji dengan membandingkan tujuan penugasan (umum, alternatif khusus) dengan perlakuan prasyarat justifikasi terhadap rekomendasi kelangsungan proyek pada subyek eksperimen II. Jika hasil menunjukkan Fisher’s exact test, p lebih besar dari 0.05 maka hipotesis didukung. 

4. HASIL PENELITIAN
Pada eksperimen II penelitian dilakukan dengan menerapkan ketiga kondisi eksperimen di setiap kelas yang digunakan dengan membagikan ketiga macam versi instrumen eksperimen I secara acak untuk setiap subyek pada tanggal 6 Mei 2010 pukul 09.05 WIB bertempat di Lab B FEB UGM pada mahasiswa kelas A semester 5. Pada eksperimen II dengan membagikan empat macam versi instrumen eksperimen II pada tanggal 6 Mei 2010 pukul 12.10 WIB bertempat di Ruang T102 FEB UGM pada mahasiswa kelas B semester 5 atas seijin dosen pengajar kelas yang bersangkutan. 
Subyek yang ikut dalam eksperimen I maupun eksperimen II berjumlah 102 mahasiswa dengan 58 wanita dan 44 pria. Rata-rata mahasiswa berusia relatif sama yaitu 19 tahun sampai dengan 20 tahun dan juga mempunyai pengalaman yang relatif sama yaitu mahasiswa semester 5 (telah menempuh mata kuliah akuntansi manajemen dan manajemen keuangan). Karena partisipan masing-masing mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapat tugas eksperimen I maupun eksperimen II, maka tugas Eksperimen I dan II diberikan secara acak. Pemberian tugas eksperimen secara acak dilakukan untuk menghindari kesalahan atau bias yang disebabkan pengaruh umur, jenis kelamin dan pengalaman (Sekaran, 2003). 

Hipotesis 1 ini menguji pengaruh tujuan penugasan dengan representasi mental yang diukur dengan skor pengetahuan. Hasil dari eksperimen I untuk hipotesis 1 menunjukkan mean dan standard deviation untuk skor pengetahuan rendah 7.25; 1.970172 dan skor pengetahuan tinggi 7.125; 1.263635 serta menunjukkan Fisher’s exact test p = 0.000. Sehingga hasil tersebut mendukung hipotesis 1(a) dan hipotesis 1(b) bahwa konsultan yang ditugasi dengan tujuan merekomendasikan apakah sebuah proyek seharusnya dilanjutkan atau diberhentikan adalah lebih mungkin untuk mengingat ancaman kritis terhadap kelangsungan proyek secara akurat daripada konsultan yang ditugasi tanpa tujuan spesifik, atau konsultan yang ditugasi dengan tujuan alternatif dan spesifikasi.

Hasil uji hipotesis 2 (a) menunjukkan nilai Fisher’s exact test, p = 0.253) sehingga hipotesis 2 (a) tidak didukung. Demikian pula pada hipotesis 2 (b) sebagaimana tertera dalam tabel 4.8 menunjukkan nilai Fisher’s exact  test, p = 0.088) sehingga hipotesis 2(b) tidak didukung. Hal ini kemungkinan terjadi karena subyek belum berpengalaman sebagai konsultan manajemen sehingga walaupun skor pengetahuan tinggi dalam mengingat ancaman-ancaman kritis terhadap kelangsungan proyek, ternyata subyek yang diberikan tujuan khusus cenderung lebih banyak merekomendasikan melanjutkan proyek yang berkinerja buruk dibandingkan merekomendasikan untuk menghentikan proyek yang berkinerja buruk. 
Hasil uji hipotesis 3 menunjukkan bahwa secara statistik efek utama justifikasi pada rekomendasi untuk dua level tujuan penugasan (umum, alternatif khusus) tidak mempunyai pengaruh terhadap rekomendasi kelangsungan proyek. Seperti yang diharapkan peneliti prasyarat justifikasi tidak mempunyai pengaruh pada kondisi tujuan alternatif khusus untuk menghentikan proyek dengan kinerja yang buruk ditunjukkan dengan nilai Fisher’s exact test p = 0.552 maka hasil ini mendukung hipotesis 3(b). Demikian pula pada prasyarat justifikasi tidak berhubungan dengan rekomendasi partisipan pada kondisi tujuan umum yang ditunjukkan dengan nilai Fisher’s exact test p = 0.552) maka hipotesis 3(a) didukung. 

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, IMPLIKASI DAN SARAN
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bahwa spesifikasi penugasan mempunyai pengaruh terhadap rekomendasi menghentikan proyek yang berkinerja buruk dengan sebuah peran representasi mental yakni semakin tinggi tingkat pengetahuan dalam mengingat ancaman-ancaman kritis terhadap kelangsungan proyek maka tidak akan mempengaruhi rekomendasi untuk menghentikan proyek yang berkinerja buruk, kecuali konsultan diberikan mandat khusus dalam penugasannya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa konsultan dengan tujuan khusus kurang memanfatkan informasi akuntansi yang tercantum dalam materi kasus, padahal telah diberikan bukti perusahaan berkinerja jelek dalam proyek scanner genggam.
Adapun Keterbatasan dalam penelitian ini pertama, tidak mudah untuk menerapkan eksperimen laboratorium dengan waktu yang terbatas karena subyek membutuhkan waktu yang cukup dalam mengerjakan tugas eksperimen yang berkaitan dengan kelayakan kelanjutan proyek. Kedua, subyek penelitian belum berpengalam dalam bidang manajerial di dunia bisnis yang sesungguhnya, sehingga keputusan yang diambil dalam merekomendasikan proyek hanya terbatas pada pertimbangan berdasarkan informasi mengenai proyek dan perusahaan. Ketiga, penelitian ini terfokus pada satu proyek dan pengaruhnya pada salah satu tujuan dari 3 level tujuan penugasan (umum, alternatif khusus dan umum) pada representasi mental partisipan dan mengidentifikasi rekomendasi mereka dalam proyek yang bekinerja buruk.
Implikasi dalam penelitian ini adalah pengaruh spesifikasi penugasan terhadap rekomendasi menghentikan proyek yang berkinerja buruk tidak dapat mencegah eskalasi komitmen kecuali konsultan memiliki mandat spesifik untuk membuat rekomendasi kelangsungan proyek ketika mereka menemukan informasi akuntansi yang relevan. 

Saran untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide untuk pengembangan penelitian selanjutnya berdasarkan keterbatasan yang ada, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, melakukan penelitian untuk menguji penjelasan teori-teori lain tentang fenomena eskalasi komitmen dalam merekomendasikan menghentikan proyek yang berkinerja jelek. Kedua, menggunakan konsultan manajemen yang sesungguhnya sebagai subyek dalam penelitian selanjutnya karena akan memperkuat generalisasi temuan penelitian. Ketiga melakukan penelitian tentang penjelasan teori representasi mental dengan menggunakan instrumen yang sama dan dengan desain eksperimen yang menempatkan subyek dengan kondisi yang sama pada suatu tempat tertentu dan atau dengan meminta subyek membaca kasus eksperimen beberapa kali sehingga informasi dapat dipergunakan dengan baik. Keempat, sebaiknya untuk penelitian selanjutkan dengan menambah variabel baru yaitu: Hurdle Rates untuk menyelidiki efektifitas hurdle rates proyek, atau variabel de-eskalasi tingkat komitmen manajer pada sebuah proyek yang tidak ekonomis atau berkinerja buruk. 

LAMPIRAN
Lampiran 1. ANOVA model untuk Rekomendasi termasuk tujuan penugasan

	Source
	ss
	Df
	MS
	F
	Prob > F

	Model
	6.82026045
	3
	2.27342015
	0.94
	0.4308

	Tujuan penugasan
	6.12757794
	2
	3.06378897
	1.26
	0.2926

	Self-monitoring
	1.07795276
	1
	1.07795276
	0.44
	0.5085

	Residual
	116.622047
	48
	2.42962598
	
	


Lampiran 2. ANOVA model untuk Rekomendasi termasuk skor pengetahuan

	Source
	ss
	Df
	MS
	F
	Prob > F

	Model
	.894062078
	2
	.447031039
	0.18
	0.8369

	Skor pengetahuan
	.201379573
	1
	201379573
	0.08
	0.7778

	Self-monitoring
	701754386
	1
	.701754386
	0.28
	0.5987

	Residual
	122.548246
	49
	2.5009846
	
	


Lampiran 3. Full ANOVA model untuk Rekomendasi

	Source
	ss
	Df
	MS
	F
	Prob > F

	Model
	17.2316272
	6
	2.87193786
	1.22
	0.3155

	Tujuan penugasan
	12.7292161
	2
	6.36460807
	2.70
	0.0783

	Skor pengetahuan
	2.07034493
	1
	2.07034493
	0.88
	0.3540

	Tujuan penugasan x Skor pengetahuan
	8.06282287
	2
	4.03141143
	1.71
	0.1928

	Self-monitoring
	1.05360518
	1
	1.05360518
	0.45
	0.5075

	Residual
	106.210681
	45
	2.36023735
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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL ADOBSI 
DITINJAU DARI UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM DAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA SAMARINDA
Oleh : Umi Laili
Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT
Unity state Republic Of Indonesia guarantee prosperity every its citizen, including protection to children right representing human right.

 
Child is trust at the same time God Single grant from above The most, which ever we have to take care of because in coherent x'self of standing, prestige, and its rights as human being which must hold high is high. Than side life of and nation have state, child is nation future and of gerasi router dream of nation, so that each; every child is entitled to to the continuity of life, grow, and expand, participating and also is entitled to of protection from acting discrimination and hardness.

 
Lifting of child (adobsi) is an deed of intake of others child into family alone, so that between old fellow collecting the collecting child and child arise an is same familiarity law, like old fellow and child with child contain alone him. Lifting of child can only be done/conducted by for the sake of best to child and conducted pursuant to local habit and rule of law and regulation going into effect.

 This Pelitian is done by using empirical method and have the character of quantitative join among and yuridis of normative about process punish and applying in child adoption. Then comparing them with child rights which is contained in Law about Human rights and Law Protection of Child and regulation of lagislation of other lagislations.

 Result of research indicate that lifting of town child of Samarinda in general is in fact executed to utilize to petrify all husband/wife spouse which not yet owned child and at the same time give aid to child coming family unable to, what is in general conducted with intention of good utilize is giving each other aid one another. But in its its his without procedure matching with law and regulation going into effect. Execution of lifting of child is that way resulted by its minim of knowledge of them to child rights in realizing protection of child.

In order that children right to be able to live, grow, expanding, and participating in an optimal fashion hence to child which in adobsi is entitled to get foster parent or sponsor pursuant to justice decision if both old fellow have passed away or because of valid cannot do duty them as a is old. Lifting of child pursuant to law and regulation will give rule of law to society.

_____________________________________________

Keywords : lifting of child, law, regulation
1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Hak konstitusional bagi anak sudah dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan konstitusional ini merupakan kewajiban Negara (state obligation) untuk menurunkannya ke dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, maka secara yuridis-konstitusional absah jika setiap anak yang dilahirkan melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia.
Jaminan perlindungan hak asasi anak sebagai hak asasi manusia termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 Pasal 28B ayat 2 yang selengkapnya berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Anak (United Nations Convention on the Rights of the Child) dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990. Konsekuensi setiap Negara peserta (state parties) termasuk Indonesia berkewajiban menjamin (to ensure) melindungi (to protect), memenuhi (to fulfill), memajukan (to promote) dan menghargai (to respect) hak-hak anak. 
Berdasarkan ketentuan Konvensi Hak Anak, pada esensinya anak berhak untuk hidup dan tumbuh kembang secara wajar dalam lingkungan keluarganya. Keluarga adalah tempat dan komunitas yang terbaik bagi tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, terhadap anak-anak yang terpisah dari keluarganya (separated children) misalnya karena konflik bersenjata, ataupun terpisah dari keluarganya karena bencana alam maka langkah yang diutamakan adalah pengembaliannya ke dalam keluarga (family reunification). 
Seperti tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 56 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau di angkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 57 ayat (2) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Dalam Pasal 57 ayat (3) UU No. 39/1999 menegaskan bahwa orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) harus menjalakan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.
Selanjutnya, dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, secara eksplisit juga mengatur tentang pengasuhan anak pasal 37 ayat (1) yang menyatakan pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun social. Pasal 38 ayat (1) pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak dan kondisi fisik dan/atau mental.
Nampak dalam ketentuan-ketentuan pasal tersebut mengandung perlindungan anak, namun bagaimana pelaksanaannya?. Ini tergantung pada bagaimana nilai-nilai yang dianut masyarakat pada umumnya.
Lahirnya UU No.23 Tahun 2002 memberikan norma baru bagi penyelenggaraan pengangkatan anak, sehingga dipandang perlu dilakukan penyempurnaan prosedur pengangkatan anak, sehingga kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak tetap terjaga.
Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan anak yang dilakukan, wajib tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya.
 Pengangkatan anak berdasarkan peraturan Perundang-undangan akan mendapatkan kepastian hukum yaitu melalui penetapan dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama. Namun hingga kini, faktanya banyak masyarakat yang melakukan pengangkatan anak tidak sesuai dengan ketentuan tersebut sehingga anak angkat tidak memiliki kepastian hukum, baik dilihat dari hukum adat maupun dari penetapan pengadilan.
 Beberapa kasus bahkan terjadi di sekeliling penulis, selain pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan, bahkan identitas anak di palsukan, dengan alasan agar anak seolah sebagai anak kandung penerima adobsi. Sehingga pada akte kelahiran pun tercantum orang tua angkat sebagai orang tua kandung. Dalam hal ini jelas melanggar hak anak, dimana anak berhak untuk diasuh dan dibesarkan oleh orang tua kandungnya dan setiap orang dilarang memisahkan hubungan batin antara orang tua kandung dengan anaknya, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Dalam undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 59 ayat (1) disebutkan pula Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
 Fenomena terhadap banyaknya orang tua angkat yang melakukan pengangkatan anak tanpa prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, diperkuat dengan hasil obsrervasi lapangan yang dilakukan peneliti menunjukkan dari 40 responden ibu-ibu yang terdiri dari anggota Majelis ta’lim, anggota organisasi wanita dan organisasi masyarakat lainnya di Samarinda yang mengamati, melihat dan mendengar bahwa sebagian besar pelaku adobsi ogah melakukan sesuai dengan prosedur hukum dengan alasan malas dengan prosedur yang berbelit dan khawatir justru pengangkatan anak tidak diijinkan oleh pihak-pihak yang berwenang. 
 Untuk mendapatkan pengetahuan, pemahaman yang tepat, pengertian yang dalam serta penguasaan yang lengkap mengenai rendahnya pelaku pengangkatan anak untuk melakukan pengangkatan anak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kendala yang mungkin ditemui oleh calon pemohon, belum memahami dan mengerti bahwa anak mempunyai hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tua kandungnya, jika dimungkinkan pengangkatan anak, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sehingga akhirnya peneliti ini akan menganalisis, memberikan edukasi dan sosialisasi akan pentingnya perlindungan anak. 
Dengan demikian agar kepastian hukum dan kepentingan bagi anak tetap terlindungi, jurnal diharapkan dapat memberikan solusi bagi perlindungan anak yang pengasuhannya berada pada orang tua asuh serta semoga memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah dalam hal pengangkatan anak dalam upaya perlindungan anak.
1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian/latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu :

1. Bagaimanakah peraturan Perundang-undangan mengatur mengenai pengangkatan anak ?

2. Bagaimana prosedur hukum pengangkatan anak ?
3. Bagaimana upaya Perlindungan Anak dari Penyalahgunaan secara Melawan Hukum dalam Pengangkatan Anak ?

2. METODE PENELITIAN
Dilakukan dengan menggabungkan antara yuridis normatif yakni menelaah norma hukum tentang proses hukum dan penerapan dalam adopsi anak. Secara kritis kemudian membandingkannya dengan hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Perlindungan Anak.

3. HASIL PENELITIAN
3.1 Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Mengenai Pengangkatan Anak Dalam Rangka Perlindungan Anak


Perbuatan pengangkatan anak bukanlah suatu perbuatan hukum yang dapat terjadi pada setiap saat seperti halnya dengan penyerahan barang, melainkan merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukan adanya kesungguhan, cinta kasih dan kesadaran yang penuh akan segala akibat selanjutnya dari pengangkatan anak tersebut.
Dari hasil obsrervasi lapangan yang dilakukan peneliti menunjukkan dari 40 responden ibu-ibu yang terdiri dari anggota Majelis ta’lim, anggota organisasi wanita dan organisasi masyarakat lainnya di Samarinda, terdapat beberapa alasan seseorang melakukan adobsi anak antara lain :

a. Dengan niat tulus ingin membantu mengasuh anak orang lain karena orang tua kandung anak dalam kondisi serba kekurangan.
b. Sebagai alat memancing, karena pasang suami istri pelaku adobsi belum dikaruniai anak.

c. Anak hasil hubungan gelap, yang sengaja diserahkan orang tua kandungnya.
d. Anak dari keluarga besar.
e. Karena anak sudah besar semua.
f. Menginginkan anak dengan jenis kelamin tertentu.
Alasan seseorang enggan melakukan adobsi sesuai dengan hukum yang berlaku antara lain :

a. Baik orang tua kandung maupun orang tua angkat menganggap birokrasi yang berbelit menyulitkan sehingga masyarakat enggan melakukan proses pengangkatan anak melalui Pengadilan.

b. Khawatir jika adobsi melalui prosedur yang berlaku justru tidak disetujui Pemerintah.

c. Tidak tau mau bagaimana caranya.
d. Tidak mau repot.
e. Mengira adobsi yang ia lakukan adalah sudah benar.

f. Tidak ada waktu untuk mengurus.
g. Tidak tau tentang hak-hak anak sehingga menganggap adobsi ilegal sebagai sesuatu yang sudah benar.
Hasil analisa penulis terkait pengangkatan anak tidak melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, telah melangar hak-hak dasar anak berikut ini beberapa ketentuan yang berkenaan dengan pengangkatan anak/adopsi sebagai berikut :

a. Konstitusi UUD 1945


Undang-undang Dasar 1945 Amandemen IV Pasal 28 B Ayat (2) menyatakan Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 34 Ayat (1) menyatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

b. Instrumen Internasional

Konvensi Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) Pasal 21 menyatakan bahwa Negara-negara pihak yang mengakui dan/atau memperkenankan system adopsi harus menjamin bahwa kepentingan-kepentingan terbaik si anak akan merupakan pertimbangan terpenting dan mereka harus Menjamin bahwa adopsi seorang anak disahkan hanya oleh para penguasa berwenang yang menetapkan, sesuai dengan undang-undang dan prosedur-prosedur yang berlaku. 

c.  Undang N0. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

Mengacu kepada Konvensi Anak, Indonesia telah menerbitkan Undang-undang N0. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu Pasal 57 menyatakan:

1).
Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2).
Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.

3)
Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

Pasal 59 menyatakan:

1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.

2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang.

d. Undang N0. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak 

Sebagai tindak lanjut dari konvensi Hak Anak diatas dan Indonesia telah meratafikasinya maka diterbitkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 39 menyatakan:

1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

3) Calon orang tua angkat harus seagama yang dianut oleh calon anak angkat.

4) Pengangkatan anak oleh warga asing hanya dapat dilakukan sebagaiman upaya akhir.

5) Dalam hal asal usul anak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40 menyatakan:

1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.

2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41 menyatakan:

1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12 menyatakan:

1) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.

2) Kepentingan kesejahteraan anak termaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

3.2 Pembahasan prosedur pengangkatan anak

Pengangkatan anak (adobsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri semikian rupa, sehingga antara orang tua yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti anak dan orang tua dengan anak kandungnya sendiri (Wigyodipoero, dalam Prof. Dr. Hj. Made Sadhi Astuti .SH hukum pidana anak dan perlindungan anak).
 Pengangkatan anak bukan program atau tindakan biasa seperti menangani masalah anak jalanan atau anak korban kekerasan, karena pengangkatan anak padat dengan proses hukum yang wajib dipatuhi. Secara yuridis formal pengangkatan anak adalah lembaga hukum yang mengubah status legal seorang anak, dari orangtua (keluarga) biologisnya kepada hubungan hukum baru dimana anak memiliki pula orangtua angkatnya.
Pengangkatan anak, karenanya adalah masalah legal status seorang sebagai subyek hukum. Oleh karena itu, proses hukum adopsi anak diatur dalam materi Undang-undang, dalam hal ini UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 41 menyatakan “pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Dengan demikian, proses dan prosedur pengangkatan anak, sangat ketat dalam hal kepatuhan hukum atas syarat/ketentuan pengangkatan anak dan Konsistensi dalam proses tata cara penyelenggaraannya. Dengan ancaman sanksi pidana dan denda jika dilakukan pelanggaran dalam prosesnya.
Dalam pelaksanaan pengangkatan anak saat ini sudah disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pegangkatan Anak. Ketentuan PP No. 54 tahun 2007 ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan pasal 39 s/d pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002. 
Dalam PP No 54 Tahun 2007 diatur mengenai berbagai hal sebagai berikut : Ketentuan Umum termasuk prinsip pengangkatan anak yang dilakukan dengan prinsip :

1. Seagama antar anak dengan orangtua angkat (pasal 3);

2. Dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak (pasal 2);
3. Tidak memutuskan hubungan darah anak dengan orangtua kandungnya (pasal4);
4. Pengangkatan anak intercountry hanya upaya terakhir (pasal 5); dan 

5. Kewajiban memberitahukan asal usul anak (pasal 6).

Terkait adobsi anak, jika dilihat dari berbagai produk peraturan Perundang-undangan sebagaimana bahasan 1 di atas, pengangkatan anak / adobsi itu hanyalah sebagai upaya terakhir dan hanya demi kepentingan terbaik untuk anak. Bahkan dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia secara tegas menyatakan, jika Negara memperkenankan system adobsi harus menjamin bahwa kepentingan terbaik untuk anak merupakan pertimbangan terpenting.
Dalam hal pengangkatan anak wajib dilaksakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara Mengajukan permohonan Penetapan Pengangkatan Anak ke Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam) atau ke Pengadilan Negeri (bagi yang beragama Non Islam), dengan melengkapi syarat-syarat pengangkatan anak, bukti sah pengangkatan anak berupa penetapan pengadilan.
Menurut A Hadi utomo Divisi advokasi hak-hak anak yayasan bahtera – yayasan masyarakat sehat, dalam rapat koordinasi kab/kota layak anak yang diselenggarakan di gedung Gubernur Provinsi Kaltim bulan Maret 2014 lalu, disampaikan “jika merujuk pada Hukum Agama Islam yang berlaku, yang secara mayoritas dianut masyarakat kita, sesungguhnya adobsi dalam hukum Islam itu tidaklah ada. Tumbuh kembang anak sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tua kandungnya sendiri, keluarga terdekatnya, dengan bantuan masyarakat pada umumnya. Sehingga keberadaan panti-panti asuhan pun tidak akan mampu memberikan kasih sayang semurni kasih sayang orang tua kandungnya dan keluarga besarnya. Jika kita ikuti apa yang di contohkan keluarga Rosulullah Saw, pengasuhan anak ketika orang tuanya sudah tidak ada lagi, diasuh oleh pamannya, kakeknya dan dan lain-lain yang masih dalam lingkungan keluarga dekatnya”. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan (Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam). 
Agar anak adobsi mendapatkan perlindungan hukum, proses pengangkatan anak wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun syarat untuk dapat mengangkat anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak, orang tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan (Pasal 32 Permensos No. 110/2009) pasal 4 sebagai berikut :

1. Syarat Calon Anak Angkat (CAA) : 

a) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas ) tahun. 

b) Merupakan anak terlantar atau anak diterlantarkan. 

c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak dan memerlukan perlindungan khusus.

Pengangkatan anak yang belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama. Pengangkatan anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai di bawah 12 (dua belas) tahun dibolehkan apabila ada alasan yang mendesak berdasarkan laporan sosial, seperti anak terlantar yang berada dalam situasi darurat dan pengangkatan anak yang berusia 12 tahun sampai di bawah umur 18 tahun dibolehkan terhadap anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus.
2. Syarat Calon Orang Tua Angkat (COTA)
a) sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA;

b) berumur paling rendah 30 (tiga puluh ) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;

c) beragama sama dengan agama calon anak angkat;

d) berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;

e) tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;

f) dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;

g) memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua/wali anak;

h) membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;

i) adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Provinsi;

j) telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan,sejak izin pengasuhan diberikan; dan

k) Memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.

Berdasarkan angket/quisioner yang kami bagikan kepada responden, selaku orang tua yang mengangkat anak ternyata ada beberapa pasangan suami istri menisbatkan nama anak adobsi kepada nama mereka. Sehingga anak hasil adobsi seolah-olah menjadi anak kandung orang tua angkatnya. Sebagian besar pengadobsi melakukannya untuk mempermudah dalam pembuatan akta kelahiran anak, hal semacam ini pelaku adosi menganggap tepat, mudah tanpa harus direpotkan dengan kelengkapan berkas dan melalui proses birokrasi yang merepotkan.
 Hasil wawancara penulis dengan Hasnaini, S. Ag. Panitera Pengadilan Agama Samarinda tanggal 10 April 2014 bahwa prosedur pengangkatan anak bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama Setempat, dalam prosesnya tidak lah serumit dan sesulit yang dibayangkan masyarakat pada umumnya. Data yang kami peroleh dari narasumber, penetapan Pengadilan Agama terkait adobsi anak rata-rata dalam 1 (satu) tahun terdapat 2 pemohon. 2 penetapan rata-rata per tahun ini menurut penulis mencerminkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap kepatuhan dalam hal proses hukum pengangkatan anak yang harus belum baik. 
Hasil wawancara penulis dengan Yuniarti, SH salah seorang panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda jumlah pemohon penetapan pengadilan terkait dengan adobsi anak rata-rata hanya 1 (satu) atau 2 (dua) penetapan saja. Pandangan masyarakat terhadap rumitnya birokrasi yang rumit dalam hal pengangkatan anak tidaklah benar adanya. Yuniarti, SH berpendapat ketidak siapan mental kekurang sabaran serta minimnya pemahaman terhadap perlindungan anak dari masyarakat pelaku adobsilah yang menyebabkan mereka enggan melakukan adobsi memalui prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pada Pengadilan Negeri Samarinda, namun sejauh ini gugatan pidana dari orang tua kandung, terhadap pengkaburan asal usul anak belum ada.

3.3 Upaya Perlindungan Anak dari Penyalahgunaan dan Tindakan Melawan Hukum dalam Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak / adobsi secara ilegal cenderung merugikan anak yang menjadi korban adobsi. Meskipun dalam kenyataannya ada pula pelaku adobsi yang benar-benar tulus untuk membantu mengasuh anak angkatnya dengan tetap memperkenalkan siapa orang tua kandungnya sejak kecil.

Dalam pengangkatan anak, kecenderungan merugikan terjadi walaupun niat baik untuk membatu mengasuh dan membesarkan anak dari keluarga yang secara ekonomi keterbatasan, dalam prakteknya justru melanggar hak anak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tua kandungnya. 
Hasil wawancara kami dengan salah satu responden yang memiliki saudara yang melakukan adobsi anak, seorang anak telah diasuh dalam lingkungan keluarga berkecukupan secara ekonomi, hingga anak tersebut telah dewasa. Sehingga orang tua asuhnya memberitahukan status anak yang dianggap telah dewasa dan siap secara mental tersebut tentang siapa orang tua kandungnya sesungguhnya, namun hal tak terduga terjadi, justru anak tersebut tidak juga siap secara emosional mengetahui kenyataan tentang orang tua kandungnya ternyata miskin, yang hingga kini anak tersebut justru tidak mau mengakui orang tua kandungnya karena malu teman-temannya, lingkungan mengetahui siapa dia sebenarnya. 
Dapat dimungkinkan hal semacam ini terjadi karena anak tidak diajari dan diperkenalkan sejak kecil bahwa kewajiban anak untuk menerima lingkungan dalam keadaan apapun, saling menyayangi sesama, menghormati kepada yang lebih tua dan kewajiban- kewajiban lain, apalagi terhadap orang tua kandungnya sendiri. 
Dalam pasal 19 Undang-undang tentang perlindungan anak, dinyatakan bahwa setiap anak berkewajiban untuk : 

a. Menghormati orang tua, wali dan guru;
b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan

e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
Pengangkatan anak yang dilaksanakan dengan melawan hukum, berimplikasi pada atau terkait dengan perbuatan pidana lainnya. Namun oleh karena dimensi pengangkatan anak terkait dengan perbuatan lainnya maka berbagai peraturan perundang-undangan dapat ditetapkan untuk perlindungan anak dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang melawan hukum. Berikut ini lingkup ancaman hukuman terkait penyalahgunaan pengangkatan anak :
a. Tindak Pidana terkait Pengangkatan Anak Melawan Hukum atau Penyalahgunaan Anak yang mengacu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP ditemukan berbagai pasal yang dalam penerapannya dapat dikaitkan dengan atau untuk perlindungan anak yang sebelum, pada saat proses maupun setelah pengangkatan anak yang dilakukan dengan melawan hukum, penyalahgunaan, sehingga merupakan perbuatan pidana yang dapat didakwa dengan KUHP.
Oleh karena perbuatan hukum pengangkatan anak dapat diikuti atau berimplikasi pada perbuatan pidana, baik pidana yang terkait langsung maupun tidak langsung seperti pemalsuan surat, menggunakan surat palsu, melakukan perdagangan anak dan sebagainya. Berikut identifikasi dalam KUHP :

· Memalsukan surat (Pasal 263 ayat 1);
· Menggunakan surat palsu (Pasal 263 ayat 2);
· Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (Pasal 266).
· Orang sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada tau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat (Pasal 268).
b. Tindak Pidana dalam Pengangkatan Anak

Pasal 79 UU No. 23/2002. Pengangkatan anak, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni :

· Untuk kepentingan terbaik anak dan berdasarkan perundangan dan adat kebiasaan setempat.

· Tidak memutuskan hubungan darah dengan orangtua kandungnya.

· Harus seagama dengan calon orangtua angkat.

· Intercountry adoption, hanya upaya terakhir (ultimum remidium).
Pasal 79 UU No.23/2002: “ Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (ima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

c. Tindak Pidana Pengangkatan Anak untuk/dalam Perdagangan Orang.
Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diatur mengenai pelanggaran atas pengangkatan anak untuk perdagangan anak.

Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi, dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling sedikit sebanyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)”;

4. KESIMPULAN
 Anak merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai posisi sangat rentan dari berbagai kondisi yang tidak berdaya dan masih tergantung pada orang lain karena kondisi secara mental dan fisik anak masih dalam tahap perkembangan. Dalam ketidak berdayaan ini menyebabkan anak sering diperlakukan salah oleh orang dewasa, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Akibat perlakuan salah tersebut perkembangan anak menjadi terganggu. 
Adanya adobsi/ pengangkatan anak dikota Samarinda pada umumnya sesungguhnya dilaksanakan terhadap pasangan suami istri yang tidak memiliki atau kurang dalam memiliki anak dan berniat memberikan bantuan kepada anak yang berasal keluarga tidak mampu, yang dengan niat iktikat baik guna saling memberikan bantuan satu sama lainnya. Namun dalam pelaksanaanya masih dilaksanakan dengan tanpa prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pengangkatan anak demikian diakibatkan minimnya pengetahuan mereka terhadap hak-hak anak dalam mewujudkan perlindungan anak. 
Sebagian pengangkatan anak di kota Samarinda sebagian besar dilakukan terhadap kerabat dekat dengan maksud membantu keluarga, meskipun demikian dalam upaya meningkatkan pemahaman akan pentingnya perlindungan hukum bagi anak, adobsi/pengangkatan anak agar pengangkatan anak sah dan berkah wajib dilaksanakan secara legal sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dengan melalui pengajuan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dalam keabsahan anak angkat.
Dalam pelaksanaan pengangkatan anak, kendala yang mungkin ditemui oleh calon orang tua angkat diakibatkan belum adanya kemauan, pemahaman dan pengetahuan yang benar bahwa anak mempunyai hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tua kandungnya. 
Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, anak berhak mendapatan perlindungan oleh karena itu Undang-undang No. 39/1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah ketentuan hukum yang secara konstitutif mengukuhkan hak-hak anak dan mengukuhkan kewajiban bagi pemerintah selaku eksekutif dan pemangku Hak Asasi Manusia, maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan langkah-langkah administrative dan program aksi langsung untuk memenuhi hak-hak.
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LAMPIRAN
QUISIONER 

PENELITIAN TENTANG IMPLEMENTASI PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI ANAK) DITINJAU DARI UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM DAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
Yth, Bapak/ibu/sdra/i Responden

 di – Samarinda

 Dengan hormat, bersama ini kami mohon agar Bapak/ibu/sdra/i dapat membantu kami untuk mengisi quisioner yang kami bangikan ini, kami berharap bantuan Bapak/ibu/sdra/i untuk dapat mengisi/ memberi informasi pada kami sesuai dengan pertanyaan pada kolom terlampir sebagai bahan pembuatan jurnal dengan judul implementasi pengangkatan anak (adopsi anak) ditinjau dari uu no. 39 tahun 1999 tentang ham dan uu no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Perlu kami sampaikan bahwa dalam mengisi quisioner ini tidak ada jawaban yang benar atau yang salah, kami hanya membutuhkan jawaban yang sesuai dengan hati nurani/ kejujuran masing-masing responden saja. Semua jawaban akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian saja, bantuan dari Bapak/ibu/sdra/sdri dalam menjawab quisioner ini merupakan bantuan yang sangat berarti bagi penelitian kami.
Demikian, atas bantuan serta kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terimakasih. 
Samarinda, Maret 2014 

Peneliti,

UMI LAILI

QUISIONER MOHON DIISI SESUAI DENGAN YANG ANDA KETAHUI SAJA.
1) Menurut anda apakah yang dimaksud dengn adobsi/pengangkatan anak?

2) Menurut anda apakah adobsi anak itu wajib melalui proses hukum?

3) Sepanjang yang anda ketahui, apakah adobsi yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar kita telah legal/ melalui prosedur hukum yang berlaku? 

4) Menurut anda apa saja alasan seseorang melakukan adobsi anak?

5) Kira2 apa alasannya seseorang rela/ tega memberikan anak kandungnya untuk diserahkan kepada orang lain yang kadang baru dikenalnya?

6) Apakah ada jaminan anak yang teradobsi yakin mendapatkan perlindungan, dapat tumbuh kembang secara wajar, mendapatkan kebahagiaan lahir batin?

7) Mengapa masyarakat kita enggan melakukan adobsi anak secara legal/resmi?

8) Apa alasan bagi mereka, sehingga malas untuk melakukan adobsi secara resmi?

9) Apakah anak yang diadobsi dapat terpenuhi hak-haknya sebagai anak harusnya di diasuh dan dibesarkan oleh orang tua kandungnya?

Untuk pengadilan negeri:

1) Minta data adobsi anak

2) Apakah ada gugatan pidana dari orang tua kandung, terhadap pengkaburan asal usul anak

3) Apakah ada gugatan ke pengadilan terkait dengan pengkaburan asal usul/ identitas anak? Memisahkan anak dengan orang tua kandung ?

KILAS BALIK LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM RANGKA PENGUATAN FONDASI EKONOMI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2011-2013

Oleh : Siti Amalia
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT
Last three years (2011-2013), macroeconomic conditions in East Kalimantan was encouraging, which is characterized by a relatively GDP that can contribute significantly to the national economy. However, macroeconomic conditions have not been too encouraging East Kalimantan, which is characterized by poverty and unemployment is still relatively large. Although quite high HDI East Kalimantan, but still had not moved from the top five nationally. Slowing economic growth impact on employment conditions, that although the numbers are increasing, but the rate of diminishing productivity. The level of labor productivity decreases make progress reducing poverty also declined. All of these conditions allegedly caused by the direction of development in East Kalimantan are still relying on the extractive sector, making it less able to strengthen the foundation of the economy as a whole. Productive economic sector in East Kalimantan has great potential, given the tendency of this sector has rapidly than other sectors. Thereby strengthening the productive sector of the economy is believed to strengthen the economic foundation of East Kalimantan after the stronger awareness that reliance on extractive sector will only weaken the economic foundations of East Kalimantan as a whole.
_________________________________________
Keywords : East Kalimantan, macroeconomic conditions, labor productivity
1. PENDAHULUAN
Pendapatan Domestik Regional Brutto (PDRB) Kalimantan Timur selama tiga tahun terakhir berkonstribusi cukup besar bagi perekonomian nasional. Kontribusi besar ini terutama disuplai oleh PDRB dengan migas yang mencapai angka 425,4 Triliyun pada Tahun 2013. Angka PDRB Kaltim Tahun 2013 ini, adalah angka yang terus menaik dari tahun sebelumnya, yaitu 391,8 Triliyun pada Tahun 2011 dan 419,5 Triliyun pada Tahun 2012.

Meski PDRB relatif besar, namun laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur terus berada di bawah rata-rata nasional, bahkan berada di bawah rata-rata Kalimantan. Kecenderungan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur juga cenderung terus melambat. Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi bukan hanya disebabkan oleh gejolak perekonomian global, tetapi diduga juga disebabkan oleh semakin melemahnya fondasi ekonomi Kalimantan Timur. Fondasi ekonomi Kalimantan Timur tercermin dari kuat dan lemahnya sektor pertanian, yang menjadi leading sektor ekonomi Kalimantan Timur. 

Dugaan ini didasari oleh data penurunan laju pertumbuhan ekonomi paling tinggi justru di alami oleh tanpa migas (Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kaltim). Laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas di Tahun 2011 mencatat angka 12,06%, turun sangat drastis di Tahun 2013 hanya 5,17%. Bandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi dengan migas yang di Tahun 2011 mencatat angka 4,09% dan hanya melambat menjadi 1,59% di Tahun 2013.
Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas mengindikasikan bahwa fondasi ekonomi Kalimantan Timur semakin melemah. Untuk itu perlu dicermati komponen-komponen yang menjadi penyebab dari melemahnya fondasi ekonomi Kalimantan Timur ini. Salah satunya adalah dengan mencermati kilas balik indikator ekonomi makro dan mikro Kalimantan Timur yang dalam kajian ini dilakukan terhadap data dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2011-2013).
2. TINJAUAN PUSTAKA
Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikkan output per kapita dalam jangka panjang. Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam definisi tersebut yaitu: (1) Proses, (2) Output per kapita dan (3) Jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini nampak aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Sedangkan teori pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikkan output perkapita dalam jangka panjang dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan.
Awal dasawarsa tahun lima puluhan hingga lebih kurang pertengahan tahun enam puluhan, pembangunan disamakan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Karena orang percaya, hasil-hasil pembangunan akan dengan sendirinya menetes ke bawah (Trickle Down Effect) sebagaimana yang terjadi di negara-negara yang sekarang tergolong maju. Jadi yang perlu diusahakan dalam pembangunan adalah bagaimana caranya untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut. Bahwa pada tahap awal pembangunan terdapat tingkat kesenjangan pembagian pendapatan yang menyolok seperti yang oleh simon Kuznet dalam penelitian empirisnya mengenai negara-negara maju, yang dikenal dengan kurva U terbalik. (Todaro, 2008:240), adalah suatu hal yang wajar. Keadaan ini juga akan dilalui oleh negara sedang berkembang termasuk Indonesia dalam proses pembangunannya.
Selama dasawarsa lima puluhan dan enam puluhan banyak negara sedang berkembang telah berhasil menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, tetapi masih banyak permasalahan pembangunan lainnya yang belum terpecahkan. Tingkat pengangguran tetap tinggi, pembagian pendapatan tambah tidak merata, masih banyak terdapat kemiskinan absolut, tingkat pendidikan rata-rata masih rendah, pelaya​nan kesehatan masih sangat kurang. Sekelompok kecil penduduk yang sangat kaya cenderung bertambah kaya, sedangkan seba​gian besar dari penduduk tetap saja bergelut dengan kemela​ratan. Yang terjadi bukanlah Trikcle Down tetapi Trickle Up.

Keadaan ini memprihatinkan banyak ahli ekonomi pembangunan pada akhir tahun enam puluhan dan awal tahun tujuh puluhan yang mulai mempertanyakan arti dari pembangunan. Apakah hanya dengan melihat kepada keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tanpa memperhatikan keadaan​-keadaan lainnya, dapatkah dikatakan bahwa pembangunan telah berhasil?.
Todaro mengartikan pembangunan sebagai suatu proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan penghapusan dari kemiskinan mutlak.
Jadi dapat dikatakan arti dari pembangunan yang klasik dan pembangunan yang modern adalah sebagai berikut:

Pembangunan yang klasik
: Pembangunan = Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan yang modern
: Pembangunan = Pertumbuhan Ekonomi + lain-lain
Lain-lain di sini, seperti menekan pengangguran, penyediaan prasarana pendidikan dan kesehatan yang memadai.
Simon Kuznet (dalam Anwar, 1988: 51-53) mendefenisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai “kemampuan negara itu untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus meningkat bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini berdasarkan kepada kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya”. Dalam analisanya yang mendalam, Kuznet memisahkan enam karakteristik yang terjadi dalam proses pertumbuhan pada hampir semua negara yaitu:
Dua variabel ekonomi yang agregatif :

1) Tingginya tingkat pertumbuhan output perkapita dan populasi.

2) Tingginya tingkat kenaikkan produktifitas faktor produksi secara keseluruhan, terutama produktifitas tenaga kerja.

Dua transformasi struktural : 

1) Tingginya tingkat transformasi struktur ekonomi

2) Tingginya tingkat transformasi sosial dan ideologi.

Dua faktor yang mempengaruhi meluasnya pertumbuhan ekonomi dalam lingkup Internasional :

1) Kecenderungan negara-negara maju secara ekonomi untuk menjangkau seluruh dunia untuk mendapatkan pasar (ekspor) dan bahan baku

2) Pertumbuhan ekonomi ini hanya dinikmati oleh sepertiga populasi dunia.
Berdasarkan pendapat Simon Kuznet tersebut di atas, terlihat salah satu faktor yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu perdagangan luar negeri (ekspor). Hal ini sejalan dengan pendapat Krugman dan Obstfeld, yang menyatakan secara teoritis, bahwa perdagangan interna​sional terjadi karena dua alasan utama (Krugman, 1991:23):

1) Adanya keuntungan dalam melakukan perdagangan (Gains from Trade) bagi negara, dikarenakan adanya perbedaan diantara mereka mengenai faktor-faktor produksi yang dimilikinya. 

2) Untuk mencapai skala ekonomi (Economic of Scale) dalam produksi. Maksudnya, jika setiap negara hanya menghasil​kan sejumlah barang-barang tertentu, mereka dapat menghasilkan barang-barang tersebut dengan skala yang lebih besar dan karenanya lebih efisien dibandingkan jika negara tersebut mencoba untuk memproduksi segala jenis barang.
Kenyataanya bahwa pola-pola perdagangan dunia yang mengakibatkan terjadinya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan perpaduan dari kedua motif tersebut di atas.
Perubahan struktur ekonomi dapat disebabkan terjadinya perubahan sisi permintaan dan sisi penawaran, selain secara langsung dan tidak langsung dipengaruhi oleh intervensi pemerintah (Tambunan, 2001:75). Selain memperbesar permintaan barang-barang yang ada juga memperbesar pasar bagi barang-barang baru bukan makanan, perubahan ini mendorong pertumbuhan industri baru dan meningkatkan laju pertumbuhan output industri.
Faktor penting dari sisi penawaran, yang mempengaruhi perubahan struktur ekonomi diantaranya adalah pergeseran keunggulan komparatif, perubahan/kemajuan teknologi, peningkatan pendidikan atau kualitas sumberdaya manusia (SDM), penemuan material baru untuk produksi dan akumulasi modal. Pendapat Marshall, seoarang tokoh Neo Klasik, bahwa selain pentingnya penemuan baru, investasi maupun teknik baru, perkembangan ekonomi merupakan proses secara gradual dan terus menerus serta merupakan mata rantai atau rentetan dari suatu proses yang harmonis antara faktor internal economies dan external economies.
Internal economies timbul karena adanya kenaikan dalam skala produksi sebagai akibat adanya efisiensi (penggunaan mesin baru, spesialisasi, perluasan pasar dan manajemen yang lebih baik). Sedangkan external economies timbul sebagai akibat adanya perkembangan industri yang saling tergantung dan komplementer dari berbagai sektor produksi dalam perekonomian. Keadaan ini akan meningkatkan keuntungan industri dan mendorong sektor lain untuk berkembang (Suryana, 2000:58).
3. METODE KAJIAN
Kajian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kajian kepustakaan (library research). Data yang berasal dari dokumen daerah (BPS Provinsi Kalimantan Timur) selama tiga tahun (2011-2013). Dengan demikian data diperoleh dari sumber sekunder dan dalam bentuk data time series. Data yang diperoleh dari dokumentasi akan dianalisis dengan mengkomparasi data tersebut tinjauan pustaka, sehingga akan dihasilkan kesimpulan sebagai upaya penuntasan tujuan kajian ini. Data yang diperlukan dalam kajian ini berupa data indikator makro dan mikro ekonomi Provinsi Kalimantan Timur. Data tersebut diantaranya adalah data: pertumbuhan ekonomi, APBD, ketenagakerjaan, PDRB dan indikator makro serta mikro ekonomi lainnya.

4. PEMBAHASAN
Melemahnya fondasi ekonomi Kalimantan Timur ditengarai disebabkan beberapa faktor:
Pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga (17,36% dari struktur PDRB sisi permintaan), sebagian besarnya tidak diproduksi di Kalimantan Timur, tetapi diperoleh dari daerah lain (Jawa dan Sulawesi). Mengkomsumsi barang dan jasa yang bukan diproduksi sendiri, rentan terhadap gejolak harga dan kondisi daerah lain. Hal inilah yang memicu terus menaiknya tingkat inflasi yang hampir menembus angka dua digit (9,65%) pada triwulan akhir Tahun 2013.
Kedua, dominasi Migas dan pertambangan batubara dalam struktur ekonomi Kalimantan Timur membuat sektor lain menjadi melemah. Idealnya penguatan salah satu sektor ekonomi dapat mengangkat sektor lain menjadi lebih kuat. Namun dalam kasus Kalimantan Timur, karena penguatan sektor ekonomi di “nahkodai” oleh sektor ekstraktif (migas dan batubara), maka efek multiflier sektor ini juga lemah terhadap sektor lain. Tidak banyak tenaga kerja yang terserap, karena sektor ini adalah sektor yang pada modal dan berteknologi tinggi. Data tingkat partisipasi tenaga kerja Kalimantan Timur membuktikan hal ini. Tahun 2011 tingkat pertisipasi tenaga kerja adalah 68,51%, Tahun 2012 turun menjadi 66,64% dan turun lagi di Tahun 2013 menjadi 63,79%.
Ketiga, terlalu bertumpu pada sektor migas dan pertambangan “memaksa” Kalimantan Timur menjadi pengekspor bahan mentah. Akibatnya nilai tambah yang menjadi unsur utama PDRB relatif kecil. Industri hilir sektor migas dan pertambangan tidak bergerak, sehingga dampaknya juga kurang menstimulan multiflier effect bagi Kalimantan Timur.
Keempat, Sektor ekonomi produktif belum digagas secara terpadu dan integratif antar daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Tertinggalnya sektor ekonomi produktif juga ditengarai sebagai akibat dari terlalu dominannya sektor ekonomi ekstraktif dalam perekonomian Kalimantan Timur. Padahal, sektor ekonomi produktif inilah yang diyakini dapat memperkuat pondasi ekonomi Kalimantan Timur pasca menurunnya eksploitasi migas.
Pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya agar fondasi ekonomi Kalimantan timur tetap dapat berkembang, namun efektifitasnya kurang optimal. Kebijakan pertama adalah kebijakan anggaran, sedangkan kebijakan kedua adalah kebijakan program pembangunan. 
1. Kebijakan Anggaran

Dua tahun terakhir (2012-2013), realisasi APBD Kalimantan Timur mengalami surplus. Surplus realisasi APBD ini tidak serta merta menjadi sinyal positif, bagi kinerja pemerintah. Meski ruang fiskal Pemerintah Kalimantan Timur menjadi lebih luas, namun akselerasi pembangunan juga melemah. 
Surplus realisasi APBD di sisi lain menunjukkan Silpa menjadi lebih besar. Dari persfektif ekonomi makro, surplus realisasi APBD yang didorong oleh Silpa yang semakin membesar, menunjukkan tingkat kinerja pemerintah yang melemah. Meski belum ada studi yang mendukung, namun secara logis dapat dikatakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang terus menurun, besar kemungkinannya disebabkan karena kinerja pemerintah yang juga melemah.
Surplus realisasi APBD 2012-2013 Kalimantan Timur dengan demikian dapat diidentifikasi dalam dua hal. Pertama, menurunnya kinerja pemerintah dalam mencapai target pembangunan. Kedua, terjadi peningkatan pendapatan pemerintah pusat di Kalimantan Timur dan kedua,. Kondisi pertama, telah dibahas pada bagian awal latar belakang ini, di mana laju pertumbuhan ekonomi cenderung terus menurun. Sementara kondisi kedua, diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya pendapatan pemerintah pusat di daerah, seyogyanya jangan hanya dibaca sebagai bentuk kepatuhan dan kesadaran subyek pajak. Kepatuhan dan kesadaran subyek pajak membayar pajak, mencerminkan kondisi ekonomi yang telah semakin membaik. Namun, meningkatnya pendapatan pemerintah pusat di daerah dalam kacamata lain justru bisa dipandang sebagai tidak seimbangnya anatomi pendapatan di daerah.

2. Pendapatan pusat di Kalimantan Timur di dua tahun terakhir terus meningkat. Pajak pada masing-masing jenis pajak pusat mengalami peningkatan berkisar antara 16.45% sampai 33.03%. Meskipun PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) mengalami penurunan, namun secara keseluruhan pendapatan pajak pusat tetap meningkat. Ketidakseimbangan anatomi pendapatan di daerah dapat dilihat dari sini. Peningkatan penerimaan pusat di Kalimantan Timur adalah indikasi bahwa potensi pajak, retribusi dan PNBP terbesar di Kalimantan Timur adalah kewenangan pusat. Sementara kewenangan pemerintah provinsi (termasuk kebupaten/kota) yang berupa PAD relatif kurang berpotensi untuk dipungut oleh daerah. Inilah yang menurut peneliti disebut sebagai ketidakseimbangan anatomi pendapatan di daerah.

2. Kebijakan Program Pembangunan

Pembangunan infrastruktur (43 proyek) dan fokus pada sub sektor pekerbunan kelapa sawit (36 proyek), perkayuan (16 proyek) dan peternakan (10 proyek) telah digagas dalam MP3EI untuk mempercepat pembangunan ekonomi Kalimantan Timur. Namun, dalam MP3EI juga, Migas dan batubara masih tetap menjadi andalan Kalimantan Timur dengan masing-masing 14 proyek dan 10 proyek. Jumlah proyek Migas dan batubara ini masih lebih banyak dari sub sektor yang seharusnya menjadi fokus pembangunan, yaitu peternakan (10 proyek), pariwisata (4 proyek) dan perkebunan karet (2 proyek). Sekali lagi, penguatan sektor ekonomi yang dipimpin oleh sektor ekstraktif (migas dan batubara), menyebabkan efek multiflier sektor ini juga lemah terhadap sektor lain. Tidak banyak tenaga kerja yang terserap, karena sektor ini adalah sektor yang padat modal dan berteknologi tinggi.
Kebijakan anggaran dan program pembangunan ini, awalnya memang dapat menggerakan indikator makro ekonomi Kalimantan Timur menjadi lebih baik. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2012, terlihat bahwa kondisi ketenagakerjaan di provinsi ini telah menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Tercatat pertumbuhan penduduk yang bekerja lebih tinggi dibanding jumlah pertumbuhan penduduk usia kerja dan pertumbuhan angkatan kerja. Perbandingannya adalah 2,99% untuk pertumbuhan penduduk yang bekerja, berbanding 2,42% dan 2,54% untuk pertumbuhan penduduk usia kerja dan angkatan kerja.
Tabel 4.1. Jumlah Angkatan Kerja di Kalimantan Timur 2010-2012
	Penduduk dan Kegiatannya
	Tahun 
	Pertumbuhan (%)

	
	2010
	2011
	2012
	

	1. Penduduk >15 Tahun
	2.482.319
	2.575.940
	2.667.099
	2,42

	2. Angkatan Kerja
	1.648.455
	1.764.696
	1.777.381
	2,54

	a) Bekerja
	1.481.898
	1.591.003
	1.619.118
	2,99

	b) Mencari Pekerjaan
	166.557
	1.573.693
	158.263
	-0,22


Sumber: BPS Kaltim, Keadaan Angkatan Kerja Kaltim 2010-2013, diolah.

Semakin baiknya kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Timur ini ditunjang dengan fenomena tingkat pertumbuhan ekonomi Kaltim. Pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu yang sama (2010-2012) meski menurun, pertumbuhan ekonomi tanpa migas jauh di atas pertumbuhan ekonomi dengan migas. Perbandingannya adalah 4,39% dengan migas, berbanding 11,66% tanpa migas (Lihat Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur). 
Tingginya pertumbuhan ekonomi tanpa migas menunjukan keberpihakan ekonomi kepada peluang kesempatan kerja yang semakin besar. Fenomena inilah yang membuat pertumbuhan penduduk yang bekerja lebih pesat dibanding dengan pertumbuhan penduduk usia kerja dan angkatan kerja. Bahkan, jika melihat data penduduk yang mencari pekerjaan yang negatif, dapat dikatakan, kondisi perekonomian Kalimantan Timur telah menuju peletakan dasar ekonomi yang kuat.
Selanjutnya jika dilihat perkembangan penempatan tenaga kerja berdasarkan lapangan pekerjaan selama Tahun 2010-2012, terlihat sektor jasa lebih dominan dibanding sektor lainnya. Sektor jasa menjadi yang terbanyak dengan 49,43%, diikuti oleh sektor pertanian dengan 38,58% dan yang terakhir adalah sektor industri sebesar 11,99%. Kondisi ini juga menggembirakan, mengingat sektor jasa adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, dibanding sektor pertanian (termasuk pertambangan). Sektor jasa adalah sektor yang cenderung padat karya, dibanding sektor industri yang cenderung lebih padat modal.
Tabel 4.2. Penempatan Tenaga Kerja Kalimantan Timur Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Tahun 2010-2012

	Lapangan Pekerjaan
	Tahun
	Pertumbuhan

(%)

	
	2010
	2011
	2012
	

	Pertanian
	456.437
	454.258
	459.077
	0,19

	Pertamb dan Penggalian
	115.862
	162.640
	161.898
	11,80

	Industri Pengolahan
	83.176
	84.554
	96.777
	5,18

	Listrik dan Air Minum
	6.339
	7.063
	6.186
	-0,81

	Bangunan
	88.337
	85.327
	104.930
	5,91

	Perdag, Hotel dan Restauran
	327.424
	364.266
	347.740
	2,03

	Pengankt dan Komunikasi
	78.249
	76.774
	73.704
	-1,97

	Bank dan Lemb Keuangan
	43.885
	48.236
	54.420
	7,44

	Jasa-jasa
	282.189
	307.885
	314.386
	3,67


Sumber: BPS Kaltim, Keadaan Angkatan Kerja Kaltim 2010-2012, diolah.

Berdasarkan pengamatan di lapangan dan hasil-hasil penelitian sebelumnya (Miyarto dkk: 1990) sektor ekonomi yang paling banyak menyerap lapangan pekerjaan adalah sektor pertanian. Namun, sektor-sektor tersebut pada umumnya mempunyai tingkat produktivitas tenaga kerja dan tingkat upah yang relatif rendah, sehingga kurang menarik terutama bagi angkatan kerja yang berpendidikan tinggi. Akibatnya, kebijaksanaan meningkatkan kesempatan kerja dengan memberikan prioritas pada sektor-sektor pertanian menjadi tidak strategis dan kurang efisien.
Makin membaiknya kondisi makro ekonomi Provinsi Kalimantan Timur, idealnya berdampak linear kepada kondisi mikro ekonomi. Beberapa indikator mikro ekonomi yang dapat diperiksa untuk kepentingan statement ini adalah; angka kemiskinan dan angka Indeks Pembangunan Manusia. Angka kemiskinan menunjukkan angka absolut (kuantitas) kesejahteraan, sedangkan IPM menunjukkan angka relatif (kualitas) kesejahteraan sebuah wilayah. Angka IPM Kalimantan Timur relatif tinggi, karena sejak lima tahun terakhir dapat mempertahankan pringkat lima besar secara nasional. Berdasarkan data angka kemiskinan yang meski menurun, namun penurunannya belum terlalu signifikan, bahkan dengan tingkat laju penurunan yang juga terus melambat. Berdasarkan catatan BPS Provinsi Kaltim 2013, jumlah penduduk miskin di provinsi ini, meski terus menurun, namun tetap berada pada urutan kedua (setelah Kalimantan Barat) di Kalimantan. PDRB besar ternyata tidak dapat memperbaiki posisi Kalimantan Timur sebagai salah satu penyumbang angka kemiskinan terbesar di Kalimantan. Persentase penduduk miskin Kalimantan Timur adalah 7,66% (2010), 6,77% (2011) dan 6,38% (2012). Bandingkan dengan Kalimantan Selatan yang persentase penduduk miskinnya hanya; 5.21% (2010), 5,29% (2011) dan 5.01% (2012). Patut dicatat, jumlah penduduk antara Kaltim dan Kalsel hampir indentik, namun dengan PDRB Kaltim yang jauh lebih besar dibanding PDRB Kalsel.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa Kontribusi PDRB Kalimantan Timur meski terlihat fenomenal, namun ditandai oleh laju pertumbuhan ekonomi yang terus melambat. Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi berdampak pada kondisi ketenagakerjaan, yang meskipun jumlahnya meningkat namun dengan tingkat produktifitas yang semakin menurun. Tingkat proktifitas tenaga kerja yang menurun membuat progres penurunan angka kemiskinan juga menurun. Semua kondisi ini diduga disebabkan karena arah pembangunan Kalimantan Timur masih mengandalkan sektor ekstraktif, sehingga kurang dapat memperkuat fondasi ekonomi secara keseluruhan.
5. KESIMPULAN
Beberapa kesimpulan dari hasil kajian kilas balik laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur (2011-2013) ini adalah:

1) Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur selama tiga tahun terakhir (2011-2013) terus melambat. Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi terutama terjadi pada sektor nonmigas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa fondasi ekonomi Kalimantan Timur terus melemah.

2) Fondasi ekonomi yang terus melemah diduga kuat berasal dari kurang dapatnya sektor ekstraktif menjadi stimulan untuk menggerakkan sektor lainnya yang dapat memperkuat fondasi ekonomi Kalimantan Timur.

3) Sektor pertanian diyakini dapat memperkuat fondasi ekonomi Kalimantan Timur jika diarahkan untuk menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat. Ekonomi kreatif dipandang dapat meningkatkan produktifitas tenaga kerja, sehingga dapat menjadi tiang utama peningkatan fondasi ekonomi secara keseluruhan.
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YURISDIKSI PELAKSANAAN PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DARI KEJAHATAN TRAFFICKING DI KOTA SAMARINDA
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ABSTRACT

The crime trafficking being a mayor transgression of Human Rights and concerning the national and international law. The applied of law either by the Criminal Code (KUHP) or the Children Protection law as a model for the law enforcements for doing the afford of investigating and the enforcement of law executers.

In the Children Protection Law No.23 of 2002 in Article 83, it is obviously mentioned that the criminal sanction for the punitive measure would be at least 15 years in jail and fining at most Rp.300.000.000,00 (three hundred million rupiahs) namely for the traffickers who are doing the trafficking crime, selling or kidnapping the children for themselves or Criminal Code (KUHP) as available in the High Court’s Decision of Samarinda “No.545/Pid.B/2004/PN.Smd”.
The Governmentand another institution (in this case the National Committee for Children Protection Law) have got a compulsory and responsibility to protect the children which are facing with the law as mentioned in the Article 59 among others said that “..........children those are exploited as an economy and sexsual and trefficking ones...........”

______________________________________

Keywords : traffickers, victims of trafficking
1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini perubahan terjadi secara cepat maupun lambat mempengaruhi pikir interaksi sosial, kultur, ekonomi, hukum dan politik yang menunjukkan keseimbangan secara tidak relevan baik dari individu, kelompok atau bersifat institusional dan keorganisasian, akibat-akibat dari dampak negatif ini menjadi tolak ukur suatu modus kejahatan yang mengisyaratkan bahwa modus perdagangan anak-anak tetap mengalami pasang surut ditengah masyarakat yang dinamis.

Anak adalah setiap manusia berusia 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan usia dewasa dicapai lebih awal (Pasal 1 Konvensi Hak Anak), sehingga anak-anak perlu dilindungi karena anak sangat rentan menjadi korban kejahatan (victim of crime) hal ini perlu penempatan perlindungan hukum bagi mereka yang dirasakan belum memberi pengaruh atas aspirasi korban kejahatan trafficking khususnya, disamping itu perubahan-perubahan pelaksanaan hukum dalam menjalankan fungsinya memiliki kelemahan-kelemahan untuk menindak para pelaku trafficking.
Kejahatan trafficking merupakan bentuk pelanggaran hak asasai manusia berat serta memasuki hukum nasional dan hukum internasional di era globalisasi. Perlindungan anak merupakan gejala yang berkembang selama dekade ini, sehingga perlulah penanganan yang bersifat individual dan keterlibatan semua institusi serta kebijakan-kebijakan secara khusus yang diarahkan untuk menanggulangi persoalan perdagangan anak, terutama untuk mengeliminasi dan merehabilitasi anak yang menjadi korban perdagangan secara intensif dan komprehensip.

Penerapan undang-undang baik KUHP atau Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai acuan bagi penegak hukum untuk melakukan upaya penyelidikan dan penegakan pelaksanaan hukum akan tetapi dengan berpedoman pada undang-undang ini saja dirasakan tidak cukup memadai untuk menjerat para pelaku tindak pidana kejahatan trafficking karena seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan masyarakat yang sifatnya dinamis memberi dampak negatif pada bentuk-bentuk kejahatan tersebut.
Sebagaimana dalam KUHP mengatur ketentuan Pasal 297 KUHP yang menyatakan “memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya 6 tahun”. Ketentuan pasal ini tentulah tidak memadai untuk menangani masalah trafficking yang melibatkan anak-anak yang belum cukup umur. Ancaman pidananya juga terlalu ringan dibandingkan dengan kejahatannya serta tidak sebanding dengan penderitaan dan masa depan korban yang hilang, secara substansial KUHP tidak memadai penegakan hukum yang tidak optimal, sehingga Indonesia dianggap tidak serius mengatasi masalah trafficking karena berbagai perubahan multi krisis baik secara yuridis maupun sosial.
Hal ini harus menjadi perhatian dengan seksama oleh penegak hukum, pemerintah, masyarakat, LSM dan pembuat undang-undang agar segera merealisasikan peraturan undang-undang khususnya kejahatan trafficking, sehingga kinerja efisiensi dan eksistensi pemerintah Indonesia yang selama ini diangap tidak serius memberantas kejahatan trafficking serta memberikan dampak positif akan kepastian hukum yang berlaku hukum positif. Sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik satu permasalahan yang ada yaitu :

1. Apa yang menjadi masalah yurisdiksi pelaksanaan pidana terhadap undang-undang Perlindungan Anak dari Kejahatan Trafficking ?

2. Bagaimanakah yurisdiksi pelaksanaan pidana terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai kejahatan trafficking?

3. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan trafficking ?

2. FAKTUAL MENGENAI KEJAHATAN TRAFFICKING
2.1. Keadaan Kejahatan Trafficking di Kota Samarinda

Negara kita dikenal sebagai daerah kaya sumber daya alam yang tentunya dalam pengelolaan dapat menyerap tenaga kerja lokal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia namun faktanya peluang dan kesempatan seiring meningkatnya kasus perdagangan anak, provinsi Kalimantan Timur khususnya Kota Samarinda pada saat ini mengalami situasi dan kondisi sebagai wilayah transit kejahatan trafficking namun secara signifikan perubahan ini mengalami perkembangan pesat sebagai daerah transit/persinggahan, pengirim dan penerima, hal ini didorong oleh bahwa Samarinda sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Timur merupakan kota industri dan perdagangan serta banyaknya lokalisasi dikarenakan perdagangan (trafficking) lebih banyak dan utama untuk pekerja seks komersial (eksploitasi seksual) dibawah umur, pembantu rumah tangga dengan gaji yang minimal akan tetapi mendapat perlakuan kekerasan oleh majikan, pengemis anak-anak yang diorganisir untuk kepentingan pribadi atau golongan.
Kemudian adanya persaingan lokalisasi serta semakin pesatnya pembangunan hotel dan tempat hiburan malam (karaoke, bar, pub dan diskotek), banyaknya warga Samarinda yang hidup dalam ekonomi pas-pasan, peluang kerja sempit sehingga meningkatkan pengangguran, globalisasi (serangan produk barang atau jasa dan teknologi dan informasi), budaya materialistik atau konsumtif yang mendorong untuk cepat memperoleh uang, sehingga korban mudah terbujuk oleh para pelaku trafficking.
Selain itu faktor pendukung kejahatan trafficking berkembang di kota Samarinda yaitu Kota Samarinda yang terletak pada posisi tengah sehingga menjadi penghubung kota atau kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur kemudian sarana transportasi (sungai, darat dan udara berupa perintis) tersedia dengan lancar, aparatur negara sulit menindak atau menjerat pelaku perdagangan manusia, sanksi hukuman yang diterima pelaku sangat ringan dan tidak setimpal, belum adanya dukungan yang luas dari masyarakat kota Samarinda untuk kasus-kasus trafficking. Untuk sosialisasi isu-isu trafficking dalam peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku masih terbatas pada kalangan tertentu sehingga cenderung mempersalahkan korban, belum adanya undang-undang atau peraturan perundang-undangan pada daerah yang secara spesifik mengatur tentang arti perdagangan manusia khususnya terhadap kepentingan anak.
Dapat kita lihat seksama antara faktor pendorong dan faktor pendukung mengenai kejahatan trafficking sangat erat kaitannya sehingga menjadikan situasi dan kondisi atau keadaan kejahatan trafficking di Kota Samarinda menjadi daerah transit, pengirim dan penerima kemudian dapat dilihat pada modus operandi kasus-kasus trafficking di Kalimantan Timur termasuk wilayah kota Samarinda sebagai berikut :

MODUS 1

Mucikari ----( Trafficking ----( Korban 
Keterangan : Modus 1


Menjelaskan bahwa mucikari atau majikan mengupah 1 (satu) orang untuk melakukan rekrutmen (traffickers) tersebut mencari korban.

MODUS 2

Mucikari ----( Traffickers 1 ----( Traffickers 2 ----( korban

Keterangan : Modus 2 


Menjelaskan bahwa mucikari atau majikan mengupah 1 (satu) orang (traffickers 1) untuk melakukan rekrutmen, orang tersebut bekerjasama dengan traffickers lainnya (traffickers 2) yang sudah mengenal korban biasanya teman sekolah atau sekampung bahkan mempunyai hubungan keluarga jauh langsung dari korban.
MODUS 3

Mucikari/majikan ------( Traffickers 1 -------( korban

 Traffickers 2 -------( korban

 Traffickers 3 -------( korban

Keterangan : Modus 3


Mucikari atau majikan mengupah lebih dari 2 (dua) orang (traffickers 1, 2 dan 3) untuk melakukan rekrutmen, orang-orang tersebut bekerja sama dengan traffickers lainnya untuk langsung mencari korban.

Dapat dilihat ketiga modus operandi sering dipergunakan para pelaku traffickers untuk menjerat korban pada daerah transit, pengirim maupun penerima di daerah Kalimantan Timur terutama di Samarinda dan selanjutnya dapat dilihat pada daftar tabel kasus perkembangan kejahatan trafficking pada anak di wilayah Kalimantan Timur termasuk Samarinda dari tahun ke tahun. Sedangkan dalam kasus perekrutan dan pemindahan yang didukung oleh jaringan internasional contohnya paedofilia ada 2 (dua) pola perdagangan yang dilakukan paedofil yaitu perdagangan anak dengan pola pindah tangan merupakan bentuk perdagangan antara sesama paedofil, kemudian pola perdagangan anak yang dengan tujuan untuk dipekerjakan di luar negeri / lintas batas negara dengan tujuan berbagai macam eksploitasi terhadap anak.

2.2. Kendala-kendala Dalam Penyidikan dan Penuntutan Kajahatan Trafficking
Dalam praktek khususnya untuk menangani kasus kejahatan trafficking terutama pada anak sering mengalami kendala-kendala baik dalam proses penyidikan aparat penegak hukum maupun penuntutannya pada persidangan sehingga untuk kasus perdagangan manusia, sistem hukum Indonesia masih dirasakan lemah dan kurangnya transparansi terutama dalam persidangan yang mengakibatkan korban yang pada awalnya percaya kepada sistem tersebut menjadi tidak mau menyelesaikan proses secara hukum.
Berdasarkan proses hukum seringkali baik dalam penyidikan maupun penuntutan terjadi pengurangan tuntutan oleh jaksa penuntut dan hakim dalam mengubah pelanggaran berat menjadi sanksi yang berat dikarenakan bukti dalam persidangan sangat minim sehingga tuntutannya menjadi ringan, adanya oknum yang teroganisir sebagai contoh jaringan internasional untuk menyuap hakim dan perangkatnya untuk memastikan hasil akhir persidangan sehingga sering disebut juga dengan “Pengadilan Bayangan” yang sangat merugikan korban, kemudian adanya manipulasi berita acara pemeriksaan (BAP) serta informasi dari saksi untuk mengurangi tuntutan para pelaku traffickers, secara umum belum adanya anggaran dalam hal penyidikan untuk tuduhan kriminal dan belum adanya pelatihan penanganan kasus trafficking secara perspektif terhadap korban bagi para penyidik.
Kemudian kendala bagi para korban yaitu minimnya pengetahuan yang mengakibatkan tidak mengetahui akses jalannya pengadilan dan cendrung ditutup-tutupi oleh keluarga terhadap publik untuk menghindari aib keluarga yang tidak boleh diketahui orang lain dalam kasus perdagangan anak terutama eksploitasi seksual.
Adapun kendala yang signifikan dan harus dihadapi dalam pengadilan sebagai salah satu yang diberi kewenangan yuridis untuk menegakkan hukum masih terasa sangat kontroversial dalam pengambilan keputusan atas kasus perdagangan anak karena tidak ada standar keputusan sehingga sulit memprediksikan hasil akhir dari kasus perdagangan anak, proses pengadilan baik dalam penyidikan maupun penuntutan sering memakan proeses waktu yang panjang sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sehingga mengakibatkan baik biaya resmi maupun biaya lainnya khususnya dalam kasus perdata untuk pengacara, akomodasi dan biaya lainnya dalam persidangan yang dilakukan jauh dari tempat asal korban semakin tinggi.
Birokasi untuk melakukan manuver hukum yang berbelit-belit yang menciptakan korupsi baik dalam penyidikan dan penuntutan pada layanan publik sehingga memberikan ruang dalam produksi kasus perdagangan anak berupa korupsi yudisial sebagai contoh mengurangi hukuman oleh oknum jaksa penuntut maupun hakim yang telah disuap oleh beberapa pihak tertentu yang menguntungkan para pelaku traffickers khususnya kasus perdagangan anak sehingga mengindikasikan adanya manipulasi laporan penyidikan dan akibatnya tidak ditemukan barang bukti atau menjadi minim barang bukti untuk menjauhi hukuman dengan tuduhan yang berat, oknum aparat seperti polisi mengenakan biaya tinggi untuk mempercepat proses penyidikan perkara saat korban melaporkan tindak pidana serta kurangnya koordinasi pengejaran pelaku di luar wilayah yuridis.
Proses penyidikan seringkali mengeksploitasi unsur-unsur yang terkait dengan perdagangan anak terutama eksploitasi seksual atas suatu kasus agar bisa dikatakan sebagai delik perdagangan anak kemudian penanganan kasus perdagangan anak ditingkat kejaksaan tidak dibedakan dengan kasus-kasus lain dalam pengalihan pasal yang dikenakan sehingga seringkali terjadi korban khususnya anak dalam proses persidangan. Dalam kasus perdagangan (trafficking) karena peraturan perundang-undangan masih sangat minim untuk menjerat para pelaku traffickers kemudian kendala lain dalam pengungkapan masalah perdagangan anak baik dalam penyidikan dan penuntutan untuk situasi atau keadaan dan kondisi di Kota Samarinda berupa sulitnya pengungkapan atau identitas keberadaan korban dan tidak adanya riset yang sistematis dari definisi perdagangan tersebut bersifat ilegal, tidak adanya dokumentasi statistik secara gender dan perhatian publik terlebih fakta menunjukkan fenomena atau isu yang berkembang akan tetapi tetap terealisasi dari kebijakan-kebijakan yang luas karena kuatnya sindikat perdagangan sehingga sulit untuk melakukan penyidikan dan penuntutan secara maksimal.

2.3. Permasalahan Perdagangan Kejahatan Trafficking
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki kepastian hukum yang memadai dan menguntungkan korban tindak kejahatan trafficking karena dalam undang-undang ini memiliki pasal yang cukup memadai untuk menjerat pelaku (traffickers) seperti yang termuat dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan :

“Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)”.

Untuk menetapkan suatu unsur perdagangan manusia khususnya anak pada setiap putusan perkara dalam pengadilan maupun pada saat penyidikan atau penuntutan mengenai penanganan materi dakwaan yang dijatuhkan kedepan sidang pengadilan, pihak yang terkait sering mengabaikan masalah materi dakwaan, sehingga mengakibatkan materi dakwaan yang minim bukti memberi dampak pada sebuah putusan perkara kejahatan trafficking dalam persidangan.
Pengabaian ini tidak lepas dari masalah asas lex spesialis derogat lex genalis, dalam perlindungan anak maupun tindak kejahatan lainnya, jika dalam sebuah peraturan perundang-undangan dapat menguntungkan kepentingan korban maka peraturan perundang-undangan yang sifatnya lex genarilis dapat diabaikan atau dipaduserasikan. Pengadilan di Indonesia terutama di Kota Samarinda dalam menetapkan putusan sebuah perkara tindak kejahatan trafficking masih memiliki kelemahan dan kurang maksimal dalam menetapkan sebuah putusan sebagai contoh Putusan Pengadilan Nomor : 545/Pid.B/2006/PN.Smda pasal yang menjerat pelaku tidak dikenakan pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Kelemahan dalam penanganan kasus kejahatan trafficking mengenai aturan-aturan hukum yang diterapkan oleh pemerintah secara implementasinya tidak memberikan pengaruh secara baik , dalam undang-undang perlindungan anak yang mengadopsi konvensi internasional merupakan aspek hukum yang dapat menjamin perlindungan anak secara maksimal, selama hukum yang mendasari kejahatan trafficking belum diatur tegas dapat terlaksana dikarenakan pembuat undang-undang dan penetapan kebijakan baik pemerintah pusat maupun daerah dalam menangani permasalahan kejahatan trafficking masih terkendala dana dalam setiap gender.
Penanganan setiap kasus kejahatan trafficking secara signifikan mengalami hambatan atau kendala yang serius, padahal secara global tindak pidana kejahatan trafficking tidak dapat ditawar-tawar dalam penanggulangannya secara nasional akan tetapi pemerintah masih belum menerapkan asas lex spesialis derogat lex generali dalam persidangan secara menyeluruh dari segala bentuk-bentuk eksploitasi anak.
Dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memberikan proteksi terhadap kepentingan anak berupa penetapan hukuman bagi pelaku transplantasi organ atau jaringan tubuh anak dan memperjualbelikannya secara melawan hukum, merekrut anak untuk eksploitasi ekonomi, serta melibatkan anak dalam kegiatan perdagangan narkoba dan atau psikotropika, penetapan ponis dalam pasal-pasal dalam perlindungan anak diatas perlulah diperhatikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengambil sebuah kebijakan yang terkait dalam unsur-unsur perdagangan yaitu trafficking children.
Masalah-masalah dalam penanganan diatas khususnya kejahatan trafficking pada umumnya memiliki perbedaan secara persepsi baik aparat penegak hukum, pemerintah pusat atau daerah, serta masyarakat, ketidak seimbangan dalam penetapan pasal untuk mengatur kejahatan trafficking memiliki kendala yang cukup besar. Untuk penanganan kejahatan trafficking yang menyangkut aspek hukum dari perdagangan anak telah disahkan oleh undang-undang yang dapat dilihat berupa Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjanjikan bagi kepentingan anak dan disebutkan sebagai berikut :

“Bahwa pemerintah dan lembaga negara lain berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang dipedagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.


Perdagangan anak yang dimaksudkan pada pasal diatas diartikan sebagai jenis eksploitasi terhadap anak dan perdagangan serta menekankan pentingnya persoalan penanganan permasalahan perdagangan anak, pasal tersebut menjelaskan dengan tegas bahwa yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah perdagangan anak adalah pemerintah dan lembaga negara lain. Permasalahan penanganan kejahatan trafficking dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perlu diperhatikan dan terfokus pada pelaksanaan dan implementasinya dalam sistem peradilan di Indonesia khususnya kota Samarinda.

3. PEMBAHASAN
3.1. Masalah Yuridis Pelaksanaan Pidana terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dari Kejahatan Trafficking
Berpijak kembali kepada Pasal 297 KUHP yang menyatakan memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya 6 tahun. Melihat bunyi pasal ini jelas bahwa pasal 297 KUHP terkandung delik biasa, dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan memperdagangkan perempuan adalah upaya menyerahkan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa guna untuk memperniagakan khususnya kejahatan trafficking.

Dalam konvensi internasional penjabarannya perdagangan (trafficking) terdapat lima unsur yaitu: perekrutan, adanya transportasi, tidak ada persetujuan (consent), paksaan atau eksploitasi dan lintas batas (across border) dilihat dari kasus perkasus secara signifikan Pasal 297 KUHP sering dipergunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat para pelaku traffickers.
Sisi lain dari aspek atau persyaratan objek untuk mempertanggungjawabkan kejahatan trafficking merupakan masalah jurisdiksi atau perkiraan hukum yang dipakai untuk menjerat para pelaku traffickers, pada umumnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya berkaitan dengan masalah ruang berlakunya hukum pidana menurut tempat.
Dalam sistem hukum pidana yang berlaku saat ini, hukum pidana berlaku diwilayah negaranya sendiri (asas personal aktif) hanya untuk delik-delik tertentu dapat digunakan asas nasional pasif dan asas universal. Sehubungan dengan masalah yurisdiksi ini dalam asas konvensional hukum pidana positif akan ada ketentuan yang berorientasi pada “perbuatan” dan “akibatnya”.
Sedangkan contoh putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 545/Pid.B/2006/-PN. Smda, dalam kasus perkara secara bersama-sama melakukan perdagangan anak dapat dilihat penetapan putusan mempergunakan Pasal 297 KUHP dan Pasal 83 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur :

1. Barang siapa,

2. Memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau dijual,

3. Sebagai mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Penetapan Putusan menjatuhkan pidana kepada para pelaku pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), disini dapat disimpulkan penetapan oleh pengadilan sudah memaksimalkan pelaksanaan pidana dari undang-undang perlindungan anak akan tetapi terlihat jelas barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang telah disita menurut hukum sangatlah minim, sedangkan dalam putusan pengadilan lainnya masih memakai Pasal 297 KUHP sedangkan pasal-pasal dalam undang-undang perlindungan anak masih sangat terbatas bahkan jarang sekali dipakai oleh aparat penegak hukum karena melihat unsur-unsur yang termasuk dalam perdagangan dari kejahatan trafficking itu sendiri.
Kurangnya standar untuk putusan baik berupa pasal-pasal yang menjerat para pelaku traffickers dalam yurisdiksi hukumnya masih belum direalisasikan pada undang-undang perlindungan anak karena akibat tidak adanya undang-undang khusus mengenai trafficking, di Indonesia masih mempergunakan produk buatan Belanda yaitu KUHP, dalam KUHP menguraikan bahwa undang-undang tidak berlaku surut selama belum ada undang-undang penggantinya akan tetapi secara implementasi aparat penegak hukum dapat mempergunakan dan mengadopsi undang-undang perlindungan anak secara komprehensif dan tegas mengatur masalah perdagangan anak yang memuat sanksi maksimal yang diterima oleh pelaku kejahatan trafficking menjadi minimal dalam KUHP.
Sebagaimana dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan sanksi minimal 3 tahun dan sanksi hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara, akan tetapi perkiraan yurisdiksi dalam KUHP belum mengadobsi pasal ini sehingga penerapan hukumannya menjadi sulit yang seharusnya sanksi maksimal undang-undang perlindungan anak dapat menjadi sanksi minimal dalam KUHP agar pelaksanaan pidana dari segi positif undang-undang perlindungan anak dapat diterapkan pada KUHP.
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan aturan pelaksanaan pidana yang mendasar untuk memberikan perllindungan bagi child trafficking seperti yang termuat dalam Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 89 telah jelas menjatuhkan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai bentuk hukuman maksimal yang tidak diadopsi secara maksimal oleh KUHP selain pasal lain memberikan kewajiban dan tujuan bagi Pemerintah dalam Pasal 59, Pasal 66 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengadopsi beberapa konvensi ILO seperti :

a. Konvensi tentang Hak Anak tahun 1989 (convention On The Right Of The Child) pada Bab 34 dan Bab 35 dinyatakakn bahwa :

“Pemerintah negera-negara peserta hendaknya mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak dari segala bentuk eksploitasi seksual dan penyimpangan seksual dan untuk mencegah penculikan anak, penjualan, atau perdagangan anak untuk tujuan-tujuan apapun dalam bentuk apapun. Prosedur pilihan khususnya berkenaan dengan perdagangan anak, prostitusi anak dan pornografi anak telah diadopsi oleh dewan jendral PBB tahun 2000”.

b. Konvensi ILO tentang larangan dan aksi langsung untuk menghapus bentuk terburuk dari memperkejakan anak tahun 1999 (ILO Convention Corcerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour).

Konvensi yang mengisyaratkan perlunya tindakan-tindakan segera dan efektif untuk menjamin larangan dan penghapusan dampak terburuk dari mempekerjakan anak adalah perbudakan atau adanya praktik-praktik yang berkenaan dengan perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, prostitusi dan pornografi anak, kegiatan ilegal, atau kegiatan apa saja yang dapat membahayakan, keselamatan atau moral anak-anak.

c. Konvensi PBB tentang kejahatan terorganisir antar negara tahun 2000 (dalam persiapan UN Convention Transnational Organized Crime).

Konvensi ini dilengkapi dengan prosedur untuk mencegah, menegakkan dan menghukum perdagangan manusia khususnya wanita dan anak serta prosedur untuk mencegah migran melalui darat, laut, udara. Prosedur perdagangan ditujukan pada kriminalisasi perdagangan manusia, prosekusi para pedagang, proteksi terhadap orang-orang yang diperdagangkan dan tindakan preventif terhadap perdagangan baik secara legal maupun tidak.


Dalam konvensi Internasional di atas jelas menegaskan Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan anak sebagai implementasi untuk menanggulangi masalah perdagangan (trafficking) sebenarnya secara jelas menjabarkan pasal-pasal yang dapat menjerat para pelaku trafficking. Pelaksanaan pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak menunjukkan msalah yang sangat signifikan dalam melaksanakan ketentuan hukuman bagi para pelaku kejahatan trafficking dalam yurisdiksi dikarenakan persepsi yang berbeda-beda baik oleh para penegak hukum, aparat maupun lembaga hukum yang khusus menangani masalah anak.


Masalah yang terkait dalam yurisdiksi pelaksanaan pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada umumnya berupa :

a. Pengabaian dalam pertimbangan pada perspektif korban ditingkat aparat penegak hukum ketika melakukan pemeriksaan penyidikan dan penyelidikan.

b. Pemberian vonis untuk para pelaku khusus perdagangan manusia khususnya anak.

c. Kuatnya prinsip-prinsip penerapan hukum lex generalis yaitu kitab undang-undang hukum pidana buatan Belanda dalam menegaskan aturan pelaksanaan pidana terutama untuk perdagangan manusia.

d. Pengabaian penggunaan lex spesialis dalam penerapan vonis hukuman yang sebenarnya dengan lex generalis dapat dipadu serasikan (dilengkapi) dengan lex spesialis akan tetapi tidak digunakan oleh para penegak hukum sebagai salah satu contoh dalam Pasal 297 KUHP yang dapat dilengkapi dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

e. Penggunaan undang-undang perlidungan anak Nomor 23 tahun 2002 yang telah dirativikasi internasional menjadi terbatas dalam pelaksanaannya dikarenakan kelemahan sistem hukum Indonesia dalam menangani masalah perdagangan anak untuk dapat digunakan sebagai proses acuan legal terhadap minimnya jumlah Pasal dalam implementasinya.

f. Belum adanya kesamaan kategori umur anak dalam perundang-undangan di Indonesia misalnya : KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHperdata , Peraturan Internasional dan sebagainya.

g. Pada umumnya kasus perdagangan dalam pemberitaannya berhenti pada tahap awal pelaporan saja.

Masalah pelaksanaan pidana mengenai perkiraan hukum (yurisdiksi) diatas dapat dilihat dalam putusan perkara Nomor : 545 /Pid.B/2006/PN.Smda terhadap terdakwa Dewi Rusiyanti yang diajukan pada Kejaksaan Negeri Samarinda Nomor Register Perkara PDM-562/samar/07/2006, dalam ketentuan perkara tersebut dikenakan Pasal 297 KUHP terhadap memperdagangkan wanita yang belum dewasa dan tuntutan pidana perkara tersebut hanya diputuskan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan barang bukti yang sangat minim berupa uang hasil tindak pidana perdagangan.
Dilihat dari putusan Nomor 545/Pid.B/2006/PN.Smda, memiliki unsur memperdagangkan wanita yang belum dewasa secara umum terbukti bersalah. Di dalam putusan, bahwa terdakwa dituntut hukuman Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 297 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang memiliki unsur pidana memperdagangkan anak, menjual, menculik anak untuk diri sendiri atau menjual dengan vonis hukuman 6 (enam) tahun penjara dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), bertolak dari uraian diatas vonis yang dijatuhkan masih relatif rendah disebabkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku tindak sesuai dengan kerugian yang telah menghancurkan masa depan korban yang memberi stigma sosial dan rasa malu dalam masyarakat akan tetapi putusan perkara disini telah dijatuhkan hukum kurang maksimal dan dapat penulis lihat pada putusan perkara Nomor : 545/Pid.B/2006/PN.Smda, bahwa terdakwa dikenakan unsur-unsur pidana Pasal 297 KUHP yaitu memperdagangkan wanita yang belum dewasa dan terbukti secara sah dengan vonis hukuman 6 (enam) bulan penjara. Perbedaan antara kedua putusan yang diuraikan diatas sangatlah minim bukti serta pasal-pasal yang menjerat pelaku trafficking terhadap anak, padahal kedua putusan tersebut hanya meringankan pelaku traffickers adalah terdakwa belum pernah dihukum, jika dilihat pada pasal di atas pelaku hanya dikenakan 6 (enam) bulan penjara, vonis ini jelas sangat merugikan korban dan tidak sebanding dengan apa yang dialami korban.
Bertolak dari putusan hakim dan pasal-pasal yang menjerat pelaku perdagangan (trafficking) maupun putusan-putusan perkara lainnya terutama dalam Pasal 297 KUHP masih diterapkan secara nasional, jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hukuman yang diterapkan oleh perundang-undangan ini tidak diadopsi atau dipadu serasikan secara maksimal mengenai sanksi minimum dalam undang-undang tersebut menjadi sanksi minimum dalam KUHP, sebagaimana peraturan perundang-undangan khusus di Iindonesia yaitu asas lex spesialis derogat legi generali yang menyatakan peraturan-peraturan khusus dapat didahulukan berlakunya daripada ketentuan umum atau undang-undang perlindungan anak dapat diterapkan dalam sistem pengadilan dan dipadu-serasikan dalam KUHP. Hal inilah yang membuat penerapan lex spesialis (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) menjadi kurang, sehingga memberi dampak lemahnya aturan hukum di Indonesia dalam memprediksikan hasil yurisdiksi peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana memperdagangkan manusia (trafficking) khususnya anak.
Secara substansial KUHP belum maksimal memenuhi syarat yang diratifikasi oleh Internasional seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diratifikasi Internasional, hal ini belum dapat terlaksana penerapan hukumnya secara global bila dibandingkan dengan negara-negara lain karena peraturan perundang-undangan di Indonesia masih terpaku pada KUHP serta seluruh unsur-unsur terpadu baik aparat, penegak hukum, LSM, maupun masyarakat sendiri memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai perdagangan anak dan pengetahuan akan tindak pidana (trafficking) tersebut masih rendah, sehingga faktor-faktor ini menghambat proses pidana.

Dalam kasus perdagangan manusia sendiri pada aspek negatif dalam proses pidana dapat dilihat sebagai berikut :

1. Aspek positif :

a. Beban kasus dipegang oleh negara

b. Biaya penyidikan dan pembuatan keputusan ditanggung oleh negara

c. Pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara, yang dapat dijadikan sebagai peringatan bagi publik agar tidak mengorbankan orang lain khususnya anak.
2. Aspek Negatif :

a. Korban tidak dapat berkuasa penuh dalam proses persidangan

b. Pelaku diputus bersalah atau tidak, sistem legal akan menegakkan hukumnya secara maksimal dibandingkan kerugian yang dirasakan oleh korban akibat perbuatan pelaku trafficking
c. Korban akan dipaksa untuk bersaksi di Pengadilan The Victim

d. Identitas korban diberitahukan dimedia selama persidangan yang merupakan proses publik.

e. Pelaku dapat mengancam korban atau keluarganya atau LSM yang membantunya agar korban tidak bersaksi di Pengadilan.

f. Terbatasnya anggaran dana mengakibatkan pelaku yang tinggal diluar wilayah karena mengorganisir perdagangan manusia khususnya anak baik dalam nasional maupun internasional.

Faktor-faktor yang terurai diatas memberi dampak bagi pelaku maupun tindak pidana kejahatan trafficking, masalah yurisdiksi atau kewenangan sebuah pengadilan atau organisasi untuk memutuskan suatu sengketa permasalahan atau memonitor sebuah kasus tindak pidana trafficking tergantung jaksa dalam melakukan penyidikan pada berkas tuntutan yang diajukan.
Dalam Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menurut yurisdiksinya pelaksanaan pidana telah memenuhi syarat secara internasional untuk menjerat pelaku traffickers yang telah diadopsi dalam konvensi internasional dibandingkan dengan KUHP namun kelemahan dalam undang-undang perlindung anak untuk pelaksanaan pidana hanya mengalami kendala berupa kuatnya prinsip penerapan hukum lex generalis (KUHP) dalam menegaskan aturan pelaksana pidana untuk perdagangan manusia (trafficking) sehingga perpaduan lex generalis maupun lex spesialis kurang maksimal. Pada pasal 297, Pasal 331 dan Pasal 332 KUHP untuk delik biasa dan delik aduan dalam memperdagangkan wanita belum dewasa terutama anak dibawah umur dalam KUHP tidak diterapkan pelaksanaan pidana sanksi minimal dalam undang-undang perlindungan anak terus mengalami faktor-faktor yang menghambat implementasi pidananya jika belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur kejahatan trafficking atau peraturan daerah di Kota Samarinda dan menerapkan asas lex spesialis derogat lex generalis dalam kasus-kasus trafficking.

3.2. Pelaksanaan Penyidikan dan Penuntutan Kejahatan Trafficking di Wilayah Hukum Kota Samarinda

Dalam melakukan proses pelaksanaan pidana terhadap kejahatan trafficking terutama penyidikan perlulah diperhatikan kegiatan penyidikan di samping merupakan untuk mencari keadilan, kepastian hukum dalam perkara-perkara. Menurut Pasal 1 butir 2 KUHP yang menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Berdasarkan prakteknya kejahatan trafficking dianggap sebagai delik biasa dan delik aduan yang artinya informasi mengenai adanya kejahatan trafficking diterima dalam bentuk tulisan atau lisan menurut ketentuan yang diatur dalam KUHP maupun dalam peraturan perundang-undangan hukum acara diluar KUHP bahwa penyidik menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau masyarakat yang mengetahui peristiwa adanya kejahatan trafficking sebagai tindak pidana, atas dasar ketentuan ini maka penyidik berkewajiban menerima laporan atau pengaduan dan tidak dibenarkan bahwa laporan atau pengaduan itu bukan merupakan tindak pidana atau perkara sudah kadaluarsa atau nebis in idem.
Pelaksanaan penyidikan dilakukan oleh penyidik pejabat polisi negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 106 KUHP yaitu penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan dalam mencari bukti-bukti tindak pidana kejahatan trafficking berupa :

a. Bukti transportasi ke daerah tujuan (tiket fery, tiket pesawat dan sebagainya).

b. Alamat atau lokasi yang digunakan untuk transit.

c. Nama dan alamat tempat kejadian perkara

d. Pihak-pihak yang terkait seperti saksi, korban dan tersangka.

e. Pernyataan rincian dari korban perdagangan manusia (trafficking) khususnya anak mengenai pengalamannya.

f. Tanggal, Lokasi dan alamat

g. Foto kondisi penyiksaan fisik

h. Pernyataan saksi.

i. Dokumen perjalanan (visa dan lain-lain).

j.  Dokumen identifikasi (pasport, KTP termasuk dokumen palsu).

k. Daftar biaya.

l. Sertifikasi medis.

m. Bukti-bukti fisik adanya tindak kekerasan dalalm kejahatan trafficking.

Menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku tugas dan kewajiban penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan dan memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada orang yang menyampaikan laporan atau pengaduan kemudian penyidik yang bersangkutan segera menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang telah diatur oleh hukum acara di Indonesia. Dalam hal penyidikan yang dilakukan telah selesai maka penyidik yang bersangkutan wajib segera menyerahkan berkas perkaranya kepada penuntut umum, apabila dari hasil penyidikan yang dilakukan ternyata tidak cukup bukti atau peristiwa yang dilaporkan dan diadukan bukan merupakan tindak pidana kejahatan trafficking atau penyidikan harus dihentikan demi hukum maka penyidik dapat menghentikan penyidikannya dengan menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan dan segera memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

Kemudian para penyidik memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat panggilan yang meminta tersangka atau saksi dalam proses pemeriksaan dan investigasi, ketentuan penghentian penyidikan diatas diberitahukan kepada tersangka, korban, saksi akan tetapi pihak ketiga dapat mengajukan surat keberatan penghentian penyidikan sebagaimana dalam Pasal 82 huruf c jo Pasal 77 KUHP yang menyebutkan pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan untuk menghentikan penyidikan atau dakwaan dan tidak diterima secara hukum atau dapat terus dilanjutkan.
Setelah proses penyidikan berkas perkara disusun berisikan pengaduan asli dan tanda terima pengaduan, gambaran abstrak fakta dari kasus trafficking, laporan polisi (hasil pemeriksaan tersangka, korban dan saksi) penjelasan mengenai proses penyidikan dari kepolisian, semua surat yang berkaitan dengan proses penyidikan, daftar saksi, daftar tersangka, daftar barang bukti, pernyataan validitas kasus.

Pada prakteknya proses penyidikan mengalami hambatan yang biasanya terjadi dalam kejahatan trafficking sangatlah besar yang disebutkan oleh penulis dalam poin II telah diuraikan hambatan maupun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan dan penuntutan khususnya sistem hukum Indonesia yang masih kurang transparansi dalam persidangan, belum adanya anggaran dalam hal penyidikan lebih lanjut khususnya di daerah perbatanan Kalimantan Timur diluar wilayah teritorial Indonesia.
Sejak saat penyidik sudah mulai melakukan tindakan penyidikan maka penyidik yang bersangkutan wajib segera memberitahukan dimulainya penyidikan itu kepada penuntut umum dengan menggunakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh karena tindakan penyidikan merupakan serangkaian tindakan upaya paksa antara lain dimulai dari tindakan pemanggilan dan pemeriksaan saksi, tersangka, saksi ahli, korban, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya. Untuk daerah terpencil maupun daerah perbatasan yang sulit transportasinya dapat dilakukan melalui upaya komunikasi lain sesuai dengan fasilitas yang ada kemudian disusul dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kemudian penyidik wajib mengirimkan surart pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum disertai lampiran berupa laporan polisi atau surat pengaduan.

Dengan demikian mulailah terjadi pelaksanaan penyidikan dalam kejahatan trafficking maupun tindak pidana lainnya baik pemeriksaan saksi berlaku sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana kejahatan trafficking atas dasar dalam melakukan penyidikan yang merupakan upaya persiapan untuk melakukan penuntutan tersangka didepan sidang pengadilan maka penyidik yang menangani kejahatan trafficking memeriksa/menangani kejahatan yang menimbulkan korban luka fisik hingga memerlukan saksi ahli dalam proses penyidikan untuk melakukan pemeriksaan tersangka ditingkat penyidikan.
Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pemeriksaan penyidikan merupakan tindakan yang tidak dapat dipisahkan dengan proses atau tindakan penuntutan didepan sidang pengadilan, sebagaimana yang telah dilihat oleh masyarakat pada umumnya bahwa ketentuan perundang-undangan hukum pidana setiap orang yang melakukan tindak pidana diancam dengan pidana (dijatuhi hukuman) namun demikian pengadilan dapat menjatuhkan pidana pelaku kejahatan trafficking setelah melalui proses penuntutan dan penuntutan umum baru dapat dilakukan setelah penyidik menyerahkan hasil pemeriksaan atau hasil penyidikannya kepada penuntut umum. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan yang kurang lengkap maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk penyidikan tambahan dalam waktu 14 (empat belas) hari penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara kepada penuntut umum.
Untuk memprediksikan hasil akhir persidangan dalam kasus perdagangan anak dilakukan penyidikan dan penuntutan yang memakan waktu proses yang berkepanjangan maka setelah penuntut umum menerima berkas penyidikan kasus perdagangan khususnya anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilimpahkan kepengadilan untuk dilakukan penuntutan dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan pemeriksaan persidangan dipengadilan yang telah memenuhi syarat formal dan syarat meteril sesuai dengan hukum acara pidana dalam surat dakwaan penuntut umum dirumuskan unsur-unsur tindak pidana atau delik memperdagangkan anak atau adanya unsur-unsur kejahatan trafficking yang dipadukan dengan perbuatan materil yang dilakukan oleh terdakwa pelaku traffickers.
Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari persidangan dengan tujuan menyempurnakan maupun tidak melanjutkan penuntutannya untuk mengubah surat dakwaan dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai Pasal 144 ayat (2) KUHP dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan untuk menyampaikan tuntutannya kepada tersangka atau penasehat hukum dan penyidik, akan tetapi dalam Pasal 144 KUHP maupun penjelasannya tidak mengatur serta tidak memberikan kriteria atau pembatasan sampai sejauhmana perubahan surat dakwaan yaitu hanya satu kali sebelum ada penetapan hari sidang atau paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai. Dalam upaya melaksanakan penuntutan maka jaksa penuntut umum dapat melakukan perubahan atau penyempurnaan terhadap surat dakwaan meskipun akibat dari perubahan tersebut menimbulkan tindak pidana atau delik baru bahkan tindak pidana yang lebih berat ancaman pidananya atau lebih ringan akan tetapi penuntutan dengan vonis ringan terutama perdagangan anak yang telah teroganisir maupun tindak, baik berupa jaringan nasional atau internasional maupun perorangan dapat diidikasikan perbuatan oknum baik pelaporan dalam pemberitaannya dikarenakan hambatan untuk melaksanakan penyidikan dan penuntutan mengenai kasus kejahatan trafficking serta kendala yang signifikan, belum adanya anggaran yang jelas dari pemerintah pusat maupun daerah secara maksimal untuk mengenai kasus kejahatan trafficking khususnya terhadap anak dibawah umur.
Surat dakwaan dalam penuntutan dibuat berdasarkan berita acara penyidikan (BAP) sebagai dasar atau landasan pemeriksaan dalam sidang pengadilan untuk menjerat para pelaku khususnya tindak pidana kejahatan yaitu kejahatan trafficking tentang anak maka surat dakwaan dalam berita acara pemeriksaan dilanjutkan kepada penuntut umum yang menangani perkara anak jadi setiap jaksa ditunjuk oleh jaksa agung sebagai jaksa penuntut perkara anak, untuk mengungkapkan penuntutan perlu dikaitkan dengan penyidikan atau penyidikan tambahan dalam berita acara yang memuat lengkap peristiwa perbuatan terdakwa traffickers yang menguraikan unsur-unsur pidana sebelum mengajukan tuntutannya ke pengadilan berupa masalah alat bukti dan masa penahanan yang relatif pendek.
Penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana kejahatan trafficking perlulah diperhatikan materi dakwaan yang menjerat pelaku traffickers secara lengkap akan tetapi bila dakwaan tersebut tidak lengkap baik dalam penyidikan maupun penuntutannya memberi dampak berupa lepasnya terdakwa dari hukuman atau cacatnya dakwaan untuk memecahkan suatu tuntutan perkara (splitsing) memerlukan tahapan persiapan penuntutan untuk meneliti dan memeriksa kembali perkara pidana kejahatan trafficking.

Uraian diatas menunjukkan bahwa KUHP menganut prinsip oppurtunitet dimana penuntut umum mempunyai cukup alasan untuk menuntut tersangka tetapi tidak wajib memutuskan tuntutan dan kepentingan umum harus dilindungi dari kejahatan trafficking khususnya anak, secara umum baik tahap penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana kejahatan trafficking, hal ini pada umumnya disebabkan kasus perdagangan mempunyai kendala-kendala secara signifikan karena setiap kasus perdagangan atau trafficking dalam pemberitaannya berhenti pada tahap awal pelaporannya saja sehingga mengakibatkan pengetahuan masyarakat relatif rendah untuk mengetahui secara jelas adanya kejahatan trafficking bahkan dikalangan aparat, penegak hukum, LSM, maupun pemerintah pusat dan daerah untuk menangani kasus kejahatan trafficking.

3.3. Upaya Penanggulangan Kejahatan Trafficking

Untuk menangani masalah-masalah dalam upaya penanggulangan perdagangan anak dapat diimplementasikan kedalam 3 (tiga) langkah kebijakan sebagai berikut :

a. Langkah Preventif (Pencegahan)

Merupakan sebuah upaya mencegah agar anak tidak diperdagangkan peningkatan kesadaran tentang hak-hak anak akan bahaya eksploitasi seksual maupun modus atau bentuk-bentuk yang digunakan pelaku perdagangan anak melalui seluruh elemen masyarakat dengan memobilisasi, memonitor maupun melindungi anak-anak dengan merangsang inisiatif peningkatan kesadaran multimedia bagi masyarakat umum, pencegahan melalui sekolah-sekolah khususnya kurikulum pendidikan mengenai hak anak, peningkatan kesadaran pendidikan informal maupun formal dan pustaka keliling serta peningkatan kesadaran hukum bagi staf pemerintah dan staf perofesional lainnya.
b. Langkah Perlindungan

Melalui peningkatan jaringan hukum atau implementasi hukum dengan bentuk dan mekanisme hukum yang berlaku berupa peninjauan peraturan perundang-undangan dan pengembangan hukum, peninjauan mekanisme implementasi legilasi tentang perlindungan anak, pelatihan bagi aparat penegak hukum dan sebagainya yang termasuk dalam unsur terpadu, pendidikan terhadap seluruh elemen masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak, pendirian unit-unit khusus anak, peningkatan kerja sama regional maupun internasional untuk menangani perdagangan anak serta pengembangan penyebaran informasi dan sosialisasi kejahatan trafficking.

c. Langkah Rehabilitatif atau Pemulihan

Dalam rangka pemulihan anak pasca penyelamatan anak dari eksploitasi secara dampak psikologi yang buruk, trauma, masa takut dan cemas berkepanjangan, cendrung menyendiri intorvert (tertutup secara psikologi), putus asa dan sebagainya. Strategi ini dipilih untuk mengatasi dampak yang lebih buruk berupa penderitaan yang dialami oleh dukungan bagi korban atau anak yang diselamatkan untuk diberikan pendidikan non formal, pelatihan keahlian, kemudian pada tahap langkah integratif yaitu sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan masa depan anak pasca rehabilitasi adalah keluarga.

Hal ini harus diperhatikan dalam proses reintegrasi untuk proses ini penerimaan anak kedalam keluarga, masyarakat dan lingkungan pendidikan dengan memfasilitasi reintegrasi anak kembali kepada keluarga, eksploitasi alternatif antara lain manajemen penanganan resettelmen, bantuan penanganan untuk penetapan dukungan masyarakat anti trafficking, monitoring dan follow up data kejahatan trafficking.
Upaya penanggulangan diatas terhadap korban kejahatan trafficking memerlukan adanya sosialisasi isu tentang trafficking, pentingnya program kebijakan yang komprehensif terkait penanggulangan perdagangan anak meliputi upaya pencegahan, perlindungan, rehabilitatif dan reintegratif dengan melibatkan LSM, ormas keagamaan dan masyarakat serta pejabat publik sesuai dengan tugas dan wilayah kewenangannya, upaya menumbuhkan kesadaran bahwa pengambilan kebijakan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku perdagangan anak untuk kepentingan berbagai eksplotasi, para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan moral kemanusiaan serta aspek kerugian yang dialami oleh korban perdagangan khususnya anak-anak dan pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah mengatisipasi dampak perdagangan anak yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan khusus berupa peraturan daerah yang memuat unsur pemerintah dan non pemerintah pada pelaksanaannya.

Mengingat permasalahan perdagangan anak berupa pelanggaran hak-hak anak diperlukan perhatian dan dukungan dari segala unsur terpadu untuk menetapkan kejahatan trafficking dalam pemberitaan yang proposional secara terarah dan menarik keluar faktor atau bidaya secara domestik dari wilayah privat ke wilayah publik untuk melakukan kontrol penanganan secara preventif dan adanya pencacatan serta pendataan kasus kejahatan trafficking.
4. PENUTUP
4.1. Kesimpulan


Secara umum trafficking dapat dipahami sebagai suatu kegiatan atau proses perekrutan, pemindahan dan penampungan atau penerimaan seseorang khususnya anak dengan berbagai eksplotasi demi keuntungan pribadi maupun golongan. Perdagangan manusia diidentikkan pada masa lalu sebagai perbudakan namun pada masa kini mengalami pergeseran makna menjadi perdagangan manusia yang disebut dengan trafficking, pada dasarnya latar belakang kejahatan trafficking di Indonesia khususnya kota Samarinda berupa eksploitasi seksual, kekerasan terhadap anak dan pelecehan seksual. Latar belakang kejahatan trafficking ini didasari oleh tingkat pendidikan formal dan informal di Samarinda yang relatif rendah, rata-rata masyarakat hidup pada garis kemiskinan, penyebaran informasi mengenai trafficking terfokus pada daerah perbatasan seperti nunukan dan tarakan kemudian dapat dilihat bahwa kota Samarinda tidak memiliki program khusus yang fokus terhadap anak yaitu zona bebas pekerja anak seperti di wilayah Kutai Kartanegara. Sisi lain uraian di atas kendala-kendala yang dihadapi dalam penyidikan dan penuntutan yaitu transparansi dalam persidangan, birokrasi untuk melakukan hukum manuver hukum yang berbelit-belit sehingga menciptakan korupsi baik dalam penyidikan dan penuntutan disebabkan anggaran dalam setiap gender belum maksimal oleh pemerintah.
Permasalahan yurisdiksi pelaksanaan pidana kejahatan trafficking di kota Samarinda memberi dampak yang signifikan bagi unsur-unsur terpadu yaitu kuatnya prinsip lex generalis dan pengabaian lex spesialis untuk menetapkan materi dakwaan oleh jaksa penuntut umum maupun pada saat hakim menjatuhkan putusan perkara untuk kasus perdagangan anak, padahal lex spesialis dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan sanksi maksimal 15 (lima belas) tahun penjara dengan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) akan tetapi sanksi maksimal dalam undang-undang ini tidak diimplementasikan menjadi sanksi minimal atau diimplementasikan dan dipadu serasikan menjadi sanksi minimal dalam KUHP. Dalam asas lex spesialis derogat lex generalis cukup memadai dan telah diratifikasi melalui konvensi internasional, pengabaian dan penggunaannya dalam penerapan suatu surat aturan-aturan yang mengatur perlindungan anak di Indonesia menjadi sulit untuk mencapai kepastian hukum serta menegakkan keadilan bagi korban trafficking dan sulitnya memprediksikan hasil persidangan.
Pada umumnya kasus perdagangan setiap pemberitaan dalam media massa berhenti pada tahap pelaporan sehingga upaya penanggulangan kejahatan trafficking perlu diperhatikan langkah preventif (pencegahan) yaitu peningkatan kesadaran terhadap secara multimedia dalam masyarakat melalui pendidikan formal maupun informal dan kesadaran hukum, langkah kedua berupa langkah perlindungan dalam rangka peningkatan mekanisme jaringan hukum untuk meninjau kembali peraturan perundang-undangan yang terkait untuk anak serta pelatihan bagi aparat penegak hukum kemudian langkah rehabilitatif yaitu pasca pemulihan korban kejahatan trafficking dengan pendirian shelter dan langkah terakhir yaitu langkah integratif berupa adanya pihak yang bertanggung jawab terhadap kelanggsungan masa depan anak pasca rehabilitasi seperti keluarga korban dan perlunya follow up data kejahatan trafficking secara kontinyu.
4.2. Saran


Dalam upaya meningkatkan perlindungan anak dari bahaya kejahatan trafficking, penulis menguraikan saran-saran, yaitu :

a. Meningkatkan capacity building, koordinasi pelayanan terpadu baik di tingkat lokal, regional, maupun tingkat nasional.

b. Mensosialisasikan koalisi anti trafficking sebagai wadah perlindungan anak yang menjadi korban perdagangan maupun korban kekerasan pada anak.

c. Melakukan publikasi melalui pendidikan dan penerbitan poster, penerbitan buletin, pamplet, brosur-brosur dan tulisan dalam mengkampayekan anti trafficking komunitasi adat, buruh, pekerja seks komersial, remaja, mahasiwa maupun aparat penegak hukum untuk melakukan penelitian penanganan kasus perspektif korban, peningkatan ekonomi dan kualitas pendidikan sumber daya manusia.

d. Penghapusan tempat hiburan malam di kota Samarinda yang merupakan area terjadinya tindak pidana trafficking.

e. Peningkatan sosialisasi penghapusan kejahatan trafficking serta pemerintah daerah dengan sigap dan tegas memerangi kejahatan trafficking dan segera merealisasikan penyusunan anggaran yang bersifat gender terhadap korban trafficking serta membuat program zona bebas pekerja anak.

f. Melakukan kajian hukum nasional dan peraturan internasional terhadap sistem hukum pidana Indonesia terhadap sanksi pidana para pelaku trafficking yang merugikan masa depan korban trafficking khususnya anak.

g. Melakukan penyelidikan dalam penanganan kejahatan trafficking secara prosedur internal mengenai kasus-kasus yang melibatkan anak di setiap organisasi atau di tingkat kepolisian, pengadilan maupun kejahatan.

h. Melakukan identifikasi untuk memastikan bahwa anak-anak tidak dikenai sanksi pidana karena tidak memiliki kartu identitas serta adanya revisi kejahatan peraturan daerah yang mengatur atau membuat peraturan daerah terhadap perlindungan anak dari kejahatan trafficking.
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PENUGASAN TENAGA KERJA BAGIAN PRODUKSI PADA 

PT. SAMARINDA CENDANA COLD STORAGE DAN INDUSTRI DI ANGGANA
Oleh : Heriyanto
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

The study was conducted at PT. Samarinda Sandalwood Cold Storage dan Industry in Anggana during the month of February-March 2014, the data obtained from this study that there has been a decay of black shrimp ranged 20-30kg produced. This decay occurs because the black shrimp raw material processing completed different times that the processing starts at 07.30 am and finishes approximately at 9:30 to 10:00 am. 

Analysis using the Hungarian method of calculation results show after organized labor assignments on the production of sub-section 5 in particular processing variations working group (Task: Cleaning, Proofreading, washing, weighing and preparation) obtained with the Hungarian method of processing completion time of 110 minutes more lower than the standard completion time of the company to task 5 variations of the working group that is equal to 150 minute.             Thus assignments to 5 working group of optimal variation can be achieved by the company as follows:
1. Cleaning job is assigned to the working group III obtained sebsar 45 minute turnaround time for the production activities. 

2. The work assigned to the correction of the working group II obtained completion time by 15 minutes for the production activities. 

3. Washing job is assigned to the working group IV obtained completion time is 30 minutes for the production activities. 

4. Weighing job assigned to working groups I obtained completion time is 30 minutes for the production activities. 

5. Job assigned to the working group drafting the V obtained completion time is 30 minutes for the production activities. 

Processing is done for 150 minutes (finished at 10:00) resulted in the decay of black shrimp occur as much as 30 kg mean damage costs of raw materials amounting to Rp. 4.35 million, - if the processing is done for 150 minutes (finished at 09.30) decay can be pressed into a 20 kg + constant, meaning the cost of raw material damage amounting to Rp. 2.900.000.- it can save the cost of raw material damage amounting to Rp. 1.450.000, -

________________________________________
Keywords : Hungarian method, labor assignments, task
1. PENDAHULUAN
Perkembangan sektor ekonomi dunia usaha dalam diberbagai bidang tampak maju pesat seiring dengan kemajuan pengetahuan, informasi dan teknologi. Adanya perkembangan tersebut maka para pelaku bisnis dituntut agar lebih mampu mencermati setiap perkembangan yang terjadi dari waktu ke waktu sehingga mengalami peningkatan atau kemajuan.. Perkembangan yang pesat tersebut dituntut adanya kemampuan manusia dalam mempertimbangkan segala kemungkinan sebelum mengambil keputusan atau tindakan.

Para pelaku bisnis saat ini saling bersaing untuk menciptakan suatu produk yang memiliki keunggulan baik harga, kualitas maupun pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Hal ini mengakibatkan persaingan antar produk dari masing-masing perusahaan yang sudah merata. Hal tersebut dapat kita lihat dari banyaknya bermunculan bisnis atau usaha yang sejenis khususnya di kota samarinda pada akhir-akhir ini. Bagi masyarakat pengguna produk atau bagi para konsumen kondisi seperti ini merupakan suatu keuntungan, dimana dengan adanya produk produk lain yang sejenis, keduanya akan lebih leluasa untuk dapat memilih produk yang sesuai dengan keinginan dan harapannya.

Didalam manajemen, suatu keputusan atau tindakan sebelum dilaksanakan diperlukan suatu sistem atau langkah-langkah yang bersifat rasional. Pengambilan keputusan tersebut merupakan suatu proses penalaran dalam rangka memecahkan masalah kepemimpinan.

Tujuan Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

1. PT. Samarinda Cendana Cold Storage dan Industri di Anggana sebagai input dalam pengambilan keputusan tentang penugasan tenaga kerja.

2. Sebagai refrensi di bidang Manajemen operasional khususnya tentang metode penugasan.
2. LANDASAN TEORI
Pengertian Manajemen Operasional tidak terlepas dari pengertian-pengertian manajemen dan pengertian produksi. Menurut Mary Parker Follet (1997) dalam Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah (2005:5) : "Management is the art of getting things done through people." Dapat diartikan bahwa Manajemen adalah Seni dalam menyelesaikan sesuatu menurut orang lain".

 Selanjutnya B. Siswanto (2005:2) menyatakan bahwa : ″Manajemen adalalah Seni dan Ilmu dalam perencanaan, Pengorganisasian, pengarahan pemotivasian dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan″. John R. Schermerhorn (2000:4) berpendapat bahwa ″Manajemen adalah menyelesaikan pekerjaan menurut orang lain″.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah kegiatan atau usaha untuk mencapai sesuatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan bantuan orang lain dan mengawasi usaha sehingga berjalan dengan baik dan mencapai tujuan bersama. Kegiatan manajemen dibutuhkan untuk mengatur dan mengkoordinasi faktor-faktor produksi guna meningkatkan sesuatu barang atau jasa secara efektif dan efisien.

Setelah mengetahui definisi-definisi manajemen selanjutnya akan di kemukakan pengertian mengenai produksi. Menurut Sofjan Assauri (1999:12) “Produksi adalah kegiatan yang berhubungan dengan usaha untuk menciptakan dan menambah kegunaan atau utilitas sesuatu barang dan jasa”.

Jay Heizer dan Barry Render (2005:4) menyatakan bahwa “Produksi adalah proses penciptaan barang dan jasa”.
Selanjutnya menurut Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefulloh (2005 : 352 ) menyatakan bahwa : "Produksi adalah sebuah proses mengubah Input menjadi Output ".

Berdasarkan definisi-definisi maka penulis berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Produksi adalah suatu proses yang dilakukan dalam rangka mengubah sebuah masukan (InPut) menjadi keluaran (Output) baik berupa barang dan jasa yang memiliki nilai atau kegunaan lebih dari sebelumnya.

Masukan atau Input dapat berupa bahan baku, tenaga kerja modal maupun informasi yang dibutuhkan dalam proses produksi keseluruhan bahan baku ini kemudian dikelola melalui sebuah proses konversi untuk menghasilkan sebuah keluaran yang diharapkan. Proses konversi dapat berupa sistem yang digunakan dalam rangkaian proses produksi yang dilakukan.

Adapun keluaran dari proses konversi dapat berupa keluaran langsung yaitu berupa barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Maupun keluaran tidak langsung dapat berupa pembayaran gaji atau upah kepada tenaga kerja, limbah produksi yang memberikan dampak lingkungan.

Setelah mengetahui pengertian Manajemen dan Produksi, kemudian akan dikemukakan pengertian Manajemen Operasional yang sering disebut Manajemen Produksi atau Manajemen Produksi dan Operasi atau Manajemen Operasi.
3. METODE PENELITIAN
Didalam definisi operasional ini konsep-konsep yang ada perlu dijelaskan dan ditegaskan batas-batasannya agar mudah diukur sehingga analisisnya jelas batasan-batasan tersebut. Apabila ekonomi perusahaan mampu melakukan dengan baik tugas ini, maka akan diperoleh kejelasan yang tepat tentang cara rumah tangga perusahaan melakukan fungsinya. Dengan demikian perusahaan merupakan sarana pembantu yang tak terelakan bagi pimpinan perusahaan.
Pemberian tugas kepada karyawan oleh pimpinan PT. Samarinda Cendana Cold Storage dan Industry terutama bagian produksi, yang dimana setiap karyawan diberikan tugas yang berbeda-beda dengan karyawan yang lain. Sedangkan tugas-tugas itu antara lain :

1. Pembersihan, ialah membersihkan udang yang sudah tidak berkepala lagi dan dibuang sedikit dagingnya atau bagian ujungnya.

2. Pengoreksian, ialah mengoreksi udang yang sudah dibersihkan atau memilih udang menurut jenis atau ukurannya atau sizenya masing-masing.

3. Pencucian, ialah mencuci udang yang sudah dibersihkan dan dikoreksi

4. Penimbangan, ialah menimbang udang yang telah dicuci menurut jenis dan ukurannya atau sizenya masing-masing.

5. Penyusunan, ialah menyusun udang dalam tempat persegi atau disebut juga sebagai ampan atau kaleng dan diisi air sekitar 10 cc.

Sedangkan tenaga kerja bagian produksi yang dimaksudkan tenaga kerja pada sub bagian pengolahan terdiri atas 6 orang tenaga kerja wanita, dimana dalam melaksanakan tugasnya. Dan mereka membentuk 5 variasi kelompok kerja yang terdiri atas 3 orang berkelompok dan tiga orang sebagai cadangan. Setiap kelompok kerja dari 5 kelompok tenaga kerja di atas, mampu mengerjakan setiap pekerjaan dari 5 tugas atau pekerjaan yang disiapkan atau disajikan.
Adapun pembagian tugas atau pekerjaan tenaga kerja bagian produksi khususnya Sub Bagian Pengolahan yang bekerja pada PT Samarinda Cendana Cold Storage dan Industry terdiri atas 30 orang pekerja wanita, yaitu :

1. Pembersihan, tenaga kerjanya terdiri dari 3 orang dan 3 orang sebagai tenaga pergantian ship. (satu variasi kelompok kerja). 

2. Pengoreksian, tenaga kerjanya terdiri dari 3 orang dan 3 orang sebagai tenaga pergantian ship. (satu variasi kelompok kerja). 

3. Pencucian, tenaga kerjanya terdiri dari 3 orang dan 3 orang sebagai tenaga pergantian ship. (satu variasi kelompok kerja).

4. Penimbangan, tenaga kerjanya terdiri dari 3 orang dan 3 orang sebagai pergantian ship. (satu variasi kelompok kerja).

5. Penyusunan, tenaga kerjanya terdiri dari 3 orang dan 3 orang sebagai pergantian

Cold Storage dan Industry terdiri atas 30 orang pekerja wanita, yaitu :

1. Pembersihan, tenaga kerjanya terdiri dari 3 orang dan 3 orang sebagai tenaga pergantian ship. (satu variasi kelompok kerja). 

2. Pengoreksian, tenaga kerjanya terdiri dari 3 orang dan 3 orang sebagai tenaga pergantian ship. (satu variasi kelompok kerja). 

3. Pencucian, tenaga kerjanya terdiri dari 3 orang dan 3 orang sebagai tenaga pergantian ship. (satu variasi kelompok kerja).

4. Penimbangan, tenaga kerjanya terdiri dari 3 orang dan 3 orang sebagai pergantian ship. (satu variasi kelompok kerja).

5. Penyusunan, tenaga kerjanya terdiri dari 3 orang dan 3 orang sebagai pergantian ship. (satu variasi kelompok kerja).

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode Hungarian Assignment Analisis dan digunakan untuk mengetahui jumlah tenaga kerja serta waktu yang di pergunakan dalam memproduksi jenis udang hitam. Pada tabel berikut disajikan Matriks Waktu Penugasan sebagai berikut :

Tabel 1. Matriks Waktu Penugasan

	
Pengukuran

Tenaga Kerja
	
	
	
	
	

	
	Pembersihan

	Pengoreksian

	Pencucian

	Penimbangan

	Penyusun


	
	
	
	
	
	

	Kelompok Kerja I

	W11

	W12

	W13

	W14

	W15


	Kelompok Kerja II

	W21

	W22

	W23

	W24

	W25


	Kelompok Kerja III

	W31

	W32

	W33

	W34

	W35


	Kelompok Kerja IV

	W41

	W42

	W43

	W44

	W45


	Kelompok Kerja V

	W51

	W52

	W53

	W54

	W55



Sumber : Pangestu Subagyo (2000:111)
Keterangan :
Waktu Penugasan

W11 
= 
Waktu yang diprgunakan kelompok kerja I dalam menyelesaikan tugas pertama (Pembersihan) dalam satuan menit. 


W12 
= 
Waktu yang dipergunakan kelompok kerja I dala Menyelesaikan tugas kedua (Pengoreksian) dalam satuan menit. 


W13 
= 
Waktu yang dipergunakan kelompok kerja I dalam menyelesaikantugas ketiga (Pencucian) dalam satuan menit

W14 
= 
Waktu yang dipergunakan kelompok kerja I dalam menyelesaikan tugas keempat (Penimbangan) dalam satuan menit


W15
= 
Waktu yang diperlukan kelompok kerja I dalam menyelesaikan tugas kelima (Penyusunan) dalam satuan menit. 


W21 
= 
Waktu yang dipergunakan kelompok kerja II dalam menyelesaikan tugas pertama (Pembersihan) dalam satuan menit.


W22 
= 
Waktu yang dipergunakan kelompok kerja II dalam menyelesaikan tugas kedua (Pengoreksian) dalam satuan menit. 


W23 
= 
Waktu yang dipergunakan kelompok kerja II dalam menyelesaikan tugas ketiga (Pencucian) dalam satuan menit. 


W24 
= 
Waktu yang dipergunakan kelompok kerja II dalam menyelesaikan tugas keempat (Penimbangan) dalam satuan menit.


W25 
= 
Waktu yang dipergunakan kelompok kerja II dalam menyelesaikan tugas kelima (Penyusunan) dalam satuan menit.


W31 
= 
Waktu yang dipergunakan kelompok kerja III dalam menyelesaikan tugas pertama (Pembersihan) dalam satuan menit.


W32 
= 
Waktu yang dipergunakan kelompok kerja III dalam menyelesaikan tugas kedua (Pengoreksian) dalam satuan menit. 


W33 
= 
Waktu yang dipergunakan kelompok kerja III dalam menyelesaikan tugas ketiga (Pencucian) dalam satuan menit. 


W34 
= 
Waktu yang dipergunakan kelompok kerja III dalam menelesaikan tugas keempat (penimbangan) dalam satuan menit.

W35 
= 
Waktu yang dipergunakan kelompok kerja III dalam menyelesaikan tugas kelima (Penyusunan) dalam satuan menit. 

W41 
= 
Waktu yang dipergunakan kelompok kerja IV dalam menyelesaikan tugas pertama (Pembersihan) dalam satuan menit 

W42 
= 
Waktu yang dipergunakan kelompok kerja IV dalam menyelesaikan tugas kedua (Pengoreksian) dalam satuan menit. 


W43 
= 
Waktu yang dipergunakan kelompok kerja IV dalam menyelesaikan tugas ketiga (Pencucian) dalam satuan menit. 


W44 
= 
Waktu yang dipergunakan kelompok kerja IV dalam menyelesaikan tugas keempat (Penimbangan) dalam satuan men 


W45 
= 
Waktu yang dipergunakan kelompok kerja IV dalam menyelesaikan tugas kelima (Penyusunan) dalam satuan menit. 


W51 
= 
Waktu yang dipergunakan kelompok kerja V dalam menyelesaikan tugas pertama (Pembersihan) dalam satuan menit 


W52 
= 
Waktu yang dipergunakan kelompok kerja V dalam menyelesaikan tugas kedua (Pengoreksian) dalm satuan menit.


W53 
= 
Waktu yang dipergunakan kelompok kerja V dalam menyelesaikan tugas ketiga (Pencucian) dalam satuan menit. 


W54 
= 
Waktu yang dipergunakan kelompok kerj a V dalam tugas menyelesaikan tugas keempat (Penimbangan) dalam satuan menit.

W55 
= 
Waktu yang dipergunakan kelompok kerja V dalam menyelesaikan tugas kelima (penyusunan) dalam satuan menit.
Untuk menganalisis data maka penulis menggunakan model Assignment Problem dengan Metode Hungarian. Dengan langkah-langka pnyelesaian sebagai berikut:
1. Langkah pertama adalah mengubah matriks biaya menjadi matriks opportunity-cost. Ini dicapai dengan memilih elemen terkecil dari setiap baris dari matriks biaya mula-mula, untuk mengurangi seluruh elemen (bilangan) dalam setiap baris Sehingga paling sedikit akan diperoleh satu elemen yang bernilai nol sebagai hasilnnya, untuk mendapatkan matrik biaya yang telah dikurangi (reduced-cost matrix).
2. Recuded Cost - Matrix terus dikurangi untuk mendapatkan total opportunity-cost matrix. Hal ini dicapai dengan memilih elemen terkecil dari setiap kolom pada reduced-cost matrix untuk mengurangi seluruh elemen dalam kolom-kolom tersebut. Bila langkah pertama telah menghasilkan paling sedikit satu nilai m pada setiap kolom, langkah kedua ini dapat dihilangkan.
3. Langkah berikutnya adalah mencari schedule penugasan dengan suatu total opportunity cost nol. Untuk mencapai penugasan ini dibutuhkan "independent zerros" dalam matriks. Ini berarti setiap karyawan harus ditugaskan hanya untuk satu pekerjaan dengan opportunity-cost nol, atau setiap pekerjaan harus diselesaikan hanya oleh satu karyawan. Prosedur praktis untuk melakukan tes optimalisasi adalah dengan menarik sejumlah garis horizontal dan atau vartikal untuk meliputi selurul elemen nol dalam total opportunity-cost matrix. Bila jumlah garis sama dengan jumlah garis atau kolom penugasan optimal adalah fasibel. Bila tidak sama sekali maka matriks haru direvisi.
4. Untuk merevisi total opportunity-cost matrix, pilih elemei terkecil yang belum meliputi garis-garis (yaitu opportunity-cos terendah, untuk mengurangi seluruh elemen yang belun terliput). Kemudian tambahkan dengan jumlah yang sama (nilai elemen terkecil) pada seluruh elemen-elemen yang mempunyai dua garis yang saling bersilangan. Masukkan hasil-hasil pada matriks dan menyelesaikan matriks dengan seluruh elemen-elemen yang telah terliput tanpa perubahan.
Jika waktu penyelesaian penugasan berdasarkan hasil analisis menghasilkan jumlah waktu yang lebih kecil dari pada jumlah waktu perhitungan menurut perusahaan maka hipotesis diterima dan ditolak jika hasil analisis menghasilkan jumlah waktu sama dengan atau lebih besar dari pada jumlah waktu perusahaan.
4. HASIL PENELITIAN
Tahapan proses produksi yang dilakukan untuk mengolah udang hitam segar menjadi udang hitam yang dibekukan, secara garis besarnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dalam tabel berikut ini akan dapat dilihat perhitungan pengukuran sortir terhadap udang hitam.
Tabel 1. Perhitungan Sortir Udang Hitam
	Dalam 1 kg terdapat 
20-25 ekor 

26-30 
ekor

31-35 ekor

36-40 
ekor

41-45 
ekor

46-50 ekor

51-55 ekor
56-60 ekor

61-65 ekor

66-70 ekor

71-75 ekor

76-80 ekor

81-85 ekor

86-90 ekor

91-95 ekor

96-100 ekor

101-105 ekor

106-110 ekor

111-115 ekor

116-120 ekor


 Sumber : PT. Samarinda Cold Storage dan Industri
Kegiatan penimbangan, yaitu menimbang udang yang sudah dicuci tadi. Kegiatan kelima adalah penyusunan, yaitu menyusun udang dalam tempat persegi atau ampan atau kaleng dengan rapi atau sesuai dengan ukuran/sizenya masing-masing.
Tabel 2. Perhitungan Jumlah Udang Dalam Kegiatan Penyusunan

Dalam 1 ampan / persegi / kaleng terdapat : 
21 – 25
Ekor 
(Besar)

26 – 30 
Ekor 
(Sedang)

31 - 40 
Ekor 
(Kecil)
Sumber : PT. Samarinda Cendana Cold Storage dan Industry

Penelitian tersebut akan tampak lebih jelas bila diformulasikan kedalam tabel berikut ini :

Tabel 3. 
Waktu Yang Diperlukan Tenaga Kerja Dan Mesin Bagian Produksi Dalam Mengolah Bahan Baku Dengan Kapasitas 800 Kg Udang Hitam. 

	Sub Bagian
	Waktu
	Total waktu

	Sortir

 - Penimbangan

 - Penyortiran

Pengolahan

 - Pembersihan

 - Pengoreksian

 - Pencucian

 - Penimbangan

 - Penyusunan 

Alat pendingin (freezer)

Pengepakan

 - Pengotakan 
	15 menit

15 menit

45 menit

15 menit

30 menit

30 menit

30 menit

240 menit

30 menit
	30 menit

150 menit

240 menit

30 menit


 Sumber : Data Primer, 2014
Apabila dijabarkan secara keseluruhan beserta jam kerjanya dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 
Waktu Yang Diperlukan Tenaga Kerja Dan Mesin Bagian Produksi Per Menit Dalam Mengolah Bahan Baku Dengan Kapasitas 800 Kg Udang Hitam Beserta Jam Kerja Efektif.

	Jam Kerja
	Sub Bagian
	Waktu
	Total Waktu

	07.00

07.30

10.00

14.00
	Sortir

- Penimbangan

- Penyortiran

Pengolahan

- Pembersihan

- Pengoreksian

- Pencucian

- Penimbangan

- Penyusunan

Alat Pendingin (freezer)

Pengepakan

- Pengotakan
	15 menit

15 menit

45 menit

15 menit

30 menit

30 menit

30 menit

30 menit
	30 menit (1/2 jam)

150 menit (2 ½ jam)

240 menit (4 jam)

30 menit ( ½ jam) 


 Sumber : Diolah dari Hasil Penelitian

Tabel 5.
Waktu Penyelesaian Standar Terhadap 5 Tugas / Pekerjaan Sub Bagian Pengolahan (Pembersihan, Pengoreksian, Penimbangan, Pencucian Dan Penyusunan). 
	Tugas / Pekerjaan
	Waktu Penyelesaian

	Pembersihan

Pengoreksian

Penimbangan

Pencucian

Penyusunan
	45 menit

15 menit

30 menit

30 menit

30 menit

	Jumlah Total
	150 menit


 Sumber : PT. Samarinda Cendana Cold storage dan Industry
Setelah diadakan penelitian dimana dilakukan pengaturan penugasan terhadap 5 variasi kelompok kerja tersebut, diperoleh waktu yang diperlukan adalah sebagai berikut ini :

Tabel 6. 
Waktu Yang Diperlukan 5 Variasi Kelompok Kerja Dalam Menyelesaikan 5 Tugas / Pekerjaan Secara Bergantian (I Tugas/Variasi Kelompok Kerja), Dalam Mengolah 800 Kg Bahan Baku Udang Hitam.
	 Tugas/Pekerjaan

Kelompok kerja
	Pembersihan

(menit)
	Pengoreksian

(menit)
	Pencucian

(menit)
	Penimbangan

(menit)
	Penyusunan

(menit)

	Kelompok Kerja I

Kelompok Kerja II

Kelompok Kerja III

Kelompok Kerja IV

Kelompok Kerja V
	43

45

38

40

39
	14

10

15

12

13
	28

25

24

30

37
	30

25

20

17

16
	22

23

25

28

30


 Sumber : Data Oleh Primer, 2014

Dalam melakukan kegiatan produksinya PT. Samarinda Cendana Cold Storage dan Industry mengolah udang hitam rata-rata sebanyak 800 kg/hari. Udang hitam tersebut diolah (sub bagian pengolahan) mulai pukul 07.00 pagi sampai sekitar pukul 10.00 siang, kemudian dimasukkan kedalam freezer (alat pendingin) mulai dari pukul 10.00 sampai dengan pukul 14.00 sore dan akhirnya masuk pada sub bagian pengotakan pada pukul 14.00 sampai selesai,kemudian siap untuk dikirim

 Setelah diadakan penelitian ternyata sebelum dimasukkan kedalam freezer rata-rata terjadi pembusukan udang hitam berkisar antara 10 kg – 30 kg dari 800 kg yang diolah. Terjadinya pembusukan ini mengakibatkan terjadinya perhitungan biaya kerusakan bahan baku, karena udang hitam yang membusuk tersebut tidak dapat diolah lagi untuk menjadi produk eksport. 

Hal ini diperkirakan karena belum optimalnya pengaturan tenaga kerja pada sub bagian pengolahan. Perkiraan ini berdasarkan pada hasil penelitian bahwa sebelum dimasukkan kedalam freezer (pukul 10.00), ternyata pengolahan dapat diselesaikan dengan waktu penyelesaian waktu yang berbeda yaitu pekerjaan dimulai pukul 07.30 pagi dan selesai pukul 09.30 sampai 10.00 siang. 

Sedangkan berdasarkan informasi dari perusahaan diketahui bahwa jika pengolahan dapat diselesaikan sekitar pukul 09.30 (waktu minimum) pembusukan dapat ditekan menjadi 20 kg secara konstan dari 800 kg yang diolah, berarti biaya kerusakan bahan baku dapat ditekan menjadi tingkat yang terendah. 

 Terjadinya pembusukan ini berdasarkan perhitungan bahwa setelah udang yang tidak berkepala lagi ( masih ada ekornya) berat udang secara keseluruhan berkurang sebesar 20 %. Jiaka pekerjaan pengolahan bahan baku udang hitam diseleaikan pada waktu maksimum (pukul 10.00) dicapai terjadinya pembusukan 20 kg udang dari 800 kg. Harga beli dari bahan baku udang hitam (harga standar) adalah sebesar Rp. 145.000/kg. jika terjadi pembusukan udang hitam sebanyak 20 kg berarti akan terjadi biaya kerusakan bahan baku sebesar Rp. 2.900.000,- (20 kg x Rp. 145.000,-)

5. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Dalam menganalisis data yang terdapat pada hasil penelitian digunakan Metode Hungarian untuk menentukan jenis pekerjaan/tugas dan tenaga kerja yang mengerjakannya agar waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan menjadi minimum.

Dengan melihat tabel 6 waktu yang diperlukan 5 variasi kelompok kerja dalam menyelesaikan 5 jenis tugas/pekerjaan secara bergantian ( 1 tugas / 1 variasi kelompok kerja) dalam mengolah 800 kg bahan baku udang hitam, permenit diperoleh data sebagai berikut : 

Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tiap tugas/pekerjaan di formulasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7. Matriks Waktu Penugasan Bagian Produksi
	 Tugas/Pekerjaan

Kelompok kerja
	Pembersihan

(menit)
	Pengoreksian

(menit)
	Pencucian

(menit)
	Penimbangan

(menit)
	Penyusunan

(menit)

	Kelompok Kerja I

Kelompok Kerja II

Kelompok Kerja III

Kelompok Kerja IV

Kelompok Kerja V
	43

45

38

40

39
	14

10

15

12

13
	28

25

24

30

37
	30

25

20

17

16
	22

23

25

28

30


Sumber : Diolah dari Hasil Penelitian

Dengan menggunakan Metode Hungarian akan dipecahkan persoalan penugasan tersebut di atas, sehingga waktu penugasan mencapai nilai minimum.

Pedoman langkah di bawah ini adalah menghitung penugasan minimum dari segi biaya, sedangkan penulis menggunakan dari segi waktu. Jadi matriks biaya penugasan diganti dengan matriks waktu penugasan.

Merubah matriks watku menjadi opportunity time, ini dengan memilih elemen dari setiap baris dari matriks waktu mula-mula untuk mengurangi seluruh elemen (bilangan) dalam setiap baris. Pada matriks waktu penugasan di atas dapat dilihat elemen terkecil baris. Sehingga waktu yang akan diperoleh satu elemen yang bernilai nol sebagai hasilnya, untuk mendapatkan matriks waktu yang telah dikurangi (reduced- time matrix). 

Tabel 8. Reduced-Time Matrix (Minimisasi Per Baris)
	 Tugas/Pekerjaan

Kelompok kerja
	Pembersihan

(menit)
	Pengoreksian

(menit)
	Pencucian

(menit)
	Penimbangan

(menit)
	Penyusunan

(menit)

	Kelompok Kerja I

Kelompok Kerja II

Kelompok Kerja III

Kelompok Kerja IV

Kelompok Kerja V
	29

35

23

28

26
	0

0

0

0

0
	14

15

9

18

24
	16

15

5

5

3
	8

13

10

16

17


 



Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Kolom 4
Kolom 5
Sumber : Diolah dari Hasil Penelitian

Reduced-time matrix di atas, terus dikurangi untuk mendapatkan total opportunity-time matrix. Hal ini dapat dicapai dengan memilih elemen terkecil dari setiap kolom pada reduced-time matrix untuk mengurangi seluruh elemen dalam kolom-kolom tersebut. Karena pada langkah pertama telah menghasilkan paling sedikit satu nilai nol pada setiap kolom, langkah kedua dapat dihilangkan.

Tabel 9. Total-Opportunity-Time Matrix (Minimisasi Per Kolom)
	 Tugas/Pekerjaan

Kelompok kerja
	Pembersihan

(menit)
	Pengoreksian

(menit)
	Pencucian

(menit)
	Penimbangan

(menit)
	Penyusunan

(menit)

	Kelompok Kerja I

Kelompok Kerja II

Kelompok Kerja III

Kelompok Kerja IV

Kelompok Kerja V
	6

12

0

5

3
	0

0

0

0

0
	5

6

0

9

15
	13

12

2

2

0
	0

5

2

8

9


Sumber : Diolah dari Hasil Penelitian

Mencari jadwal penugasan dengan suatu total-opportunity-time nol. Untuk mencapai penugasan ini dibutuhkan 5 (lima) “Independent Zeros” dalam matriks. Ini berarti setiap kelompok kerja harus ditugaskan hanya untuk satu pekerjaan dengan opportunity-time nol, atau setiap pekerjaan harus diselesaikan hanya oleh satu kelompok kerja. Prosedur praktis untuk melakukan test optimalisasi adalah elemen bernilai nol dalam total-opportunity-time matrix. Bila jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom penugasan optimal adalah tabel. Bila tidak sama maka matriks harus direvisi.

Tabel 10. Test For Optimality
	 Tugas/Pekerjaan

Kelompok kerja
	Pembersihan

(menit)
	Pengoreksian

(menit)
	Pencucian

(menit)
	Penimbangan

(menit)
	Penyusunan

(menit)

	Kelompok Kerja I

Kelompok Kerja II

Kelompok Kerja III

Kelompok Kerja IV

Kelompok Kerja V
	6

12

0

5

3
	0

0

0

0

0
	5

6

0

9

15
	13

12

2

2

0
	0

5

2

8

9


Sumber : Data diolah, 2010.

Dalam tabel di atas ada tiga garis yang meliputi seluruh nilai nol dibanding 5 baris dan kolom, sehingga langkah berikutnya diperlukan untuk merevisi matrik.

Untuk merevisi total-opportunity-time matrix, pilih elemen terkecil yang belum terliput garis-garis (yaitu opportunity-cost terendah, atau pada tabel di atas adalah 2). Untuk mengurangi seluruh elemen yang belum terliput. Kemudian tambahkan dengan jumlah yang sama (nilai elemen terkecil) pada seluruh elemen-elemen yang mempunyai dua garis yang saling bersilangan ( pada baris dan pada baris ) atau sama dengan dan matriks yang telah direvisi pada tabel 13 berikut ini didapatkan dengan mengikuti prosedur di atas.
Tabel 11. Revised Matrix And Test For Optimality 
	 Tugas/Pekerjaan

Kelompok kerja
	Pembersihan

(menit)
	Pengoreksian

(menit)
	Pencucian

(menit)
	Penimbangan

(menit)
	Penyusunan

(menit)
	

	Kelompok Kerja I

Kelompok Kerja II

Kelompok Kerja III

Kelompok Kerja IV

Kelompok Kerja V
	6

12

0

5

3
	0

0

0

0

0
	5

6

0

9

15
	13

12

0

0

0
	0

5

0

8

9
	V

III

IV



I
II
Sumber : Data diolah, 2010. 

Untuk pengujian kebenaran hipotesis yang telah dikemukakan akan digunakan perbandingan antara waktu menurut perusahaan dengan hasil analisis. Schedule penugasan optimal hasil analisis dengan total waktu penyelesaian minimum adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Schedule Penugasan Optimal

	Schedule Penugasan
	Waktu 

Penyelesaian

	Pembersihan ditugaskan kepada Kelompok Kerja III
	38 menit

	Pengoreksian ditugaskan kepada Kelompok Kerja II
	10 menit

	Pencucian ditugaskan kepada Kelompok Kerja IV
	24 menit

	Penimbangan ditugaskan kepada Kelompok Kerja I
	16 menit

	Penyusunan ditugaskan kepada Kelompok Kerja V
	22 menit

	Jumlah Total
	 110 menit


Sumber : Diolah dari Hasil Penelitian

Sedangkan total waktu penyelesaian standar menurut perusahaan, terhadap 5 tugas pekerjaan sub bagian pengolahan (pembersihan, pengoreksian, pencucian, penimbangan dan penyusunan) adalah sebagai berikut : 

Tabel 13. Waktu Penyelesaian Standart
	Penugasan
	Waktu Penyelesaian

	 Pembersihan
	45 menit

	 Pengoreksian
	15 menit

	 Pencucian 
	30 menit

	 Penimbangan
	30 menit

	 Penyusunan
	30 menit

	Jumlah Total
	150 menit


 Sumber : PT. Samarinda Cendana Cold Storage dan Industri di Anggana

Jika diperbandingan kedua tabel di atas, maka akan terdapat selisih waktu sebesar :

Total waktu penyelesaian
— 
Total waktu penyelesaian = Selisih waktu
Standart menurut perusahaan 
—
Hasil analisis
150 menit 
—
110 menit 
= 40 menit

Dengan melihat perbandingan di atas, maka hipotesis yang dikemukakan adalah dapat diterima, karena penyelsaian dari tiap-tiap pekerja/tugas hasil analisis menghasilkan jumlah waktu yang lebih kecil/sedikit dari pada jumlah waktu menurut perusahaan yaitu selama 30 menit.

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa setelah diadakan pengaturan penugasan terhadap tenaga kerja bagian produksi sub bagian pengolahan khususnya 5 variasi kelompok kerja (tugas pembersihan, pengoreksian, pencucian, penimbangan dan penyusunan) diperoleh waktu penyelesaian pengolahan selama 110 menit. Lebih rendah jika dibandingkan waktu penyelesaian standart dari perusahaan terhadap 5 variasi kelompok kerja yaitu selama 150 menit untuk melakukan kegiatan produksi.

Pengolahan yang dikerjakan selama 150 menit selesai pukul 10.00, mengakibatkan terjadinya pembusukan udang hitam sebanyak 30 kg berarti akan terjadi biaya kerusakan bahan baku sebesar Rp. 4.350.000,- (30 kg x Rp. 145.000,-), jika pengolahan dikerjakan selama 110 menit (selesai 09.30) pembusukan dapat ditekan menjadi 20 kg secara konstan berarti terjadi biaya kerusakan bahan baku sebesar Rp. 2.900.000,- (20 kg x Rp. 145.000,-). Hal ini berarti akan menghemat biaya sebesar Rp.1.450.000,- (Rp. 4.350.000,- ​— Rp. 2.900.000,-).

6. KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa :

Dengan terapan Metode Hungarian dapat ditentukan pengaturan penugasan tenaga kerja yang optimal terhadap tenaga kerja bagian produksi sub bagian pengolahan khususnya 5 variasi kelompok kerja terdiri dari 6 orang tenaga kerja wanita (tugas pembersihan, pengoreksian, pencucian, penimbangan dan penyusunan) diperoleh waktu penyelesaian pengolahan selama 110 menit. Maka pembusukan udang hitam dapat ditekan menjadi 20 kg secara konstan, maka biaya kerusakan bahan baku berkurang menjadi Rp. 2.900.000,- (20 kg x Rp. 145.000,-). Hal ini akan menghemat biaya kerusakan bahan baku sebesar Rp. 4.350.000,- — Rp. 2.900.000,- = Rp. 1.270.000,-) 
Berdasarkan kesimpulan maka saran yang dikemukakan adalah. Dalam mengadakan pengaturan penugasan tenaga kerja dan pekerjaan hendakanya memperhatikan waktu penyelesaian dalam kegiatan produksi. Karena waktu adalah merupakan suatu pengorbanan yang dikeluarkan. Jika waktu tidak digunakan secara efektif akan memberikan dampak terhadap kegiatan produksi dari segi pengolahan udang hitam tersebut, biaya kerusakan bahan baku maupun hasil dari pada produksi sendiri.
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PERAN ARMADA PENJUALAN DALAM PEMASARAN
Oleh : Eka Yudhyani
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ABSTRACT

Along with the development of Indonesia's economy is growing rapidly led to the dynamics of social and economic life becomes dynamic. Perekonomoian dynamic growth led to the emergence of various businesses - businesses that sustain the economy of the State. The emergence of various kinds of companies will require an efficient marketing campaign.

Marketing campaign is an effort to convey a message or information to the public, especially the customers about the existence of a product or service. The development of science and technology communication has no doubt contributed to the development of promotional activities. There are four promotional strategies collected in the promotion mix, ie advertising (advertising), sales promotion (sales promotion), publicity (publicity), and personal selling (private sale).

Personal selling is an ability in executing a job, task - a task or obligation that may provide remuneration to the seller. Personal selling is direct interaction with one or more prospective buyers to make a presentation, answer questions, and receive orders. Personal selling is the most cost effective tool in the further stages of the buying process, particularly in building preferences, beliefs, and actions of buyers.
________________________________________
Keywords : marketing, personal selling, promotional strategies
1. PENDAHULUAN

1.1. Manajemen Penjualan 

Manajemen penjualan adalah perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan program kontak pribadi yang dirancang untuk mencapai tujuan penjualan dan laba perusahaan. 

Definisi tersebut menyarankan bahwa manajemen penjualan itu berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis, disamping pelaksanaan rencana - rencana pemasaran. Sebagai contoh, eksekutif penjualan dapat terlibat dalam perancangan dan pengembangan program - program pemasaran perusahaan. Disamping itu juga dapat ikut dalam pengambilan keputusan menyangkut perubahan product line, penetapan harga dan penentuan saluran distribusi. Para manajer penjualan beserta wiraniaganya yang dibawahnya mempunyai posisi yang bagus dalam mendapatkan mendapatkan informasi tentang kebutuhan konsumen, aplikasi produk dan kondisi pasar, sehingga mereka dapat memberikan sumbangan banyak dan penting dalam pengambilan keputusan perusahaan. Keterlibatan eksekutif penjualan dalam penyusunan strategi pemasaran perusahaan tidaklah sama antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, pada umumnya eksekutif penjualan senior lebih berperan dibanding manajer angkatan penjualan lapangan. 

Disamping definisi manajemen penjualan yang telah diberikan dimuka, berikut ini juga akan dikemukakan definisi lain yang pada prinsipnya sama meskipun lebih mendetail, yaitu dari Asosiasi Pemasaran Amerika (American Marketting Association). 

Manajemen Penjualan adalah perencanaan, pengarahan dan pengawasan tatap muka, termasuk penarikan, pemilihan, perlengkapan, penugasan, penentuan rute, supervisi, pembayaran dan pemotivasian sebagai tugas yang diberikan kepada para tenaga penjualan.

Dari definisi tentang manajemen penjualan tersebut dapat diketahui bahwa tugas manajer penjualan cukup luas. Dapat dikatakan pula bahwa tugas manajer penjualan itu adalah sebagai administrator dalam kegiatan penjualan tatap muka, sehingga tugas utamanya banyak berkaitan dengan personalia penjualan. 

Bagian lain dari tugas manajer penjualan adalah berkaitan dengan pengorganisasian kegiatan penjualan baik didalam maupun diluar perusahaan. Didalam perusahaan, ia harus menyusun struktur organisasi yang dapat menciptakan komunikasi secara efektif tidak hanya didalam departement penjualan itu sendiri, tetapi juga dalam departement lainnya. Ia juga merupakan penghubung yang paling penting antara perusahaan dengan pembeli dan masyarakat lain, serta bertanggung jawab untuk menciptakan dan mempertahankan jaringan distribusi yang efektif. 

Selain tugas - tugas tersebut, manajer penjualan masih mempunyai tugas yang lain, yaitu menggunakan dan berpartipasi dalam mempersiapkan informasi untuk mengambil keputusan pemasaran, seperti penentuan anggaran, kuota dan daerah penjualan. Juga berpartisipasi dengan pengambilan keputusan tentang produk, saluran pemasaran dan politik distribusi, promosi, serta penetapan harga. 

Jadi, dapat dikatakan bahwa manajer penjualan itu selain sebagai administrator kegiatan penjualan tatap muka, juga sebagai anggota kelompok manajer yang ikut mengambil keputusan pemasaran. 

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Pemasaran
Apakah pemasaran itu ? Pemasaran adalah suatu istilah yang kini umum digunakan oleh hampir semua perusahaan, walaupun banyak di antaranya masih mengartikan secara sempit yaitu sekedar sebagai istilah lain dari penjualan atau pengiklanan. 

Praktik pemasaran yang sesungguhnya adalah luas sekali, tidak sesempit arti yang diberikan. Namun, konsep pemasaran sendiri bukanlah sesuatu yang baru. Pada dasarnya pemasaran adalah upaya pengaturan suatu perusahaan sehingga dapat berfungsi sebagaimana halnya bisnis kecil pandai besi di desa. Dengan pemasaran, sebuah perusahaan akan dapat mengendalikan fungsi - fungsi bisnisnya yang ada secara langsung dan sekaligus akan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pasar atau konsumennya. Dua hal yang dituntut konsep pemasaran, yaitu bahwa (1) bisnis harus didasarkan pada kebutuhan konsumen dan (2) fungsi - fungsi yang ada harus dikoordinasikan sehingga seluruh kerja perusahaan terarah kepada pemenuhan kepuasan konsumen dengan mendapatkan keuntungan sebagai imbalan. 

Lembaga Pemasaran Amerika Serikat mendefinisikan pemasaran sebagai fungsi manajemen yang bertugas mengenali, mengantisipasi dan memuaskan kebutuhan - kebutuhan konsumen untuk mendapatkan keuntungan. 
2.2. Pasar Dan Segmen - Segmennya
Pasar terdiri atas sejumlah pembeli, yang aktual maupun potensial, dengan kebutuhan - kebutuhan yang memerlukan pemuasan. Namun, demikian, istilah itu dapat bermakna lain bila digunakan dalam kalimat “pasar untuk kendaraan bermotor” atau “pasar untuk peralatan mesin”. Kata “pasar mobil” tampaknya memiliki kesamaan atau homogenitas dengan kata “produksi mobil” berkatian dengan upaya pembuatan mobil, sedangkan kata “pasar mobil” berkaitan dengan kegiatan mengkonsumsi mobil. Walaupun produknya secara fisik sama, yaitu mobil, tetapi kegiatan membuat dengan kegiatan mengkonsumsi sungguh berbeda. Teknik - teknik produksi modern memang telah memungkinkan orang untuk memproduksi dalam jumlah besar barang - barang yang relatif sama. Dengan demikian mudah diasumsikan bahwa yang mengkonsumsi barang - barang itu adalah orang - orang yang memiliki ciri sama. Tetapi bila kita lakukan pengamatan lebih mendalam terhadap ciri pasar, maka bisa kita ketahui bahwa kenyataannya tidaklah demikian. 

Setiap konsumen, dalam kenyataannya, mempunyai kebutuhan yang berbeda - beda. Kebutuhan - kebutuhan itu sebagian bersifat logis dan sebagian yang lain bersifat emosional. Dalam sejumlah bisnis, perbedaan - perbedaan ini begitu penting, karena setiap konsumen membutuhkan barang yang benar - benar khas untuk dia, misalnya saja dalam usaha pakaian jadi. Walaupun produk yang standar sudah memadai, tetapi tetap saja memberikan tingkat kepuasan yang berlainan. Mobil yang relatif sama misalnya dibeli oleh dua orang atas dasar alasan yang berbeda. Yang seorang mungkin karena puas melihat penampilan mobil itu, sedang yang seorang lagi karena puas oleh kehandalan mesinnya. Memang, bagi sebagian besar perusahaan, menawarkan produk sesuai pesanan pembeli adalah tidak praktis. Proses produksi bisa menjadi lambat dan ongkos produksi pun bisa menjadi tinggi. Tetapi, tidaklah bijaksana mengabaikan perbedaan kebutuhan konsumen. Masalah perpaduan antara produksi masal dengan perbedaan kebutuhan konsumen secara individu oleh sejumlah industri diatasi dengan memperlebar rentang jenis produk. Terutama dengan menawarkan berbagai alternatif spesifikasi bagi kelompok - kelompok produk tertentu. 

3. PEMBAHASAN

3.1. Peran Armada Penjual Dalam Pemasaran

Strategi pemasaran berkaitan dengan pengaturan sumber daya perusahaan, sehingga kebutuhan - kebutuhan konsumen dapat dipenuhi dengan cara menyajikan kepada mereka produk - produk dengan harga tertentu. Strategi ini dilaksanakan dengan menggunakan sejumlah peralatan taktis. Beberapa diantaranya berhubungan dengan cara mengenali kebutuhan (riset pemasaran), beberapa lagi berkaitan dengan terjaminnya ketepatan paritas produk / harga dan yang lain berhubungan dengan bagaimana menyajikan produk yang ditawarkan kepada konsumen. Fungsi penjualan merupakan taktik utama dalam penyajian produk, di samping memiliki peran juga dalam riset pemasaran dan pengembangan serta pengujian produk. 

Pentingnya fungsi penjualan tak dapat diragukan lagi, terutama pada perusahaan  yang produknya dijual melalui armada penjual. Perusahaan semacam ini dapat dijumpai pada sebagian besar industri yang memiliki pasar khusus dan pada banyak industri barang - barang konsumsi. 

Selain daripada itu armada penjualan juga dapat berperan pada saat perusahaan merumuskan segmen - segmen pasar, kebutuhan konsumen dan rasionalitas serta pengembangan produk. Hal ini berlaku khususnya di pasar - pasar industri di mana riset - riset pemasaran kurang bermanfaat untuk digunakan. Sudah barang tentu karena tenaga penjual tidak dibekali pendidikan metodologi riset, maka informasi yang mereka dapatkan harus ditanggapi secara hati - hati. Namun bagaimanapun informasi dari mereka sungguh sangat penting, sebab biasanya merekalah yang mengadakan kontak secara teratur dan terus menerus hanya dengan para konsumen. 

3.2. Sistem Pendistribusian

Bagi banyak perusahaan, satu - satunya cara yang ekonomis untuk menjangkau pemakai akhir atau konsumen adalah melalui jaringan pendistribusian (yaitu grosir, pengecer, distributor, agen dan lainnya). Biasanya sistem pendistribusian dianggap sebagai “saluran” yang lamban untuk mengalirkan produk - produk perusahaan ke kancah pasar. Tetapi dewasa ini sebagian besar industri, jaringan pendistribusian telah berubah secara dramatis dalam hal sifat maupun strukturnya. Di hampir semua pasar, sistem ini telah berpolarisasi sehingga hanya terdapat beberapa distributor besar yang mengendalikan bisnis dan sejumlah outlet kecil yang relatif cukup banyak menangani minoritas penjualan. 

Agar dapat mengembangkan kegiatan penjualan secara efektif, kiranya sangat perlu dipahami sifat dan struktur jaringan pendistribusian serta bagaimana cara kerjanya. Untuk banyak perusahaan hal ini bahkan merupakan faktor kunci yang menentukan bentuk dari organisasi penjualan, jenis tenaga penjual yang dibutuhkan, pengetahuan dan keterampilan yang harus dibekalkan kepada tenaga penjual tersebut, serta target penjualan.

Orang pemasaran harus berfungsi sebagai pengamat terhadap semua pengaruh lingkungan itu. Manajer penjualan, sebagai anggota dari tim pemasaran, harus juga memahami sifat dari sistem dimana ia berada, konflik - konflik yang terjadi di dalamnya, peluang - peluang dan keterbatasan yang ada. 

Berkembangnya pemasaran telah menyebabkan perubahan yang mendasar dari hakikat tugas manajer. Dalam arti, tugasnya memang mendasar dari hakikat tugas manajer. Dalam arti, tugasnya memang lebih terbatas dalam lingkup konsep pemasaran, tetapi tugas itu telah menjadi lebih vital bagi kehidupan perusahaan. 

3.3. Tugas Manajer Penjualan

Tugas pertama dan utama dari manajer penjualan adalah bertindak sebagai seorang manajer. Sebagaimana manajer - manajer lain dalam perusahaan, ia bertanggung jawab akan terlaksananya kegiatan kegiatan pencapaian tujuan - tujuan ekonomis, melalui orang lain. Namun demikian definisi sederhana ini memiliki banyak implikasi.

“Terlaksanya kegiatan” mengandung pengertian bahwa manajer pemasaran harus berorientasi kepada tindakan dan harus memperhatikan hasil ketimbang sarana kerja. Ia akan dievaluasi atas dasar apa yang berhasil dicapai ketimbang proses yang ia gunakan. “Melalui orang lain” menunjukan bahwa apa yang dihasilkan tadi bukan dilahirkan dari kerja dia sendiri, melainkan kera orang lain. Ia tidak menjabat sebagai manajer untuk membantu atau ikut mengerjakan pekerjaan para anak buahnya. Banyak manajer penjualan yang ikut sibuk bekerja seperti anak buahnya, yang sesungguhnya adalah keliru. Memang kerap kali lebih mudah mengatasi seorang pelanggan yang sangat rewel ketimbang membina seorang tenaga penjual untuk mampu mengatas pelanggan tersebut. Tetapi tugas manajer penjualan bukanlah mengatasi pelanggan. Ia harus mampu membina anak buahnya. “Pencapaian tujuan - tujuan ekonomis” mengandung arti bahwa manajer penjualan harus selalu mempertimbangkan implikasi finansial dari tindakan - tindakannya. 

3.4. Tanggung Jawab Finansial

Biasanya, tanggung jawab finansial yang utama dari manajer penjualan selalu diartikan sebagai mengupayakan pemasukan pemasukan yang berasal dari sektor penjualan. Tetapi secara berangsur - angsur manajemen penjualan tampak diberi tanggung tanggung jawab yang lebih mendasar. Hal ini tentu saja mengakibatkan perubahan yang cukup berarti dalam tugas - tugas manajemen penjualan. Konsumen yang dijaring oleh manajer penjualan yang berorientasi kepada pemasukan atau volume penjualan boleh jadi bukan pembeli yang paling menguntungkan perusahaan. Misalnya saja, konsumen yang banyak tetapi membeli hanya pada saat potongan harga telah maksimum, menunda pembayaran dalam waktu lama (kredit jangka panjang) dan membutuhkan perhatian terus menerus dari armada penjual. Konsumen yang seperti ini boleh jadi kurang menguntungkan bagi perusahaan dibanding dengan mereka yang selalu membayar kontan dan membutuhkan perhatian sedikit saja dari armada penjual. Di sejumlah perusahaan, hubungan antara pemasukan akan secara otomatis meningkatkan laba. Tetapi pada pasar yang lebih kompetitif dan karena berlakunya hukum semakin mengecilnya pemasukan (law of diminishing return), kerapkali peningkatan volume penjualan hanya dapat dicapai dengan peningkatan biaya yang relatif tinggi. Hal ini akan berarti menyebabkan menurunnya laba. Pemasukan adalah unsur utama yang berpengaruh terhadap laba. Namun manajer penjualan harus dituntut dalam mendapatkan unsur tersebut dengan kemampuan yang relatif dari berbagai sumber pemasukan. 

3.5. Enam Fungsi Dasar Manajer Penjualan

Agar dapat menunaikan tugas dasarnya sebagai seorang manajer perusahaan, manajer penjualan harus melaksanakan enam fungsi khusus berikut : 

1. Menetapkan tujuan dan strategi tim kerjanya.

2. Mengembangkan struktur organisasi yang mampu mencapai tujuan tsb.

3. Merekrut dan memilih staf yang dapat melaksanakan tugas - tugas yang tercantum dalam struktur organisasi.

4. Melatih staf mengenai pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas - tugasnya.

5. Memotivasi mereka agar melakukan tugas sebaik - baiknya sesuai dengan kemampuannya.

6. Menilai dan mengendalikan mereka untuk menjamin tercapainya tujuan.

3.6. Masalah - masalah Tertentu Manajemen Penjualan

Dalam melaksanakan enak fungsi tersebut diatas, manajer penjualan harus menyadari adalah masalah atau kesulitan - kesulitan tertentu dalam manajemen penjualan. Tidak seperti unit - unit kerja lain di perusahaan, armada penjual biasanya berada tersebar secara geografis. Oleh karena itu mereka tidak dapat diawasi seketat staf di unit - unit kerja lain. Hal ini lalu menyebabkan masalah dalam hal motivasi, komunikasi dan pengendalian bagi manajer penjualan dan perasaan terpencil bagi para tenaga penjual. 

Selain itu, armada penjual menghabiskan sebagian besar waktunya bersama orang - orang yang bukan karyawan perusahaan. Orang - orang ini, yaitu para pelanggan dan calon pelanggan, memiliki pandangan yang berbeda dengan para tenaga penjual tadi . Hal ini dapat menimbulkan gangguan psikologis oleh karena perilaku dan keterampilan para tenaga penjual itu harus secara terus - menerus dihadapkan pada hal - hal yang bertentangan dengan dirinya. Misalnya saja, sulit bagi seorang tenaga penjual untuk mempertahankan keyakinan bahwa produk yang ditawarkannya berkualitas tinggi (entah benar, entah tidak), bila para pembeli dari bulan ke bulan berikutnya menyatakan bahwa produk itu kalah kualitas dibanding produk pesaing. 

Lebih lanjut, orang yang memilih pekerjaan yang terpencil dan menjenuhkan ini kerapkali justru orang - orang yang sulit mengatasi masalah - masalah keterpencilan dan kejenuhan. Orang - orang yang memilih karier sebagai tenaga penjual biasanya adalah orang - orang yang supel atau suka berkawan. Akan tetapi struktur pekerjaan yang dilakukannya justru membuat mereka hanya memiliki sangat sedikit waktu untuk berkumpul dengan kawan - kawannya. 

3.7. Manajer Penjualan Sebagai Orang Pemasaran

Di muka tadi telah ditekankan bahwa manajemen penjualan merupakan suatu fungsi dari strategi pemasaran, bahkan seringkali merupakan fungsi yang paling penting. Oleh karena itu, perlu kiranya bagi manajer penjualan untuk paling sedikit mengenal taktik - taktik lain dalam pemasaran. Dengan mengenal taktik - taktik itu, ia akan dapat ikut membantu dan memetik manfaat dari taktik tersebut. 

Riset pemasaran misalnya, adalah suatu bidang yang patut digeluti juga oleh manajer penjualan. Jika ia ingin dapat mengumpulkan data yang bermanfaat dan menggunakan angka - angka yang dihasilkan riset pemasaran, ia harus mengetahui teknik - teknik yang digunakan dalam riset pemasaran. Adapun bagian - bagian lain dari pemasaran yang patut diketahui oleh manajer penjualan adalah sebagai berikut : 

1. Pengembangan produk baru.

2. Strategi pendistribusian 

3. Penetapan harga

4. Pengiklan dan promosi 

5. Hubungan masyarakat

6. Perencanaan dan pengendalian pemasaran, khususnya aspek finansial.

Pada sejumlah perusahaan, manajer penjualan secara langsung mengendalikan beberapa di antara bidang- bidang tersebut. Pada sejumlah perusahan lain, bidang - bidang tersebut diurus oleh staf pemasaran. Tetapi di setiap perusahaan, manajer penjualan harus memadukan kegiatan - kegiatannya dengan kegiatan - kegiatan pemasaran lainnya, bila ingin dicapai hasil maksimal dari pengeluaran dana untuk biaya pemasaran. 
3.8. Jenis - Jenis Penjualan

Sebelum membahas tentang “siapakah yang melakukan penjualan” kita akan membahas lebih dulu tentang “bagaimana penjualan itu dilakukan”. Tugas - tugas wiraniaga sering digolongkan menurut jenis hubungan pembeli yang terlibat dalam penjualan. Dalam hal ini, jenis - jenis penjualan dikelompokkan menjadi : (1) trade selling, (2) missionary selling, (3) technical selling, (4) new business selling dan (5) responsive selling. 

1. Trade Selling 

Trade selling dapat terjadi bilamana produsen dan pedagang besar mempersilahkan pengecer untuk berusaha memperbaiki distributor produk - produk mereka. Hal ini melibatkan para penyalur dengan kegiatan promosi, peragaan, persediaan dan produk baru. Jadi titik beratnya adalah pada “penjualan melalui” penyalur dari pada “penjualan ke” pembeli akhir. 

2. Missionary selling

Dalam missionary selling, penjualan berusaha ditingkatkan dengan mendorong pembeli untuk membeli barang barang dari penyalur perusahaan. Disini, wiraniaga lebih cenderung pada “penjualan untuk” penyalur. Jadi, wiraniaga sendiri tidak menjual secara langsung produk yang ditawarkan, misalnya penawaran obat kepada dokter.

3. Technical Selling

Technical selling berusaha meningkatkan penjualan dengan pemberian saran dan nasehat kepada pembeli akhir dari barang dan jasanya. Dalam hal ini, tugas utama wiraniaga adalah mengidentifikasikan dan menganalisis masalah-masalah yang dihadapi pembeli, serta menunjukkan bagaimana produk atau jasa yang ditawarkan dapat mengatasi masalah tersebut. 

4. New Business Selling

New business selling berusaha membuka transaksi baru dengan mengubah calon pembeli menjadi pembeli. Jenis penjualan ini sering dipakai oleh Perusahaan Asuransi. 
5. Responsive Selling

Setiap tenaga penjualan diharapkan dapat memberikan reaksi terhadap permintaan pembeli. Dua jenis penjualan utama disini adalah route driving dan retailing. Para pengemudi yang menghantarkan susu, roti, gas untuk keperluan rumah tangga ; para pelayan ditoko serba ada, toko pakaian,toko spesial, merupakan contoh dari jenis penjualan ini. Jenis penjualan seperti ini tidak akan menciptakan penjualan yang terlalu besar meskipun layanan yang baik dan hubungan pelanggan yang menyenangkan dapat menjurus kepada pembelian ulang. 

3.9. Jenis - Jenis Wiraniaga

Tenaga penjualan dapat digolongkan ke dalam kategori - kategori penjualan yang tidak kentara; wakil penjualan dari produsen, pedagang besar, pengecer dan jasa. Pada umunya, orang yang langsung mendatangi atau berhubungan dengan pembeli dan menawarkan suatu barang atau jasa disebut wiraniaga atau pramuniaga (salesman / salesgirl). Namun berdasarkan tugas penjualan yang dilakukannya kita mengenal ada empat macam wiraniaga, yaitu ; (1) Merchandising Salesman, (2) Detail Man, (3) Sales Engineer dan (4) Pioneer Product Salesman.
1. Merchandising Salesman

Merchandising salesman tidak hanya menjual saja, tetapi juga membantu penyalur dalam mempromosikan penjualan produknya. Ia bertanggung jawab pula atas persediaan barang dan membantu dengan periklanan. Tugas penjualan yang dilakukan disebut trade selling.

2. Detail Man

Ciri khusus dari detail man adalah tidak melakukan penjualan secara langsung. Misalnya, perusahaan obat - obatan dapat menggunakan detail man untuk memperkenalkan dan membujuk para dokter agar menggunakan obat-obatan yang diproduksikan. Tugas penjualannya disebut missionary selling.

3. Sales Engineer

Saless engineer adalah penjual yang juga dapat memberikan latihan atau demonstrasi secara tekhnis tentang barang - barang yang dijual. Biasanya barang yang dijual beruapa barang - barang indsutri, seperti instalasi, bahan mentah dan barang setengah jadi atau komponen - komponen. Tugas penjualannya disebut technical selling. 
4. Pioneer Product Salesman

 Pioneer product salesman mempunyai tugas pokok untuk membuka daerah baru atau segmen pasar yang baru bagi produk barunya. Dalam hal ini, perusahaan juga menentukan penyalurannya. Tugas penjualan ini disebut juga new business selling.

3.10. Arti Dan Pentingnya Penjualan

Kadang - kadang orang mempunyai salah pengertian tentang istilah penjualan yang dianggap sama dengan istilah pemasaran. Misalnya seorang salesman atau manajer penjualan membicarakan pemasaran, tetapi sebenarnya masalah yang dibicarakan adalah penjualan. Kedua istilah tersebut mempunyai ruang lingkup yang berbeda. Pemasaran meliputi kegiatan yang luas, sedangkan penjualan hanyalah merupakan satu kegiatan saja didalam pemasaran. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, baiklah ditinjau lebih dulu tentang definisi pemasaran sebagai berikut :

Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk 
merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendisribusikan barang dan 
jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun pembeli 
potensial. 

Dari definisi tersebut kita dapat melihat bahwa proses pemasaran itu dimulai jauh sejak sebelum barang - barang diproduksi, tidak dimulai pada saat produksi selesai, juga tidak berakhir dengan penjualan. Semua keputusan diambil dibidang pemasaran harus ditujukan untuk menentukan produk dan pasarnya, harganya, serta promosinya. Yang penting, pengusaha harus dapat memberikan keputusan kepada konsumen jika menginginkan usahanya berjalan terus, atau konsumen mempunyai pandangan yang baik terhadap perusahaannya. Jaminan yang lebih baik atas barang dan jasa dapat dilakukan sesudah penjualan. 

Jadi jelas bahwa penjualan itu hanya merupakan satu kegiatan saja di dalam pemasaran. Sekarang , apa yang dimaksud dengan penjualan ?  

Sebenarnya definisi penjualan ini cukup luas. Beberapa ahli menyebutnya sebagai ilmu dan beberapa lagi menyebutnya sebagai seni. Ada pula yang memasukkan masalah etik dalam penjualan. Pada pokoknya, istilah menjual dapat diartikan sebagai berikut : 

Menjual adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual 
untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli barang / jasa yang ditawarkan. 

Jadi, adanya penjualan dapat tercipta suatu proses pertukaran barang / jasa antara penjual dengan pembeli. Di dalam perekonomian kita (ekonomi uang), seseorang yang menjual sesuatu akan mendapatkan imbalan berupa uang. Dengan alat penukar berupa uang, orang akan lebih mudah memenuhi segala keinginannya dan penjualan menjadi lebih mudah dilakukan. Jarak yang jauh tidak menjadi masalah bagi penjual. Secara sederhana, transaksi penjualan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dapat dilihat pada gambar 1 : 








Gambar 1 . Transaksi Penjualan

Semakin pandai seseorang untuk menjual akan semakin cepat pula mencapai sukses dalam melaksanakan tugas - tugasnya, sehingga tujuan yang diinginkan akan segera terlaksana. Dalam segala bidang dan tingkatan, taktik penjualan harus digunakan agar pelayanan yang diberikan kepada orang lain dapat memberikan kepuasan. Dengan kepuasan ini diharapkan mereka dapat menjadi langganan atau sahabat yang baik. 
Dalam melakukan penjualannya, penjual dituntut untuk memiliki bakat seni serta keahlian untuk mempengaruhi orang lain. Bakat inilah yang sering tidak dimiliki oleh setiap orang. Tidaklah mudah untuk mengarahkan kemauan calon pembeli dengan cara mengemukakan berbagai alasan serta pendapatnya. 

3.11. Tujuan Manajemen Penjualan

Sukses bisa dicapai bilamana seseorang itu memiliki suatu tujuan atau cita - cita, demikian pula halnya dengan para pengusaha atau penjual. Tujuan tersebut akan menjadi kenyataan apabila dilaksanakan dengan kemauan dan kemampuan yang memadai. Selain itu, harus diperhatikan pula faktor-faktor lainn seperti : 

1. Modal yang diperlukan.

2. Kemampuan merencanakan dan membuat produk.

3. Kemampuan menentukan tingkat harga yang tepat.

4. Kemampuan memilih penyalur yang tepat. 

5. Kemampuan menggunakan cara - cara promosi yang tepat.

6. Unsur penunjang lainnya. 

Pada umumnya, para pengusaha mempunyai tujuan mendapatkan laba tertentu (mungkin maksimal) dan mempertahankan atau bahkan berusaha meningkatkannya untuk jangka waktu lama. Tujuan tersebut dapat direalisir apabila penjualan dapat dilaksanakan seperti yang direncanakan. Dengan demikian tidak berarti bahwa barang atau jasa yang terjual selalu akan menghasilkan laba. Di sinilah faktor - faktor di atas harus mendapatkan perhatian sepenuhnya. Bagi perusahaan, pada umumnya mempunyai tiga tujuan umum dalam penjualan, yaitu : 

1. Mencapai volume penjualan tertentu.

2. Mendapatkan laba tertentu.

3. Menunjang pertumbuhan perusahaan.

Usaha - usaha untuk mencapai ketiga tujuan tersebut tidak sepenuhnya hanya dilakukan oleh pelaksana penjualan atau para penjual. Dalam hal ini perlu adanya kerjasama yang rapi di antara fungsionaris dalam perusahaan (seperti bagian produksi yang membuat produknya, bagian keuangan yang menyediakan tenaganya, bagian promosi dan sebagainya) maupun dengan para penyalur. Namun demikian semua ini tetap menjadi tanggung jawab dari pimpinan (top manager) dan dialah yang harus mengukur seberapa besar sukses atau kegagalan yang dihadapinya. Untuk maksud tersebut pimpinan harus mengkoordinir semua fungsoi dengan baik termasuk fungsi penjualan. 

3.12. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Penjualan

Dalam praktek, kegiatan penjualan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor - faktor tersebut adalah : (1) kondisi dan kemampuan penjual, (2) kondisi pasar, (3) modal, (4) kondisi organisasi perusahaan dan (5) faktor - faktor lain. 

1. Kondisi dan Kemampuan Penjual

Transaksi jual beli atau pemindahan hak milik secara komersial atas barang dan jasa itu pada prinsipnya melibatkan dua pihak, yaitu penjual sebagai pihak pertama dan pembeli sebagai pihak kedua. Di sini, penjual harus dapat menyakinkan kepada pembelinya agar dapat berhasil mencapai sasaran penjualan yang diharapkan. Untuk maksud tersebut penjual harus memahami beberapa masalah penting yang sangat berkaitan, yakni :

a. Jenis dan karakteristik barang yang ditawarkan.

b. Harga produk.

c. Syarat penjualan, seperti pembayaran, penghantaran, pelayanan sesudah penjualan, garansi dan sebagainya. 

Masalah - masalah tersebut biasanya menjadi pusat perhatian pembeli sebelum melakukan pembelian. Selain itu, manajer perlu memperhatikan jumlah serta sifat - sifat tenaga penjualan yang akan dipakai. Dengan tenaga penjualan yang baik dapatlah dihindari timbulnya kemungkinan rasa kecewa pada para pembeli dalam pembeliannya. Adapun sifat - sifat yang perlu dimiliki oleh seorang penjual yang baik adalah sebagai berikut : sopan, pandai bergaul, pandai berbicara, mempunyai kepribadian yang menarik, sehat jasmani, jujur, mengetahui cara - cara penjualan dan sebagainya. 

2. Kondisi Pasar

Pasar, sebagai kelompok pembeli atau pihak yang menjadi sasaran dalam penjualan, dapat pula mempengaruhi kegiatan penjualannya. Adapun faktor-faktor kondisi pasar yang perlu diperhatikan adalah : 

a. Jenis pasarnya, apakah pasar konsumen, pasar industri, pasar penjual, pasar pemerintah, ataukah pasar internasional. 

b. Kelompok pembeli atau segmen pasarnya.

c. Daya belinya.

d. Frekuensi pembeliannya.

e. Keinginan dan kebutuhannya. 

3. Modal 

Akan lebih sulit bagi penjual untuk menjual barangnya apabila barang yang dijual tersebut belum dikenal oleh calon pembeli, atau apabila lokasi pembeli jauh dari tempat penjual. Dalam keadaan seperti ini, penjual harus memperkenalkan dulu atau membawa barangnya ke tempat pembeli. Untuk melaksanakan maksud tersebut diperlukan adanya sarana serta usaha, seperti : alat transport, tempat peragaan baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, usaha promosi dan sebagainya. Semua ini hanya dapat dilakukan apabila penjual memiliki sejumlah modal yang diperlukan untuk itu. 

4. Kondisi Organisasi Perusahaan

Pada perusahaan besar, biasanya masalah penjualanini ditangani oleh bagian tersendiri (bagian penjualan) yang dipegang orang - orang tertentu / ahli dibidang penjualan. Lain halnya dengan perusahaan kecil di mana masalah penjualan ditangani oleh orang yang juga melakukan fungsi-fungsi lain. Hal ini disebabkan karena jumlah tenaga kerjanya lebih sedikit, sistem organisasinya lebih sederhana, masalah-masalah yang dihadapi, serta sarana yang dimilikinya juga tidak sekompleks perusahaan besar. Biasanya, masalah penjualan ini ditangani sendiri oleh pimpinan dan tidak diberikan kepada orang lain. 

5. Faktor Lain

Faktor - faktor lain, seperti periklanan, peragaan, kampanye, pemberian hadiah, sering mempengaruhi penjualan. Namun untuk melaksanakannya, diperlukan sejumlah dana yang tidak sedikit. Bagi perusahaan yang bermodal kuat, kegiatan ini secara rutin dapat dilakukan. Sedangkan bagi perusahaan kecil yang mempunyai modal yang relatif kecil, kegiatan ini lebih jarang dilakukan. Ada pengusaha yang berpegang pada suatu prinsip bahwa “paling penting membuat barang yang baik”. Bilamana prinsip tersebut dilaksanakan, maka diharapkan pembeli akan kembali membeli lagi barang yang sama. Namun, sebelm pembelian dilakukan, sering pembeli harus dirangsang daya tariknya, misalnya dengan memberikan bungkus yang menarik atau dengan cara promosi lainnya. 

4. KESIMPULAN
Manajer penjualan pemegang kunci upaya pengembangan operasi penjualan yang berhasil. Ia harus melaksanakan fungsinya dengan menyelenggarakan manajemen terhadap tim penjualnya, bukan dengan mengambil alih tugas - tugas mereka. Sebagai manajer ia bertanggung jawab atas penyelesaian tugas - tugas orang lain dalam rangka mencapai tujuan - tujuan ekonomis. Sebagai seorang manajer penjualan, pelaksaan dari proses manajemennya bisa terhambat oleh kesulitan - kesulitan khusus yang berkaitan dengan tersebarnya anak buah secara georafis dan lebih seringnya anak buah tersebut berhubungan dengan orang lain yang bukan teman seprofesinya. Secara terus - menerus ia dihadapkan pada berbagai alternatif tindakan, dengan demikian ia harus menerapkan ancangan yang sistematis dalam pengambilan keputusan sebagai tugas pokoknya. Akhirnya, ia harus memadukan upaya - upaya yang dilakukannya dengan semua bagian lain dari strategi pemasaran. 

Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan berhasil, manajer penjualan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam empat bidang utama, yaitu penjualan, manajemen, manajemen penjualan dan pemasaran. Setelah semua itu ia punyai, maka ia boleh mengaku sebagai salah seorang anggota yang produktif dari tim eksekutif perusahaan. 
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